
PERATURAN BANK INDONESIA 

NOMOR:  9/  9  /PBI/2007 

 TENTANG PERUBAHAN  ATAS PERATURAN BANK INDONESIA 

NOMOR 8/21/PBI/2006 TENTANG PENILAIAN 

KUALITAS AKTIVA  BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN 

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

GUBERNUR BANK INDONESIA, 

 
Menimbang :   a.  bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank harus 

mengelola risiko kredit dari pembiayaan (credit risk) dengan 

menjaga kualitas aktiva dan membentuk penyisihan 

penghapusan aktiva yang memadai; 

b. bahwa dengan terjaganya kualitas aktiva dapat lebih 

meningkatkan peranan perbankan syariah dalam pelaksanaan 

fungsi intermediasi;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a  dan huruf b, diperlukan perubahan terhadap 

Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva 

Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha 

Berdasarkan Prinsip Syariah; 

Mengingat:      1.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 3790); 

2.  Undang … 
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2. Undang-Undang    Nomor   23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4357); 

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang 

Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan 

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4647). 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:   PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR  

8/21/PBI/2006 TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA 

BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN 

USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor  8/21/PBI/2006 

tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan 

Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4647) diubah sebagai berikut :  

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

 

BAB I … 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang 

bank asing yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 

2. Unit Usaha Syariah, yang untuk selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja 

di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor 

induk dari kantor cabang syariah dan/atau unit syariah. 

3. Aktiva Produktif adalah penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun 

valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, 

surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal 

sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif, 

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia serta bentuk penyediaan dana lainnya 

yang dapat dipersamakan dengan itu. 

4. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat  

dipersamakan dengan itu berupa :   

a. transaksi investasi dalam akad  Mudharabah dan/atau Musyarakah;  

b. transaksi sewa dalam akad  Ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan 

hak milik  dalam akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik;  

c. transaksi jual beli  dalam akad Murabahah,  Salam, dan Istishna’;  

d. transaksi pinjam meminjam  dalam akad Qardh; dan 

e. transaksi multijasa dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah    

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan nasabah 

pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi 

hutang/kewajibannya dan/atau menyelesaikan investasi mudharabah 

dan/atau… 
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dan/atau musyarakah dan  hasil pengelolaannya sesuai dengan akad.  

5. Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) 

kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha 

tertentu, dengan menggunakan metode bagi untung (profit sharing) atau 

metode bagi pendapatan (net revenue sharing) antara kedua belah pihak 

berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.  

6. Musyarakah adalah penanaman dana dari  para pemilik dana/modal untuk 

mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan 

pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati 

sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal 

berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.  

7. Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah 

dengan margin keuntungan yang disepakati.  

8. Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan  dengan syarat-syarat 

tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.  

9. Istishna’ adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan 

barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan 

pembayaran sesuai dengan kesepakatan.  

10. Ijarah adalah sewa menyewa atas suatu barang  dan/atau jasa antara pemilik 

obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan 

penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan.  

11. Ijarah Muntahiyah bit Tamlik adalah sewa menyewa  antara pemilik obyek 

sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang 

disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa baik dengan 

jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.   

12. Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban 

pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau 

cicilan dalam jangka waktu tertentu. 

 

13. Surat … 
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13. Surat Berharga Syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip 

syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal 

antara lain  obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah dan surat berharga 

lainnya berdasarkan prinsip syariah. 

14. Penempatan adalah penanaman dana Bank pada Bank lainnya dan/atau 

Bank Perkreditan Rakyat Syariah antara lain dalam bentuk giro dan/atau 

tabungan Mudharabah dan/atau Wadiah, deposito berjangka dan/atau 

tabungan Mudharabah, Pembiayaan yang diberikan, dan/atau bentuk-

bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.  

15. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada 

perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah atau jenis transaksi 

tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat Bank memiliki atau 

akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan 

syariah. 

16. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal Bank dalam 

perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan/atau 

piutang (debt to equity swap) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank 

Indonesia yang berlaku, atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank 

memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah. 

17. Transaksi Rekening Administratif adalah komitmen dan kontinjensi (off 

balance sheet) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, 

akseptasi/endosemen, Irrevocable Letter of Credit (L/C) yang masih 

berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka, standby L/C dan 

garansi lain berdasarkan prinsip syariah.  

18. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah sertifikat yang diterbitkan 

oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan 

akad Wadiah. 

19. Wadiah adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang 

pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima 

titipan … 
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titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. 

20. Perusahaan Yang Bergerak di Bidang Keuangan Syariah adalah Bank, Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah, dan perusahaan di bidang keuangan lain 

berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam  perundang-undangan 

yang berlaku antara lain perusahaan sewa guna usaha, modal ventura, 

perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan 

penyimpanan.  

21. Proyeksi Pendapatan adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima Bank 

dari nasabah atas Pembiayaan Mudharabah dan/atau Musyarakah  dengan 

jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara Bank dan nasabah. 

22. Realisasi Pendapatan adalah pendapatan yang diterima Bank dari nasabah 

atas Pembiayaan Mudharabah dan/atau Musyarakah.  

23. Aktiva Non Produktif adalah aset Bank selain Aktiva Produktif yang 

memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil 

alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor dan suspense account,  

serta persediaan. 

24. Agunan yang Diambil Alih yang untuk selanjutnya disebut AYDA adalah 

aktiva yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun di luar 

pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan 

atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan 

dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank. 

25. Rekening Antar Kantor adalah akun tagihan yang timbul dari transaksi antar 

kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. 

26. Suspense Account adalah akun yang digunakan untuk menampung transaksi 

yang tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumentasi 

pencatatan yang memadai sehingga tidak dapat direklasifikasi dalam akun 

yang seharusnya. 

27. Persediaan adalah akun sementara untuk menampung aktiva non kas 

sebelum diserahkan kepada nasabah pembiayaan dalam transaksi 

berdasarkan …. 
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berdasarkan akad Murabahah, Salam dan Istishna. 

28. Penyisihan Penghapusan Aktiva yang selanjutnya disebut PPA adalah 

cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan 

kualitas aktiva. 

29. Penilai Independen adalah perusahaan penilai yang: 

a. Tidak ada keterkaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan dan 

keuangan baik dengan Bank maupun nasabah yang menerima fasilitas; 

b. Melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan 

ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh  institusi yang berwenang; 

c. Menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian 

yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang; 

d. Memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi 

sebagai perusahaan penilai; serta 

e. Tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang 

berwenang. 

30. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank 

dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami 

kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan Bank 

Indonesia dan sesuai dengan  prinsip syariah  

 

2. Ketentuan Pasal 16 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) 

sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 16 

(1) Kualitas Surat Berharga Pasar Uang Syariah ditetapkan Lancar apabila 

memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Terdapat informasi tentang surat berharga tersebut secara 

transparan; 

 b. Telah …. 
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b. Telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai 

perjanjian; dan 

c. Belum jatuh tempo. 

(2) Kualitas Surat Berharga Pasar Uang Syariah ditetapkan Macet apabila 

tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1).  

(3)  Kualitas Surat Berharga Syariah, selain Surat Berharga Pasar Uang 

Syariah,  yang memiliki peringkat  ditetapkan sebagai berikut: 

a. Lancar, apabila: 

1) Memiliki peringkat investasi (investment grade) atau lebih 

tinggi yang  diterbitkan oleh lembaga   pemeringkat   (rating  

agency) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan 

dalam waktu satu tahun terakhir; 

2) Telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat, 

sesuai perjanjian; dan 

3) Belum jatuh tempo; 

b. Kurang Lancar, apabila: 

1) Memiliki peringkat investasi (investment grade) atau lebih 

tinggi yang diterbitkan oleh  lembaga pemeringkat (rating 

agency) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam 

waktu satu tahun terakhir; 

2) Terdapat penundaan pembayaran bagi hasil/marjin/fee berkala 

atau kewajiban lain sejenis; dan 

3) Belum jatuh tempo; 

atau 

1) Memiliki peringkat paling kurang 1 (satu) tingkat di bawah 

peringkat investasi (investment grade) yang diterbitkan oleh 

lembaga pemeringkat (rating agency) yang diakui oleh Bank 

Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir; 

              2) Tidak … 
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2) Tidak terdapat penundaan pembayaran bagi hasil/marjin/fee 

berkala atau kewajiban lain sejenis; dan 

3) Belum jatuh tempo; 

c. Macet, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b. 

(4) Kualitas Surat Berharga Syariah, di luar Surat Berharga Pasar Uang 

Syariah, yang tidak memiliki peringkat  ditetapkan sebagai berikut: 

a. Mengikuti kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 24, apabila diterbitkan oleh Bank; atau 

b. Mengikuti kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud  dalam 

Pasal 9, apabila diterbitkan oleh nasabah. 

3. Ketentuan Pasal 23 dihapus. 

4. Ketentuan Pasal 24 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2) 

sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 24 

(1) Kualitas Penempatan ditetapkan sebagai berikut: 

a. Lancar, apabila :  

1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling 

kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan 

2) memenuhi persyaratan: 

i. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk akad 

Qardh, atau 

ii. dapat ditarik setiap saat untuk giro dan tabungan  berdasarkan 

akad Wadiah, atau 

iii. tidak terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi 

dan/atau bagi hasil untuk tabungan atau deposito berdasarkan 

akad Mudharabah, atau 

iv. tidak… 
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iv. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi 

dan/atau rasio Realisasi Pendapatan terhadap Proyeksi 

Pendapatan sama atau lebih besar dari 80% (delapan puluh 

perseratus) untuk Pembiayaan berdasarkan akad Mudharabah 

dan Musyarakah, atau 

v. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin 

untuk Pembiayaan berdasarkan akad Murabahah. 

b. Kurang Lancar, apabila: 

1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling 

kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan 

2) memenuhi persyaratan: 

i. terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 5 

(lima) hari kerja  untuk  akad Qardh, atau 

ii. tidak dapat ditarik sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk 

giro dan tabungan berdasarkan akad Wadiah, atau 

iii. terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau 

bagi hasil sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk tabungan 

atau deposito yang berprinsip Mudharabah, atau 

iv. terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi sampai 

dengan 5 (lima) hari kerja dan/atau rasio Realisasi 

Pendapatan terhadap Proyeksi Pendapatan lebih besar dari 

30% (tiga puluh perseratus) sampai dengan 80% (delapan 

puluh perseratus), atau rasio Realisasi Pendapatan terhadap 

Proyeksi Pendapatan sama atau lebih kecil dari 30% (tiga 

puluh perseratus) sampai dengan 3 (tiga) periode 

pembayaran, untuk Pembiayaan berdasarkan akad 

Mudharabah dan Musyarakah, atau 

v. terdapat  … 
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v. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin 

sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk Pembiayaan 

berdasarkan akad Murabahah. 

c. Macet, apabila: 

1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM kurang 

dari ketentuan yang berlaku; 

2) bank yang menerima Penempatan telah ditetapkan dan 

diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan 

khusus (special surveillance) atau bank telah dikenakan sanksi 

pembekuan seluruh kegiatan usaha; 

3) bank yang menerima Penempatan ditetapkan sebagai bank dalam 

likuidasi; dan/atau 

4) memenuhi persyaratan: 

i. terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk akad Qardh 

lebih dari 5 (lima) hari kerja, atau 

ii. tidak dapat ditarik saat jangka waktu lebih dari 5 (lima) hari 

kerja untuk giro dan tabungan berdasarkan akad Wadiah , 

atau 

iii. terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau 

bagi hasil lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk tabungan atau 

deposito berdasarkan akad Mudharabah, atau 

iv. terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi lebih dari 5 

(lima) hari kerja dan/atau rasio Realisasi Pendapatan 

terhadap Proyeksi Pendapatan sama atau lebih kecil dari 

30% (tiga puluh perseratus) lebih dari 3 (tiga) periode 

pembayaran untuk Pembiayaan berdasarkan akad 

Mudharabah dan Musyarakah, atau 

v. terdapat  … 
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v. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin 

lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk Pembiayaan berdasarkan 

akad Murabahah. 

(2) Kualitas Penempatan berupa Pembiayaan kepada Bank Perkreditan 

Rakyat Syariah (BPRS) dalam rangka Linkage Program dengan pola 

executing ditetapkan sebagai berikut: 

a. Lancar, apabila: 

1) BPRS yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling 

kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan 

2) memenuhi persyaratan: 

i. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk akad 

Qardh, atau 

ii. dapat ditarik setiap saat untuk tabungan berdasarkan akad 

Wadiah, atau 

iii. tidak terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi 

dan/atau bagi hasil untuk  tabungan atau deposito 

berdasarkan akad Mudharabah, atau 

iv. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi 

dan/atau rasio Realisasi Pendapatan terhadap Proyeksi 

Pendapatan sama atau lebih besar dari 80% (delapan puluh 

perseratus) untuk Pembiayaan berdasarkan akad 

Mudharabah dan Musyarakah, atau 

v. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau 

marjin untuk Pembiayaan berdasarkan akad Murabahah. 

b. Kurang Lancar, apabila: 

1) BPRS yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling 

kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan 

 

 

2) memenuhi… 
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2) memenuhi persyaratan: 

i. terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 30 

(tiga puluh) hari untuk  akad Qardh, atau 

ii. tidak dapat ditarik sampai dengan 30 (tiga puluh) hari  

untuk tabungan berdasarkan akad Wadiah, atau 

iii. terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau 

bagi hasil sampai dengan 30 (tiga puluh) hari untuk 

tabungan atau deposito berdasarkan akad Mudharabah, atau 

iv. terdapat tunggakan  pembayaran pokok investasi sampai 

dengan 30 (tiga puluh) hari dan/atau rasio Realisasi 

Pendapatan terhadap Proyeksi Pendapatan lebih besar dari 

30% (tiga puluh perseratus) sampai dengan 80% (delapan 

puluh perseratus), atau rasio Realisasi Pendapatan terhadap 

Proyeksi Pendapatan sama atau lebih kecil dari 30% (tiga 

puluh perseratus) sampai dengan 3 (tiga) periode 

pembayaran, untuk Pembiayaan berdasarkan akad 

Mudharabah dan Musyarakah, atau 

v. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin 

sampai dengan 30 (tiga puluh) hari untuk Pembiayaan  

berdasarkan akad Murabahah. 

c. Macet, apabila: 

1) BPRS yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM 

kurang dari ketentuan yang berlaku; 

2) BPRS yang menerima Penempatan telah ditetapkan dan 

diumumkan sebagai BPRS dengan status dalam pengawasan 

khusus (special surveillance) atau BPRS telah dikenakan sanksi 

pembekuan seluruh kegiatan usaha; 

3) BPRS yang menerima Penempatan ditetapkan sebagai BPRS 

dalam likuidasi; dan/atau 

4) memenuhi … 
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4) memenuhi persyaratan: 

i. terdapat tunggakan pembayaran pokok lebih dari 30 (tiga 

puluh) hari untuk  akad Qardh, atau 

ii. tidak dapat ditarik lebih dari 30 (tiga puluh) hari  untuk 

tabungan berdasarkan akad Wadiah, atau  

iii. terdapat tunggakan  pembayaran nominal investasi dan/atau 

bagi hasil lebih dari 30 (tiga puluh) hari untuk tabungan 

atau deposito berdasarkan akad Mudharabah, atau 

iv. terdapat tunggakan  pembayaran pokok investasi lebih dari 

30 (tiga puluh) hari  dan/atau rasio Realisasi Pendapatan 

terhadap Proyeksi Pendapatan sama atau lebih kecil dari 

30% (tiga puluh perseratus) lebih dari 3 (tiga) periode 

pembayaran untuk Pembiayaan berdasarkan akad 

Mudharabah dan Musyarakah, atau 

v. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin 

lebih dari 30 (tiga puluh) hari untuk Pembiayaan yang 

berprinsip Murabahah. 

5. Diantara Pasal 24 dan 25, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 24A sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 24A 

Kualitas tagihan akseptasi ditetapkan sebagai berikut: 

a. mengikuti kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 

apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah bank lain; atau 

b. mengikuti kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah nasabah.  

6. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga  berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 25 … 
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Pasal 25 

Kualitas Transaksi Rekening Administratif ditetapkan sebagai berikut : 

a. mengikuti kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 

apabila pihak lawan transaksi (counterparty) dari Transaksi Rekening 

Administratif tersebut adalah bank lain yang melaksanakan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariah; atau 

b. mengikuti kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

apabila pihak lawan transaksi (counterparty) dari Transaksi Rekening 

Administratif tersebut adalah nasabah. 

 

7. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal  yakni Pasal 25A, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 25A 

(1) Penetapan kualitas Transaksi Rekening Administratif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 tidak berlaku untuk kewajiban komitmen dan 

kontinjensi yang: 

a. dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat (unconditionally 

cancelled at any time) oleh Bank; atau 

b. dibatalkan secara otomatis oleh Bank apabila kondisi nasabah 

menurun menjadi Kurang Lancar, Diragukan atau Macet. 

(2) Bank yang memiliki kewajiban komitmen dan kontinjensi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan klausula sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b kedalam perjanjian antara 

Bank dengan nasabah. 

 

8. Ketentuan Pasal 26 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) 

sehingga  Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 26 … 



 

- 16 -
Pasal 26 

(1) Penilaian atas kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya 

didasarkan pada kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (1) huruf c diberlakukan hanya untuk: 

a. Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang berjumlah sampai 

dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk 1 (satu) 

nasabah individual atau nasabah grup; 

b. Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh Bank 

kepada nasabah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan jumlah: 

1) di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan 

Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), bagi Bank yang 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

i. memiliki predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian 

risiko (risk control system) untuk risiko kredit dari 

pembiayaan (credit risk)  “sangat memadai” (strong);  

ii. memiliki Tingkat Kesehatan Cukup Sehat atau paling kurang 

peringkat komposit 3; dan  

iii. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 

(KPMM) paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; 

2) di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh  milyar rupiah), bagi Bank yang 

memenuhi kriteria sebagai berikut : 

i. memiliki predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian 

risiko (risk control system) untuk risiko kredit dari 

pembiayaan (credit risk)  “dapat diandalkan” (acceptable); 

ii. memiliki Tingkat Kesehatan Cukup Sehat atau paling kurang 

peringkat komposit 3; dan 

iii. memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan 

yang berlaku. 

2) Bagi … 
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(2) Bagi Unit Usaha Syariah (UUS), predikat penilaian kecukupan sistem 

pengendalian risiko untuk risiko kredit dari pembiayaan (credit risk)  

mengacu kepada hasil penilaian UUS, sedangkan untuk penilaian  rasio 

KPMM dan penilaian Tingkat Kesehatan mengacu kepada hasil 

penilaian bank induknya. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) 

tidak diberlakukan untuk Pembiayaan dan  penyediaan dana lainnya 

yang diberikan kepada 1 (satu) nasabah Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM) dengan jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) yang merupakan: 

a. Pembiayaan yang direstrukturisasi; dan/atau 

b. Penyediaan dana kepada 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank. 

(4) Penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a tetap dilakukan berdasarkan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 46A dan Pasal 47. 

9. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A, 

sehingga  berbunyi sebagai  berikut: 

 

Pasal 26A 

(1)  Predikat penilaian atas kecukupan sistem pengendalian risiko untuk 

risiko kredit dari pembiayaan(credit risk),  rasio KPMM dan penilaian 

Tingkat Kesehatan, yang digunakan dalam penilaian kualitas 

Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 26 ayat (1) huruf b  dan ayat (2) didasarkan pada penilaian Bank 

Indonesia. 

(2)  Penggunaan predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko 

untuk risiko kredit dari pembiayaan (credit risk), rasio KPMM, dan 

penilaian Tingkat Kesehatan dalam penilaian kualitas Pembiayaan dan 

penyediaan… 
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penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 

huruf b dan ayat (2) dilakukan sebagai berikut: 

a. penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya untuk 

bulan Januari sampai dengan Juni menggunakan selambat-

lambatnya posisi bulan September; dan 

b. penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya untuk 

bulan Juli sampai dengan Desember  menggunakan selambat-

lambatnya posisi bulan Maret. 

 

10. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Ketujuh 

Pembiayaan dan Penyediaan Dana Lain di Daerah Tertentu 

Pasal 27 

Pembiayaan dan penyediaan dana lain kepada nasabah dengan lokasi 

kegiatan usaha berada di daerah tertentu dengan jumlah sampai dengan 

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) hanya didasarkan atas faktor 

penilaian kemampuan membayar. 

 

11. Ketentuan Pasal 30  diubah sehingga  berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 30 

(1) Bank wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA atas dasar 

net realizable value :  

a. pada saat pengambilalihan agunan; dan 

b. pada masa-masa berikutnya setelah dilakukan pengambilalihan 

agunan. 

(2) Penetapan … 
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(2)  Penetapan net realizable value sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib dilakukan oleh Penilai Independen, untuk AYDA dengan nilai 

Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau lebih.   

 

12. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai 

berikut :     

Bagian Kedua 

Tatacara Pembentukan 

Pasal 39 
 

(1) Pembentukan cadangan umum PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

38 ayat (2)  huruf a, berlaku sebagai berikut :  

a. ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1 % (satu perseratus) dari 

seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan Lancar;   

b. pembentukan cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dikecualikan untuk aktiva produktif dalam bentuk Sertifikat 

Wadiah Bank Indonesia, surat berharga yang diterbitkan pemerintah 

berdasarkan prinsip syariah, serta bagian aktiva produktif yang 

dijamin dengan jaminan pemerintah  dan agunan tunai sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41 huruf a. 

(2) Cadangan khusus Penyisihan Penghapusan Aktiva ditetapkan sekurang-

kurangnya sebesar: 

a. 5% (lima perseratus) dari Aktiva dengan kualitas yang digolongkan 

Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan; dan 

b. 15% (lima belas perseratus) dari Aktiva dengan kualitas yang 

digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan; dan 

c. 50% (lima puluh perseratus) dari Aktiva dengan kualitas yang 

digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan 

d. 100% (seratus perseratus) dari Aktiva dengan kualitas yang 

digolongkan… 
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digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan. 

(3) Kewajiban untuk membentuk PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) tidak berlaku bagi Aktiva Produktif untuk transaksi sewa 

berupa akad Ijarah atau transaksi sewa dengan perpindahan hak milik 

berupa akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik. 

(4) Bank wajib membentuk penyusutan/amortisasi untuk transaksi sewa, 

dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Ijarah disusutkan/diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan 

Bank bagi aktiva yang sejenis;  

b. Ijarah Muntahiyah bit Tamlik disusutkan sesuai dengan masa sewa. 

(5) Penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan 

PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan untuk 

Aktiva Produktif.  

 
13. Pasal 41 diubah sehingga  berbunyi sebagai berikut: 

 

Bagian Ketiga 

Penilaian Agunan 

Pasal 41 

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan 

PPA terdiri dari: 

a. Agunan tunai berupa Giro, tabungan, deposito, setoran jaminan 

dan/atau emas yang diblokir dan  disertai dengan surat kuasa pencairan; 

b. Jaminan Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

c. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan/atau surat berharga dan/atau 

tagihan yang diterbitkan pemerintah; 

d. Surat Berharga Syariah yang memiliki peringkat investasi (investment 

grade) dan aktif diperdagangkan di bursa; 

e. Tanah… 
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e. Tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut dengan 

ukuran di atas 20 (dua puluh ) meter kubik; 

f. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; 

g. Mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah dan diikat 

dengan hak tanggungan; 

h. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang. 

 

14. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga  berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 42 

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada 

pembentukan PPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 dan Pasal 41 

ditetapkan: 

a. paling tinggi sebesar 100% (seratus perseratus) untuk agunan tunai 

berupa giro, tabungan,  deposito,  setoran jaminan dan/atau emas yang 

diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan; 

b. sebesar 100% (seratus perseratus) untuk jaminan Pemerintah Indonesia 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

c. paling tinggi sebesar 100% (seratus perseratus) untuk agunan berupa 

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan surat berharga  yang diterbitkan 

pemerintah ; 

d. paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) untuk agunan berupa 

Surat Berharga Syariah yang aktif diperdagangkan di bursa atau memiliki 

peringkat investasi dan/atau resi gudang;  

e. paling tinggi sebesar: 

1) 70% (tujuh  puluh perseratus) dari penilaian, untuk penilaian yang 

dilakukan sebelum melampaui 12 (dua belas) bulan; 

2) 50%… 
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2) 50% (lima puluh perseratus) dari penilaian, untuk penilaian yang 

dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan tetapi belum melampaui 18 

(delapan belas) bulan; 

3) 30% (tiga puluh perseratus) dari penilaian, untuk penilaian yang 

dilakukan setelah melampaui 18 (delapan belas) bulan tetapi belum 

melampaui 30 (tiga puluh) bulan; 

4) 0% (nol perseratus) dari penilaian, untuk penilaian yang dilakukan 

setelah melampaui 30 (tiga puluh) bulan. 

untuk agunan berupa tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara, kapal 

laut, kendaraan bermotor, persediaan, mesin yang dianggap sebagai satu 

kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41 huruf g, dan resi gudang sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 41 huruf h. 

 

15. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 43 

Penilaian terhadap agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 wajib 

dilakukan : 

a. dengan menggunakan nilai pasar yang tercatat dipasar modal  pada akhir 

bulan untuk Surat Berharga Syariah yang aktif diperdagangkan di bursa; 

b. berdasarkan nilai wajar untuk tanah dan rumah tinggal ; 

c. berdasarkan nilai wajar untuk gedung, pesawat udara, kapal laut, 

kendaraan, persediaan dan mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan 

dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan; 

d. berdasarkan nilai yang ditentukan oleh pihak atau lembaga yang 

berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk resi 

gudang.  

16. Ketentuan … 
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16. Ketentuan Pasal 46 diubah dengan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6) 

sehingga  Pasal 46 berbunyi sebagai berikut: 

 

BAB VI 

RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN 

Pasal 46 

(1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai 

Restrukturisasi Pembiayaan, sebagai berikut: 

a. Kebijakan restrukturisasi wajib disetujui oleh Komisaris; 

b. Prosedur pelaksanaan restrukturisasi wajib disetujui  paling kurang 

oleh Direksi; 

c. Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap 

pelaksanaan kebijakan restrukturisasi; 

d. Kebijakan dan prosedur pelaksanaan restrukturisasi merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko 

Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang 

berlaku. 

(2) Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap 

nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Nasabah telah atau diperkirakan mengalami penurunan atau 

kesulitan kemampuan dalam pembayaran dan/atau pemenuhan 

kewajibannya; dan   

b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi 

kewajiban setelah restrukturisasi. 

(3) Upaya dan mekanisme restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), wajib dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia 

dan sesuai prinsip syariah. 

(4) Penggolongan kualitas atas Pembiayaan yang direstrukturisasi adalah 

sebagai berikut: 

a. Paling … 
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a. Paling tinggi Kurang Lancar untuk Pembiayaan yang sebelum 

direstrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet; 

b. Kualitas tidak berubah untuk Pembiayaan yang sebelum 

direstrukturisasi  tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau 

Kurang Lancar. 

(5) Kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat: 

a. Menjadi Lancar, apabila tidak terjadi tunggakan angsuran pokok 

dan/atau bagi hasil/marjin/fee atau kewajiban lain yang sejenis 

selama 3 (tiga) kali periode pembayaran berturut-turut dan/atau 

secepat-cepatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan;  atau 

b. Kembali sesuai dengan kualitas sebelum dilakukan Restrukturisasi 

Pembiayaan atau kualitas sebenarnya apabila lebih buruk sesuai 

dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau jika 

debitur tidak memenuhi kriteria dan/atau syarat-syarat dalam 

perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan dan/atau pelaksanaan 

Restrukturisasi Pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan 

dokumentasi yang memadai. 

(6) Penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan 

jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) didasarkan atas 

kemampuan membayar. 

 

17. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan satu pasal yakni Pasal 46A, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 46A 

(1) Penilaian kualitas Pembiayaan yang telah direstrukturisasi, wajib 

dilakukan kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam… 
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dalam Pasal 9 paling lambat 1 (satu) tahun sejak penetapan kualitas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4). 

(2) Penilaian kualitas  Pembiayaan yang tidak memenuhi kriteria dan/atau 

syarat-syarat dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) huruf b wajib dilakukan sesuai 

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 

 

18. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

BAB VIII 

SANKSI 

Pasal 50 

(1) Bank yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 4,Pasal 

5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (2) 

dan ayat (3), Pasal 14, Pasal 17, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22, 

Pasal 28,  Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, 

Pasal 38, Pasal 39, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4), 

Pasal 45 ayat (3), Pasal 46 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 46A,  

Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 55 dapat dikenakan sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain berupa: 

a. teguran tertulis; 

b. penurunan tingkat kesehatan; dan/atau 

c. penggantian pengurus. 

(2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang 

melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 wajib membentuk PPA 

sebesar 100% (seratus perseratus) terhadap Aktiva dimaksud. 

Pasal II  … 
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Pasal II 

Peraturan Bank Indonesia ini mulai  berlaku  sejak tanggal ditetapkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank 

Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia. 

           

    Ditetapkan di Jakarta 

    Pada tanggal  :  18  Juni  2007 

 

    GUBERNUR BANK INDONESIA, 

 

 

 

 

  BURHANUDDIN ABDULLAH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007  NOMOR 77 
DPbS 



PENJELASAN ATAS  

PERATURAN BANK INDONESIA  

NOMOR 9/9/PBI/2007  

TENTANG  PERUBAHAN  ATAS PERATURAN BANK INDONESIA  

NOMOR 8/21/PBI/2006  TENTANG PENILAIAN   

KUALITAS AKTIVA  BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN  

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH 

 

UMUM 

  Dalam rangka memelihara kesinambungan usahanya, bank harus 

mengelola risiko kredit dari pembiayaannya (credit risk)  pada tingkat yang 

memadai sehingga dapat meminimalisasi potensi kerugian dari pembiayaan.  

Pengelolaan risiko dari pembiayaan tersebut dilakukan antara lain dengan selalu 

menjaga kualitas dari pembiayaan berupa terjaganya kualitas aktiva dan 

pembentukan penyisihan penghapusan aktiva yang memadai. 

  Dengan pengelolaan risiko secara baik yang tercermin dengan terjaganya 

kualitas aktiva dan tersedianya penyisihan penghapusan secara memadai, bank 

diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam melaksanakan fungsi 

intermediasi perbankan. 

 

PASAL DEMI PASAL 

Angka 1 

Cukup jelas  

 

Angka 2 

Pasal 16 

Ayat (1) 

Termasuk dalam kelompok Surat Berharga Pasar Uang Syariah 

antara lain adalah Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank 

(SIMA) … 
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(SIMA) dan Obligasi Syariah. 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan  transparan adalah 

tersedianya informasi mengenai surat berharga 

dalam sistem informasi yang ada di Bank 

Indonesia. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

      Ayat  (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Surat Berharga Syariah selain Surat Berharga Pasar Uang 

Syariah antara lain Obligasi Syariah  dan surat berharga 

yang dihubungkan dengan aset tertentu berdasarkan prinsip 

syariah. 

Yang dimaksud dengan peringkat investasi (investment 

grade) dan lembaga pemeringkat yaitu peringkat dan 

lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai Lembaga 

Pemeringkat dan Peringkat. 

Ayat (4) 

Surat berharga yang berdasarkan karakteristiknya tidak 

memiliki peringkat antara lain adalah medium term note dan 

pengambilalihan wesel ekspor. 

Angka 3 … 
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Angka 3 

Cukup jelas. 

 

Angka 4  

 Pasal 24 

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku adalah rasio KPMM yang ditetapkan 

Bank Indonesia untuk bank di dalam negeri atau otoritas yang 

berwenang untuk bank di luar negeri. 

Rasio KPMM didasarkan pada laporan keuangan publikasi terakhir 

sesuai dengan periode yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. 

Apabila laporan keuangan publikasi terakhir atau data KPMM pada 

laporan keuangan publikasi terakhir tidak tersedia, bank dianggap 

memiliki KPMM kurang dari ketentuan yang berlaku. 

Yang dimaksud dengan Linkage Program adalah kerja sama antara 

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat termasuk didalamnya 

Bank  dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dalam menyalurkan 

Pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

Linkage Program dengan pola executing adalah pinjaman yang 

diberikan dari Bank  kepada Bank Perkreditan Rakyat Syariah dalam 

rangka pembiayaan untuk diteruspinjamkan kepada nasabah Usaha 

Mikro dan Usaha Kecil. 

 

Angka 5 

Pasal 24A 

Yang dimaksud dengan tagihan akseptasi adalah tagihan yang timbul 

sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka. 

 

Angka 6 … 
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Angka 6 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

 

Angka 7 

 Pasal 25A 

  Cukup jelas. 

 
 

Angka 8 

 Pasal 26 

  Ayat (1) 

       Huruf a 

Yang dimaksud dengan penyediaan dana lainnya adalah 

penerbitan jaminan dan/atau pembukaan letter of credit. 

Huruf b 

Pengertian Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mengacu 

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Definisi Usaha Kecil saat ini antara lain diatur dalam 

Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, 

yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); 

c. milik Warga Negara   Indonesia; 

d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

berafiliasi … 
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berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha menengah atau usaha besar; 

e. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang 

tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang 

berbadan hukum, termasuk koperasi. 

Definisi Usaha Menengah saat ini antara lain diatur dalam 

Instruksi Presiden Republik Indonesia No.10 tahun 1999 

tentang Pemberdayaan Usaha Menengah, yaitu usaha yang 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. memiliki kekayaan bersih lebih besar dari 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha; 

b. milik Warga Negara Indonesia; 

c. berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan 

atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha besar ; 

d.  berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang 

tidak berbadan hukum, dan/atau badan usaha yang 

berbadan hukum. 

 

                         Angka 1) dan Angka 2) 

    Huruf i 

Kecukupan sistem pengendalian risiko (risk control 

system) mengacu ke ketentuan Bank Indonesia yang 

berlaku mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi 

Bank … 
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Bank Umum yang meliputi: 

1. pengawasan aktif Komisaris dan Direksi bank; 

2. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan 

limit; 

3. kecukupan identifikasi, pengukuran, pemantauan, 

dan sistem informasi manajemen risiko; dan 

4. sistem pengendalian intern yang komprehensif,  

Predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian 

risiko untuk risiko kredit dari pembiayaan (credit risk)  

yang sangat memadai (strong) tercermin dari 

diterapkannya seluruh komponen sistem pengendalian 

risiko kredit dari pembiayaan (credit risk)  tersebut 

secara efektif dalam memelihara kondisi internal bank 

yang sehat. Apabila terdapat kelemahan dalam 

penerapan sistem pengendalian tersebut, maka 

kelemahan tersebut tidak bersifat material terhadap 

risiko kredit dari pembiayaan (credit risk)   secara 

keseluruhan dan dapat segera dilakukan tindakan 

perbaikan sehingga tidak menimbulkan pengaruh yang 

signifikan terhadap kondisi bank. 

Sedangkan untuk risiko kredit dari pembiayaan (credit 

risk)  yang dapat diandalkan (acceptable) dicerminkan 

melalui diterapkannya seluruh komponen sistem 

pengendalian risiko kredit dari pembiayaan  (credit 

risk) secara cukup efektif dalam memelihara kondisi 

internal Bank yang sehat. Apabila terdapat kelemahan 

dalam penerapan sistem pengendalian tersebut, maka 

kelemahan tersebut tidak bersifat material terhadap 

risiko kredit dari pembiayaan  (credit risk) dan apabila 

tidak … 
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tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat 

menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap 

kondisi Bank. 

Huruf ii 

Penilaian Tingkat Kesehatan mengacu pada ketentuan 

yang berlaku. 

   Huruf iii 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas  

        Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan 50 (lima puluh) nasabah terbesar  

adalah 50 (lima puluh) nasabah Bank secara individual. 

Bagi UUS yang dimaksud dengan 50 (lima puluh ) nasabah 

terbesar adalah  50 (lima puluh) nasabah secara individual yang 

ada di UUS. 

          Ayat (4) 

                            Cukup jelas. 

 
 
Angka 9 

 Pasal 26A 

Ayat (1) 

Penilaian Tingkat Kesehatan mengacu kepada ketentuan yang 

berlaku. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

 

 

     Angka 10… 
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Angka 10 

Pasal 27 

Pembiayaan dan penyediaan dana lain kepada nasabah dengan lokasi 

kegiatan usaha berada di daerah tertentu adalah Pembiayaan dan  

penyediaan dana lain dari Bank untuk investasi dan/atau modal kerja 

di daerah tertentu yang menurut penilaian Bank Indonesia 

memerlukan penanganan khusus untuk mendorong pembangunan 

ekonomi di daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Bank 

Indonesia yang berlaku tentang Pembiayaan dan penyediaan dana di 

daerah tertentu. 

 
 
Angka 11 

Pasal 30 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan net realizable value adalah nilai wajar 

AYDA yang diperoleh dari estimasi harga pasar dikurangi 

estimasi biaya pelepasan. 

Yang dimaksud dengan masa-masa berikutnya setelah dilakukan 

pengambilalihan AYDA antara lain pada saat pemeriksaan 

keuangan tahunan yang dilakukan oleh Akuntan Publik. 

Ayat (2) 

AYDA dengan nilai di bawah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar 

rupiah) dapat menggunakan penilai intern Bank. 

 

Angka 12 

Pasal 39 

      Ayat (1)  

        Cukup jelas. 

Ayat (2) … 
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     Ayat (2) 

        Cukup jelas. 

     Ayat (3)  

        Cukup jelas 

     Ayat (4)  

Penyusutan dan/atau amortisasi untuk Ijarah dan/atau Ijarah 

Muntahiyah bit Tamlik dilakukan dengan mengacu kepada 

standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk bank syariah. 

Kebijakan penyusutan yang dipilih harus mencerminkan pola 

konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan 

dari objek Ijarah. 

                   Ayat (5)  

        Cukup jelas 

 

Angka 13 

 Pasal 41 

  Huruf a 

Yang dimaksud giro, tabungan dan deposito  adalah termasuk 

giro, tabungan dan deposito di bank umum konvensional. 

   Huruf b 

Yang dimaksud dengan Pemerintah Indonesia adalah 

pemerintah pusat.  

  Huruf c 

Cukup jelas. 

         Huruf d 

Peringkat investasi (investment grade) didasarkan pada 

peringkat dalam satu tahun terakhir yang diakui oleh Bank 

Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai 

lembaga pemeringkat dan peringkat. Apabila peringkat yang 

diterbitkan  … 
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diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir 

tidak tersedia maka surat berharga dianggap tidak memiliki 

peringkat. 

         Huruf e 

Cukup jelas. 

        Huruf f 

Pengikatan agunan secara fidusia harus sesuai dengan ketentuan 

dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang   

berlaku,     termasuk     namun     tidak    terbatas   pada   

masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi 

terhadap agunan dimaksud. 

        Huruf g 

Pengikatan agunan secara hak tanggungan harus sesuai dengan 

ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah 

pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap 

agunan dimaksud. Pemasangan hak tanggungan atas tanah 

beserta mesin yang berada diatasnya harus dicantumkan dengan 

jelas dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan resi gudang adalah resi gudang 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 

2006 tentang Sistem Resi Gudang dan peraturan perundang-

undangan lainnya. Hak jaminan atas resi gudang adalah hak 

jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan 

utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi 

penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain. 

 

Angka 14… 



 

- 11 -
Angka 14 

 Pasal 42 

  Huruf  a 

Untuk agunan berupa giro, tabungan dan deposito yang berada 

di bank umum konvensional yang dapat diperhitungkan sebagai 

pengurang agunan hanya  pokok simpanan. 

Huruf  b  

        Cukup jelas.  

Huruf  c 

         Cukup jelas. 

Huruf  d  

         Cukup jelas. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan Penilaian adalah pernyataan tertulis dari 

Penilai Independen atau penilai intern Bank mengenai taksiran  

dan pendapat atas nilai ekonomis dari agunan berupa aktiva 

tetap berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta objektif dan 

relevan menurut metode dan prinsip-prinsip yang berlaku 

umum yang ditetapkan oleh asosiasi dan instansi yang 

berwenang. 

Angka 15 

Pasal 43 

Yang dimaksud dengan nilai wajar adalah mengacu kepada standar 

akuntansi keuangan yang berlaku. 

 

 

 

 

Angka 16… 
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Angka 16 

Pasal 46 

Ayat (1) 

Yang dimaksud kebijakan dan prosedur tertulis antara lain 

pejabat dan satuan kerja yang berwenang terhadap proses 

restrukturisasi, dan proses analisis penyediaan dana yang akan 

direstrukturisasi serta laporan restrukturisasi secara berkala. 

Ayat (2) 

Dalam hal Bank memperkirakan kondisi usaha nasabah 

mengalami penurunan atau kesulitan kemampuan dalam 

pembayaran atau pemenuhan kewajibannya, harus didukung 

oleh analisa dan bukti-bukti yang memadai serta 

terdokumentasi dengan baik. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud sesuai dengan prinsip syariah antara lain 

mengacu kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah 

Nasional. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Huruf a 

Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan/atau 

bagi hasil/marjin/fee kurang dari 1 (satu) bulan, 

peningkatan kualitas menjadi Lancar dapat dilakukan 

secepat-cepatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak 

dilakukan restrukturisasi. 

 

Huruf b… 



 

- 13 -
  Huruf b 

Cukup jelas. 

 Ayat (6) 

Pembiayaan yang direstrukturisasi mencakup Pembiayaan 

kepada Usaha Kecil dan Menengah maupun Non  Usaha Kecil 

dan Menengah. 

Angka 17 

 Pasal 46A 

                   Ayat (1) 

          Cukup jelas. 

                   Ayat (2) 

          Cukup jelas. 

 

Angka 18 

 Pasal 50 

   Ayat (1) 

    Cukup jelas. 

   Ayat (2) 

    Cukup jelas. 

Pasal II 

         Cukup jelas 

 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4733 

 



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 10 TAHUN 1998 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 

TENTANG PERBANKAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : 
a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka 

mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945; 

b. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan 
terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan 
penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan; 

c. bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang 
perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang 
perekonomian khususnya sektor Perbankan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu mengubah 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-undang; 

 
Mengingat :  
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865); 
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3472); 
 

Dengan Persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG 
PERBANKAN. 

Pasal I 
Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 seluruhnya berbunyi sebagai berikut: 
 

"Pasal 1 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta 

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya; 
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 
rakyat banyak; 

3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip 
Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; 

4. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan 
Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; 

5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan 
dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan 
dengan itu; 

6. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, 
sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan; 

7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan 
perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank; 

8. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat 
dipindahtangankan; 

9. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, 
tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu; 

10. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, 
atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar 
modal dan pasar uang; 



11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga; 

12. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 
untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;  

13. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan 
dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara 
lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan 
modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan 
barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan 
kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina); 

14. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip, 
dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut; 

15. Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan 
pemegang Surat Berharga berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan emiten Surat Berharga yang 
bersangkutan; 

16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank; 
17. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan 

perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan; 
18. Nasabah debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah 

atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan; 
19. Kantor Cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang 

bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya; 
20. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang 

berlaku; 
21. Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku; 
22. Pihak Terafiliasi adalah: 

a. anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank; 
b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank 

yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan 

konsultan lainnya; 
d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain 

pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga 
pengurus; 

23. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian 
fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah; 

24. Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan 
nasabah penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya; 

25. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu 
bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi;  

26. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan 
membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi;  

27. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank; 
28. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan 

dan simpanannya." 
 
2. Ketentuan Pasal 6 huruf k dihapus. 
3. Ketentuan pasal 6 huruf m diubah, sehingga Pasal 6 huruf m menjadi berbunyi sebagai berikut : 
 

"Pasal 6 
m. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia." 
 
4. Ketentuan Pasal 7 huruf c, diubah sehingga Pasal 7 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut : 
 

"Pasal 7 
c. melakukan kegiatan penyertaan maodal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan 

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan 
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan" 

 
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 seluruhnya berbunyi sebagai berikut : 
 

"Pasal 8 



(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai 
keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah 
debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang 
diperjanjikan. 

(2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip 
Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."  

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah, serta menambah ayat baru di antara ayat (4) dan ayat (5) yang 
dijadikan ayat (4A), sehingga Pasal 11 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4A) menjadi berbunyi sebagai berikut: 

 
"Pasal 11 

(1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan 
berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga atau hal lain yang serupa, 
yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada 
perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. 

(2) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan 
berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa 
yang dapat dilakukan oleh bank kepada: 
a. Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank; 
b. Anggota dewan komisaris; 
c. Anggota direksi;  
d. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huhruf a, huruf b, dan huruf c; 
e. Pejabat bank lainnya; dan 
f. Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e. 
(4A) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas 

maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)." 

 
7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: 
 

"Pasal 12 
(1) Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan 

koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama 
dengan Bank Umum. 

(2) Ketentuan mengenai kerjasama dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah." 

 
8. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 12 dan Pasal 13 yang dijadikan Pasal 12A, yang berbunyi sebagai 

berikut: 
 

"Pasal 12 A 
(1) Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar 

pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk 
menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada 
bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah." 

 
9. Ketentuan Pasal 13 huruf c diubah, sehingga Pasal 13 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut: 
 

"Pasal 13 
c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia." 
 
10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 seluruhnya berbunyi sebagai berikut: 
 

"Pasal 16 
(1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib 

terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan 
Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan 
Undang-undang tersendiri. 

(2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang: 
a. Susunan organisasi dan kepengurusan; 
b. Permodalan; 
c. Kepemilikan; 



d. Keahlian di bidang Perbankan; 
e. Kelayakan rencana kerja. 
(2) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank 

Indonesia." 
 

11. Ketentuan Pasal 17 dihapus. 
 

12. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: 
 

"Pasal 18 
(1) Pembukaan Kantor Cabang Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia. 
(2) Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis -jenis kantor lainnya di luar negeri dari Bank Umum 

hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia. 
(3) Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang Bank Umum wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank 

Indonesia. 
(4) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), 

dan ayat (3) ditetapkan oleh Bank Indonesia." 
 
13. Ketentuan pasal 19 diubah, sehingga pasal 19 seluruhnya berbunyi sebagai berikut: 
 

"Pasal 19 
(1) Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank 

Indonesia. 
(2) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

ditetapkan oleh Bank Indonesia." 
 
14. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut: 
 

"Pasal 20 
(1) Pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari suatu bank yang 

berkedudukan di luar negeri, hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia." 
 
15. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut: 
 

 
"Pasal 21 

(1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa: 
a. Perseroan Terbatas; 
b. Koperasi; atau 
c. Perusahaan Daerah." 

16. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: 
 

"Pasal 22 
(1) Bank Umum hanya dapat didirikan oleh: 

a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau 
b. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan 

hukum asing secara kemitraan. 
(2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia." 
 
17. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: 
 

"Pasal 26 
(1) Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek. 
(2) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing dapat 

membeli saham Bank Umum, baik secara langsung dan atau melalui bursa efek. 
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah." 
 
18. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 seluruhnya berbunyi sebagai berikut: 
 

"Pasal 27 
Perubahan kepemilikan bank wajib: 
a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, 

dan Pasal 26; dan 
b. dilaporkan kepada Bank Indonesia." 



 
19. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut: 

 
 

"Pasal 28 
(1) Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia." 

 
20. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: 
 

"Pasal 29 
(1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. 
(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, 

kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha 
bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 

(3) Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha 
lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang 
mempercayakan dananya kepada bank. 

(4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko 
kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. 

(5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 
ditetapkan oleh Bank Indonesia." 

 
21. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 seluruhnya sebagai berikut: 
 

"Pasal 31 
Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila 
diperlukan." 
 

22. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 31 dan Pasal 32 yang dijadikan Pasal 31A, yang berbunyi sebagai 
berikut: 

 
"Pasal 31 A 

Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan 
pemeriksaan terhadap Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31." 
 

23. Ketentuan Pasal 32 dihapus. 
24. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: 

 
"Pasal 33 

(1) Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A bersifat rahasia. 
(2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A ditetapkan oleh 

Bank Indonesia." 
 
25. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: 
 

"Pasal 37 
(1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia 

dapat melakukan tindakan agar: 
a. Pemegang saham menambah modal; 
b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank; 
c. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan 

memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya; 
d. Bank  melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain; 
e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban; 
f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain; 
g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain. 

(2) Apabila: 
a. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi 

bank; dan/atau 
b. Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, 

Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk 
segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan 
membentuk tim likuidasi. 

(3) Dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang 



berisi pemb ubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." 

 
26. Menambah 2 (dua) ketentuan baru di antara Pasal 37 dan Pasal 38 yang dijadikan Pasal 37A dan Pasal 37B, yang 

masing-masing berbunyi sebagai berikut: 
 

"Pasal 37A 
(2) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian 

nasional, atas permintaan Bank Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka 
penyehatan perbankan. 

(3) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan program penyehatan terhadap bank-bank 
yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada badan dimaksud. 

(4) Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank, badan khusus sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta wewenang lain yaitu: 
a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan 

wewenang Rapat Umum Pemegang Saham;  
b. Mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Direksi dan Komisaris bank; 
c. Menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas c kekayaan milik atau yang menjadi 

hak-hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak manapun, baik di dalam maupun di luar 
negeri; 

d. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan 
pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank; 

e. Menjual atau mengalihkan kekayaan bank, direksi, komisaris, dan pemegang saham tertentu di dalam 
negeri ataupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;  

f. Menjual atau mengalihkan tagihan bank dan/atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, 
tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitur;  

g. Mengalihkan pengelolaan kekayaan dan/atau menajemen bank kepada pihak lain; 
h. Melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui pengonversian 

tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank; 
i. Melakukan panagihan piutang bank yang sudah pasti dengan penerbitan Surat Paksa; 
j. Melakukan pengosongan atas tanah dan/atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang 

dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang 
berwenang; 

k. Melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan 
mengenai bank dalam program penyehatan, dan pihak manapun yang terlibat atau patut diduga terlibat, 
atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan tersebut; 

l. Menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyehatan dan 
membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian 
tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, komisaris, dan atau pemegang saham, maka 
kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan; 

m. Menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program 
penyehatan; 

n. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang sebagaimana 
dimaksud dalam huruf  a sampai dengan huruf m. 

(4) Tindakan penyehatan perbankan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sah 
berdasarkan Undang-undang ini. 

(5) Atas permintaan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank dalam program penyehatan 
wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatan 
bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan 
dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperoleh bank dimaksud. 

(6) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf k wajib memberikan keterangan dan penjelasan 
yang diminta oleh badan khusus. 

(7) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri 
Keuangan. 

(8) Apabila menurut penilaian Pemerintah, badan khusus telah menyelesaikan tugasnya, Pemerintah 
menyatakan berakhirnya badan khusus tersebut; 

(9) Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
 

Pasal 37B 
(1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. 
(2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga 

Penjamin Simpanan. 
(3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia. 
(4) Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Pemerintah." 



 
27. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 seluruhnya berbunyi sebagai berikut : 
 

"Pasal 40 
(1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak terafiliasi." 

 
28. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 41 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut: 
 

“Pasal 41 
(1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang 

mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti 
tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak." 

 
29. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 41 dan Pasal 42 yang dijadikan Pasal 41A, yang berbunyi sebagai 

berikut: 
 

“Pasal 41 A 
(1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang 

Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan 
Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan mengenai 
simpanan nasabah debitur. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala 
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara. 

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan 
Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang 
bersangkutan, dan alasan diperlukannya keuangan. 

 
30. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: 
 

"Pasal 42 
(1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada 

Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa 
pada bank. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala 
Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. 

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan Polisi, Jaksa, atau 
Hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang 
bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan." 

 
31. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 42 dan Pasal 43 yang dijadikan Pasal 42A, yang berbunyi sebagai 

berikut: 
 

"Pasal 42 A 
Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42." 

32. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 44 dan Pasal 45 yang dijadikan Pasal 44A, yang berbunyi sebagai 
berikut: 

 
"Pasal 44A 

(1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib 
memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada 
pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut. 

(2) Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang 
bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut." 

 
33. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 46 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut: 

(1) Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)." 

 
34. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: 
 

"Pasal 47 



(1) Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk 
memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). 

(2) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja 
memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara 
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahunj serta denda sekurang-kurangnya Rp 
4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)." 

 
35. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 47 dan Pasal 48 yang dijadikan Pasal 47A, yang berbunyi sebagai 

berikut: 
 

"Pasal 47A 
Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang 
wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara 
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya 
Rp4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)." 
 

36. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: 
 

"Pasal 48 
(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan 

yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan 
ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 
tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)." 

(2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib 
dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), 
diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 
dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).". 

 
37. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 seluruhnya berbunyi sebagai berikut: 
 

"Pasal 49 
(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: 

a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, 
maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; 

b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam 
pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi 
atau rekening suatu bank; 

c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan 
dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan 
transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, 
menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar 
rupiah). 

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: 
a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang 

tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk 
keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam 
memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau 
pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti 
kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan 
penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank; 

b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap 
ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang 
berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 
(delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)." 

 
38. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: 
 

"Pasal 50 



Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan 
ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang 
berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurang 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) 
tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 
 

39. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 50 dan Pasal 51 yang dijadikan Pasal 50A, yang berbunyi sebagai 
berikut: 

"Pasal 50A 
Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan 
atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan 
untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 
(tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)." 

 
40. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 51 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut: 
 

"Pasal 51 
(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 

50, dan Pasal 50A adalah kejahatan." 
 
41. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 seluruhnya berbunyi sebagai berikut: 
 

"Pasal 52 
(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, 

Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak 
memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia 
dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah: 
a. Denda uang; 
b. Teguran tertulis; 
c. Penurunan tingkat kesehatan bank; 
d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; 
e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara 

keseluruhan; 
f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai 

Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap 
dengan persetujuan Bank Indonesia; 

g. Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang 
Perbankan. 

(3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia." 
 
42. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: 
 

"Pasal 55 
Bank yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan telah memperoleh 
izin usaha berdasarkan Undang-undang ini." 
 

43. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 59 dan Pasal 60 yang dijadikan Pasal 59A, yang berbunyi sebagai 
berikut: 

 
"Pasal 59A 

Badan khusus yang melakukan tugas penyehatan perbankan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-
Undang ini dinyatakan tetap berlaku." 

 
Pasal II 

 
1. Dengan berlakunya Undang-undang ini, Peraturan tentang Usaha Perkreditan yang Diselenggarakan oleh 

Kelurahan Di Daerah Kadipaten Paku Alaman (Rijksblaad dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9), 
dinyatakan tidak berlaku. 

2. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia. 
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PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 

TENTANG PERBANKAN 
 
U M U M 
Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan 
dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselasaran, 
dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. 
Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan 
internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, 
perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh 
karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga 
diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkukuh perekonomian nasional. 
Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan 
merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan 
penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara 
individual melainkan juga penyehatan sistem Perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan Perbankan nasional 
menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. 
Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan Perbankan nasional 
sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional. 
Agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif, kewenangan dan tanggung jawab mengenai 
perizinan bank, yang semula berada pada Menteri Keuangan, menjadi berada pada Pimpinan Bank Indonesia 
sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, 
pembinaan dan pengawasan bank serta pengenaan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan 
yang berlaku. Dengan demikian, Bank Indonesia kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai dan memutuskan 
kelayakan pendirian suatu bank dan/atau pembukaan kantor cabang. 
Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai usaha bank perlu disempurnakan 
terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana, termasuk di dalamnya peningkatan peranan Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan atau berisiko tinggi. 
Peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana 
masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada 
koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan 
memperkuat struktur perekonomian nasional. Demikian pula bank perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam 
meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor. 
Sementara itu, peranan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah perlu ditingkatkan 
untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Undang-undang ini memberikan kesempatan 
yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan 
Prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus 
melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah. 
Dalam rangka meningkatkan fungsi kontrol sosial terhadap lembaga perbankan, ketentuan mengenai rahasia bank 
yang selama ini sangat tertutup harus ditinjau ulang, Rahasia Bank dimaksud merupakan salah satu unsur yang harus 
dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak 
seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan. 
Untuk menunjang kinerja perbankan nasional diperlukan lembaga penunjang, baik yang dimaksudkan untuk 
sementara waktu dalam rangka mengatasi persoalan Perbankan yang dihadapi dewasa ini maupun yang sifatnya lebih 
permanen seperti Lembaga Penjamin Simpanan. Guna memperkuat lembaga perbankan sebagai lembaga kepercayaan 
masyarakat, diperlukan peraturan mengenai tanggung jawab pemegang saham yang dengan sengaja menyebabkan 
tidak ditaatinya ketentuan perbankan dengan dikenai ancaman sanksi pidana yang berat. 
Sejalan dengan perkembangan tersebut di atas, dengan komitmen Indonesia dalam berbagai forum internasional 
seperti World Trade Organization (WTO), Asia Pasific Economic Cooperation (APEC), dan Association of South East 
Asian Nations (ASEAN) diperlukan berbagai penyesuaian dalam peraturan perbankan nasional termasuk pembukaan 
akses pasar dan perlakuan nondiskriminatif terhadap pihak asing. Upaya liberalisasi di bidang perbankan dilakukan 
sedemikian rupa sehingga dapat sekaligus meningkatkan kinerja Perabankan nasional. Oleh kerena itu, perlu diberikan 
kesempatan yang lebih besar kepada pihak asing untuk berperan serta dalam memiliki bank nasional sehingga tetap 
terjadi kemitraan dengan pihak nasional. 
Dalam hubungan ini, perlu diperhatikan pula peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-undang 
ini, antara lain Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 
1992 tentang Perkoperasian, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing 
Word Trade Organization, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dan Undang-



undang Nomor 4 Taun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan 
Tanah. 
 
PASAL DEMI PASAL 
Pasal I 
Angka 1 
Butir 1 sampai dengan Butir 28 
Cukup jelas 
Angka 2 
Cukup jelas 
Angka 3 
Pasal 6 
Huruf m 
Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan 
Prinsip Syariah melalui: 
a. pendirian kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru, atau 
b. pengubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara 

konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam rangka persiapan 
perubahan kantor cabang tersebut, kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang sebelumnya 
melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat terlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang 
melaksanakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah di dalam kantor bank tersebut. 

Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah tidak melakukan kegiatan usaha secara konvensional. 
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain: 
a. kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan Prinsip Syariah; 
b. pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah; 
c. persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk 

melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. 
Angka 4 
Pasal 7 
Huruf c 
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain: 
a. Penyertaan modal sementara oleh bank berasal dari konversi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan 

berdasarkan Prinsip Syariah pada perusahaan yang bersangkutan; 
b. Persyaratan kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang dapat dikonversi 

menjadi penyertaan modal; 
c. Penyertaan modal tersebut wajib ditarik kembali apabila: 

i) telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; atau 
ii) perusahaan telah memperoleh laba; 

d. Penyertaan sementara tersebut wajib dihapusbukukan dari neraca bank, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 
(lima) tahun, bank belum berhasil menarik penyertaannya; 

e. Pelaporan kepada Bank Indonesia mengenai penyertaan modal sementara oleh bank. 
Angka 5 
Pasal 8 
Ayat (1) 
Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam 
pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang 
sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah 
dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai 
dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. 
Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama 
terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari Nasabah debitur. 
Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain 
telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat 
berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya 
didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis 
dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung 
dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan. 
Di samping itu, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah harus pula 
memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan 
atau risiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan. 
Ayat (2) 
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain: 
a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis; 
b. Pank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur yang antara lain diperoleh 

dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah 
debitur; 



c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan 
Prinsip Syariah; 

d. kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau 
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah; 

e. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang 
berbeda kepada Nasabah debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi; 

f. Penyelesaian sengketa. 
Angka 6 
Pasal 11 
Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau 
kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa kredit 
atau pembiayaan dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, risiko yang dihadapi bank 
dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan 
dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau 
pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa 
sehingga tidak terpusat pada Nasabah debitur atau kelompok Nasabah debitur tertentu. 
Ayat (1) 
Kelompok (grup) merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal 
kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan. 
Ayat (3) 
Huruf a 
Cukup jelas 
Huruf b 
Cukup jelas 
Huruf c 
Cukup jelas 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan keluarga dalam ketentuan ini adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik 
menurut garis keturunan lurus maupun ke samping termasuk mertua, menantu dan ipar. 
Huruf e 
Cukup jelas 
Huruf f 
Cukup jelas 
Ayat (4A) 
Larangan ini dimaksudkan agar dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank 
menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat. Bank dinyatakan melakukan pelanggaran atas ayat ini pada saat 
pemberiannya, saldo kredit atau pembiayaan tersebut melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan oleh Bank 
Indonesia. 
Angka 7 
Pasal 12 
Ayat (1) 
Dalam rangka penjabaran atas ketentuan mengenai asas, fungsi, dan tujuan perbankan pelaksanaanya senantiasa 
disesuaikan dengan tuntutan perkembangan pembangunan nasional, sepanjang tidak bertentangan dengan program 
moneter Bank Indonesia. 
Ayat (2) 
Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain: 
a. Kewajiban Bank Umum untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada koperasi, 

usaha kecil dan menengah dengan prosedur dan persyaratan yang mudah dan lunak;  
b. Program peningkatan taraf hidup rakyat banyak yang berupa penyediaan kredit dengan bunga rendah atau 

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan tingkat bagi hasil yang rendah; 
c. Subsidi bunya atau bagi hasil yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
Angka 8 
Pasal 12 
Ayat (1) 
Pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat mempercepat 
penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. Dalam hal bank sebagai pembeli agunan Nasabah debiturnya, status 
bank adalah sama dengan pembeli bukan bank lainnya. 
Bank dimungkinan membeli agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban 
Nasabah debiturnya. 
Bank tidak diperbolehkan memiliki agunan yang dibelinya dan secepat-cepatnya harus dijual kembali agar hasil 
penjualan agunan dapat segera dimanfaatkan oleh bank. 
Ayat (2) 
Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain: 
a. Agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agunan yang kreditnya telah dikategorikan macet selama jangka 

waktu tertentu; 
b. Agunan yang telah dibeli wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun; 



c. Dalam jangka waktu satu tahun, bank dapat menangguhkan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan pengalihan 
hak atas agunan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Angka 9 
Pasal 13 
Huruf c 
Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah tidak diperkenankan 
melaksanakan kegiatan secara konvensional. Demikian juga Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha 
secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah. 
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain: 
a. Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan Prinsip Syariah; 
b. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah. 
Angka 10 
Pasal 16 
Ayat (1) 
Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, 
mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun 
dana tersebut. Sehubungan dengan itu dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum 
atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat. 
Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana 
pensiun, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha 
perbankan berdasarkan ketentuan dalam ayat ini. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh 
lembaga-lembaga tersebut, diatur dengan undang-undang tersendiri. 
Ayat (2) 
Dalam hal memberikan izin usaha sebagai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia selain 
memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, juga wajib memperhatikan tingkat 
persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan 
pembangunan ekonomi nasional. 
Huruf a 
Pada Bank Umum dimungkinkan kepengurusan pihak asing sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Huruf b 
Cukup jelas 
Huruf c 
Persyaratan kepemilikan dimaksud termasuk jumlah serta komposisi kepemilikan pihak asing yang diizinkan pada 
Bank Umum. 
Huruf d 
Cukup jelas 
Huruf e 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain: 
a. Persyaratan untuk menjadi pengurus bank antara lain menyangkut keahlian di bidang Perbankan dan konduite 

yang baik; 
b. Larangan adanya hubungan keluarga di antara pengurus bank; 
c. Modal disetorminimum untuk pendirian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat; 
d. Batas maksimum kepemilikan dan kepengurusan; 
e. Kelayakan rencana kerja; 
f. Batas waktu pemberian izin pendirian bank. 
Angka 11 
Cukup jelas 
Angka 12 
Pasal 18 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan kantor di bawah kantor cabang antara lain mencakup kantor cabang pembantu dan kantor 
kas. Dalam rangka memenuhi penyediaan layanan jasa perbankan, dimungkinkan pula pembukaan jenis kantor lain di 
bawah kantor cabang, misalnya tempat pembayaran (payment point), kas mobil, dan anjungan tunai mandiri (ATM). 
Rencana pembukaan kantor cabang wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia. 
Ayat (4) 
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain: 
a. persyaratan tingkat kesehatan bank; 



b. tingkat persaingan yang sehat antarbank;  
c. tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu; 
d. pemerataan pembangunan ekonomi nasional;  
e. batas waktu pemberian izin pembukaan kantor selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen 

permohonan diterima secara lengkap; 
f. batas waktu dan alasan penolakan; 
g. batas waktu pelaporan pembukaan kantor di bawah kantor cabang. 
Angka 13 
Pasal 19 
Ayat (1) 
Dalam memberikan izin pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia selain memperhatikan 
pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat iini, juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang 
sehat antarbank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan 
ekonomi nasional. 
Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat tidak memerlukan izin. Rencana pembukaan 
kantor dimaksud wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia. 
Ayat (2) 
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain: 
a. persyaratan tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat; 
b. tingkat persaingan yang sehat antar Bank Perkreditan Rakyat; 
c. tingkat kejenuhan jumlah Kantor Bank Perkreditan Rakyat dalam suatu wilayah tertentu; 
d. pemerataan pembangunan ekonomi nasional;  
e. batas waktu pemberian izin pembukaan kantor selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen 

permohonan diterima secara lengkap; 
f. batas waktu dan alasan penolakan; 
Angka 14 
Pasal 20 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan bank yang berkedudukan di luar negeri adalah bank yang didirikan berdasarkan hukum asing 
dan berkantor pusat di luar negeri. Dengan demikian, bank yang bersangkutan tunduk pada hukum di tempat bank 
tersebut didirikan. 
Dalam memberikan izin pembukaan jenis kantor-kantor dimaksud, Bank Indonesia selain memperhatikan tingkat 
kesehatan bank juga memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antarbank, tingkat kejenuhan jumlah kantor bank 
dalam suatu wilayah tertentu serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional. 
Angka 15 
Pasal 21 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Angka 16 
Pasal 22 
Ayat (1) 
Huruf a 
Yang termasuk dalam pengertian badan hukum Indonesia antara lain adalah Negara Republik Indonesia, Badan Usaha 
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan badan usaha milik swasta. 
Huruf b 
Dalam hal salah satu pihak yang akan mendirikan Bank Umum adalah badan hukum asing, yang bersangkutan terlebih 
dahulu harus memperoleh rekomedasi dari otoritas moneter negara asal. Rekomendasi dimaksud sekurang-kurangnya 
memuat keterangan bahwa badan hukum asing yang bersangkutan mempunyai reputasi yang baik dan tidak pernah 
melakukan perbuatan tercela di bidang Perbankan. 
Ayat (2) 
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain: 
a. kepemilikan saham;  
b. persyaratan dokumen yang harus dipenuhi;  
c. kondisi keuangan calon pendiri bank. 
Angka 17 
Pasal 26 
Ayat (1) 
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan, penyebaran kepemilikan, dan 
meningkatkan kinerja bank tersebut. 
Emisi saham dapat dilakukan melalui bursa efek di Indonesia dan atau di luar negeri. 
Ayat (2) 
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk membuka kesempatan yang lebih luas kepada berbagai pihak, baik 
Indonesia maupun asing untuk turut serta memiliki Bank Umum. 
Ayat (3) 
Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain: 
a. Persyaratan kepemilikan saham termasuk kondisi keuangan calon pemilik bank; 



b. Persyaratan dokumen yang harus dipenuhi. 
Angka 18 
Pasal 27 
Huruf a 
Cukup jelas 
Huruf b 
Rencana pengalihan kepemilikan bank yang dilakukan secara langsung harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank 
Indonesia. Pelaporan ini dimaksudkan untuk memastikan agar peralihan kepemilikan dilakukan kepada pihak-pihak 
yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik bank. 
Peralihan kepemilikan saham bank yang dilakukan melalui bursa efek dilaporkan kepada Bank Indonesia apabila 
kepemilikan suatu pihak melalui bursa efek tersebut telah mencapai jumlah tertentu yang dapat mempengaruhi 
jalannya pengelolaan bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
Angka 19 
Pasal 28 
Ayat (1) 
Dalam melakukan merger, konsoldasi, dan akuisisi, wajib dihindarkan timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada 
suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Demikian pula merger, konsolidasi, dan akuisisi 
yang dilakukan, tidak boleh merugikan kepentingan para nasabah. 
Angka 20 
Pasal 29 
Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
Yang dimaksud dengan pembinaan dalam  ayat (1) ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan 
peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain 
yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. 
Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ayat (1) ini meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam 
bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam 
bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. 
Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun 
represif. 
Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya 
proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 
Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, 
setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya. 
Ayat (4) 
Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk 
memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin 
adanya transparansi dalam dunia Perbankan. 
Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset. 
Apabila informasi tersebut telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut 
perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah, atau pembelian/penjualan 
surat berharga untuk kepetingan dan atas perintah nasabahnya. 
Ayat (5) 
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain: 
a. ruang lingkup pembinaan dan pengawasan; 
b. kriteria penilaian tingkat kesehatan; 
c. prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan; 
d. pedoman pemberian informasi kepada nasabah. 
Angka 21 
Pasal 31 
Pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 
satu tahun sekali untuk setiap bank. Di samping itu, pemeriksaan dapat dilakukan setiap waktu jika dipandang perlu 
untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dari praktek 
Perbankan yang sehat. 
Terhadap keuangan negara yang dikelola oleh suatu bank, Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan 
pada bank yang bersangkutan. 
Angka 22 
Pasal 31A 
Pemeriksaan terhadap bank yang dilakukan oleh Akuntan Publik adalah pemeriksaan setempat yang merupakan 
bentuk pendelegasian wewenang Bank Indonesia selaku otoritas pembina dan pengawas bank. 
Angka 23 
Cukup jelas 
Angka 24 
Pasal 33 
Ayat (1) 
Cukup jelas 



Ayat (2) 
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain: 
a. jenis prodedur, dan ruang lingkup pemeriksaan; 
b. jangka waktu dan pelaporan hasil pemeriksaan; 
c. tindak lanjut hasil pemeriksaan. 
Angka 25 
Pasal 37 
Ayat (1) 
Keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila 
berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain ditandai dengan 
menurunnya permodalan, kualitas aset likuiditas dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan 
berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas Perbankan yang sehat. 
Dalam ayat ini ditetapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan terhadap bank yang mengalami kesulitan dan 
membahayakan kelangsungan usahanya, agar tidak terjadi pencabutan izin usahanya dan atau tindakan likuidasi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). 
Langkah-langkah dimaksud dilakukan dalam rangka mempertahankan/menyelamatkan bank sebagai lembaga 
kepercayaan masyarakat. 
Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ayat ini adalah pihak-pihak di luar bank yang bersangkutan, baik bank lain, 
badan usaha lain maupun individu yang memenuhi persyaratan. 
Ayat (2) 
Kriteria membahayakan sistem perbankan yaitu apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan 
usaha, suatu bank tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank lain, sehingga pada gilirannya akan 
menimbulkan dampak berantai kepada bank-bank lain. 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Angka 26 
Pasal 37A 
Ayat (1) dan Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan kesulitan Perbankan yang membahayakan perekonomian nasional adalah suatu kondisi 
sistem perbankan yang menurut penilaian Bank Indonesia terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan 
yang berdampak kepada hajat hidup orang banyak. 
Hal ini memerlukan peran langsung dari Pemerintah untuk menanggulanginya melalui kebijakan dan tindakan yang 
berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
Mengingat hal tersebut diatas, dalam hal pembentukan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
Pemerintah memerlukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Konsultasi tersebut 
dilakukan dengan Komisi yang membidangi keuangan dan perbankan untuk mendapatkan persetujuan. 
Badan khusus dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. 
Badan khusus dimaksud dalam ketentuan ini bersifat sementara sampai dengan selesainya tugas yang diberikan 
kepada badan ini yaitu: 
a. penyehatan bank yang diserahkan oleh Bank Indonesia; 
b. penyelesaian aset bank baik aset fisik maupun kewajiban debitur melalui Unit Pengelola Aset (Asset 

Management Unit); 
c. Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank. 
Ayat (3) 
Huruf a 
Dengan dilakukannya pengambilalihan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang 
Rapat Umum Pemegang Saham, badan khusus dapat melakukan pengelolaan dan pengurusan bank dalam program 
penyehatan, selanjutnya segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum 
Pemegang Saham bank dalam program penyehatan menjadi beralih kepada badan khusus. 
Huruf b 
Cukup jelas 
Huruf c 
Dengan ketentuan ini badan khusus dapat menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan seperti halnya 
sebagai pemilik. 
Huruf d 
Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan atau perubahan kontrak oleh badan khusus tersebut 
menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersebut hanya dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai 
manfaat yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas 
kerugian yang dialaminya. 
Huruf e 
Penjualan atau pengalihan kekayaan oleh badan khusus diikuti dengan beralihnya hak kebendaan kepada pembeli. 
Dengan demikian pembeli memperoleh kepastian hukum beralihnya hak atas kekayaan tersebut. 
Penjualan atau pengalihan dapat dilakukan secara langsung atau melalui penawaran secara langsung atau melalui 
penawaran umum untuk memperoleh harga terbaik. 
Huruf f 



Pihak lain menurut ayat ini adalah peserorangan, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, dan atau badan 
hukum lainnya. 
Huruf g 
Pihak lain menurut ayat ini adalah perseorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta dan/atau badan 
hukum lainnya. 
Huruf h 
Cukup jelas 
Huruf i 
Menurut ketentuan ini atas piutang bank terhadap pihak ketiga yang diambilalih badan khusus, badan khusus dapat 
melakukan tindakan penagihan piutang dengan penerbitan Surat Paksa, dengan berdasarkan pada catatan utang 
debitur yang bersangkutan pada bank dalam program penyehatan. 
Surat Paksa ini berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" 
mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki 
kekuatan hukum tetap. Dalam hal tindakan penagihan piutang tidak diindahkan oleh pihak berutang, badan khusus 
dapat melakukan penyitaan atas hak kekayaan milik pihak yang berutang tersebut, dan selanjutnya dapat melakukan 
pelelangan atas harta pihak yang berutang dalam rangka pengembalian piutang dimaksud. Harta yang tidak dapat 
disita meliputi perlengkapan rumah tangga, buku-buku, dan peralatan kerja untuk kelangsungan hidup dari yang 
berutang. Walaupun badan khusus ini diberikan kewenangan untuk melakukan penagihan paksa, tata cara 
pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek kepastian hukum dan keadilan. 
Huruf j 
Cukup jelas 
Huruf k 
Untuk memperoleh keterangan dimaksud, badan khusus dapat meminta bantuan alat negara penegak hukum yang 
berwenang. 
Yang dimaksud pihak manapun adalah Pihak Terafiliasi dan pihak-pihak lain yang terlibat atau patut diduga terlibat, 
termasuk badan hukum yang dimiliki oleh bank atau Pihak Terafiliasi. 
Huruf l 
Kerugian yang dimaksud dapat disebabkan oleh transaksi tidak wajar yang melibatkan bank dalam program ini. 
Transaksi tidak wajar antara lain: 
a. transaksi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu secara tidak sah; 
b. transaksi yang tidak berisikan syarat-syarat yang merupakan hasil negosiasi antara pihak-pihak yang tidak 

berafiliasi; atau 
c. transaksi yang mengakibatkan bank tersebut menerima nilai yang tidak sepadan dengan nilai yang dilepaskan 

atau diserahkan oleh bank itu. 
Huruf m 
Cukup jelas 
Huruf n 
Tindakan lain yang dimaksud antara lain membentuk suatu divisi dalam badan khusus atau membentuk dan atau 
melakukan penyertaan modal dalam suatu badan hukum. 
Ayat (4) 
Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak manapun tidak mencegah atau menunda pelaksanaan tindakan hukum yang 
dilakukan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini. Dalam hal atas upaya hukum tersebut 
dikeluarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) memenanagkan pihak 
manapun tersebut, badan khusus wajib mematuhi putusan pengadilan tersebut. 
Ayat (5) 
Cukup jelas 
Ayat (6) 
Cukup jelas 
Ayat (7) 
Cukup jelas 
Ayat (8) 
Cukup jelas 
Ayat (9) 
Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain: 
a. pendirian badan khusus;a 
b. anggaran dan pengeluaran badan khusus; 
c. tata cara penagihan piutang bank dalam program penyehatan; 
d. tata cara penyertaan modal untuk sementara; 
e. pembubaran; 
f. tata cara penyehatan bank. 
Pasal 37B 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus 
meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. 



Dalam menyelenggarakan penjaminan simpanan dana masyarakat pada bank, Lembaga Penjamin Simpanan dapat 
menggunakan: 
a. skim dana bersama; 
b. skim asuransi; atau 
c. skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia. 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Ayat (4) 
Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain: 
a. pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan; 
b. struktur organisasi;  
c. pilihan skim penjaminan; 
d. kewajiban bank untuk menjadi anggota. 
Angka 27 
Pasal 40 
Apabila nasabah bank adalah Nasabah Penyimpanan yang sekaligus juga sebagai Nasabah debitur, bank wajib tetap 
merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpanan. 
Keterangan mengenai nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib 
dirahasiakan bank. 
Bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai lembaga penunjang pasar modal, misalnya bank selaku kustodian dan 
atau Wali Amanat, tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Angka 28 
Pasal 41 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Angka 29 
Pasal 41A 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Angka 30 
Pasal 42 
Ayat (1) 
Kata dapat dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa izin oleh Pimpinan Bank Indonesia akan diberikan 
sepanjang permintaan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). 
Ayat (2) 
Pemberian izin oleh Bank Indonesia harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen 
permintaan diterima secara lengkap. 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Angka 31 
Pasal 42A 
Cukup jelas 
Angka 32 
Pasal 44A 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Pasal 46 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat 34 
Pasal 47 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank. 
Angka 35 
Pasal 47A 
Cukup jelas 



Angka 36 
Pasal 48 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk 
melaksanakan tugas operasional bank, dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan 
bank. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Angka 37 
Pasal 49 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank. 
Ayat (2) 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat bank dan karyawan bank. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang 
hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan. 
Angka 38 
Pasal 50 
Cukup jelas 
Angka 39 
Pasal 50A 
Cukup jelas 
Angka 40 
Pasal 51 
Ayat (1) 
Perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan sebagai tindak 
pidana kejahatan, berarti bahwa terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang 
lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah 
lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat 
mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank 
maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan. 
Dengan digolongkan sebagai tindak kejahatan, diharapkan akan dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap 
ketentuan dalam Undang-undang ini. 
Mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank 
Perkreditan Rakyat pada dasarnya berlaku ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidana dalam Bab VIII, mengingat 
sifat ancaman pidana dimaksud berlaku umum. 
Angka 41 
Pasal 52 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain: 
a. jenis -jenis sanksi administratif; 
b. tata cara pelaksanaan sanksi administratif;  
c. tindak lanjut pelaksanaan sanksi administratif;  
d. pengawasan pelaksanaan sanksi administratif. 
Angka 42 
Pasal 55 
Cukup jelas 
Angka 43 
Pasal 59A 
Badan khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini bersifat sementara, dengan tugas khusus melakukan langkah-
langkah yang diperlukan untuk menyehatkan Perbankan nasional. 
Badan yang telah ada saat ini dalam rangka melakukan upaya penyehatan perbankan, tetap dapat melakukan tugas 
penyehatan perbankan berdasarkan Undang-undang ini. 
Pasal II 
Cukup jelas 

 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3790 



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 23 TAHUN 1999 

TENTANG 
BANK INDONESIA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : 
a. bahwa untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat 

Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan 
pembangunan ekonomi diarahkan kepada terwujudnya perekonomian nasional yang berpihak pada ekonomi 
kerakyatan, merata, mandiri, andal, berkeadilan dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional; 

b. bahwa guna mendukung terwujudnya perekonomian nasional sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan 
tantangan perkembangan dan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin 
maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, kebijakan moneter harus 
dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah; 

c. bahwa untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien diperlukan sistem 
keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem 
pembayaran yang lancar, cepat, tepat dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip 
kehati-hatian; 

d. bahwa untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan Bank Sentral yang 
memiliki kedudukan yang independen; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang 
Bank Sentral tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan Undang-undang baru tentang Bank Indonesia. 

 
Mengingat : 
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 
2. Bab IV huruf A butir 1a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998; 
3. Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998; 
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998. 
 

Dengan persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : 
UNDANG-UNDANG TENTANG BANK INDONESIA 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan : 
1. Dewan Gubernur adalah pimpinan Bank Indonesia; 
2. Gubernur adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur; 
3. Deputi Gubernur Senior adalah wakil pemimpin merangkap anggota Dewan gubernur; 
4 Deputi Gubernur adalah anggota Dewan Gubernur; 
5. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang 

perbankan yang berlaku; 
6. Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang 

digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu 
kegiatan ekonomi; 

7. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Indonesia dan Bank yang mewajibkan Bank yang 
dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau 
bagi hasil; 

8. Peratuan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap 
orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia; 

9. Peraturan Dewan Gubernur adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur yang memuat aturan-
aturan intern antara lain mengenai tata tertib pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Gubernur, kepegawaian, 
dan organisasi Bank Indonesia; 



10. Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan 
memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau 
suku bunga; 

11. Cadangan Umum adalah dana yang berasal dari sebagaian surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan untuk 
menghadapi risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia; 

12. Cadangan Tujuan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan antara 
lain untuk penggantian atau pembaruan harta tetap dan perlengkapan yang diperlukan dalam melaksanakan 
tugas dan wewenang Bank Indonesia serta untuk penyertaan. 

 
Pasal 2 

(1) Satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp. 
(2) Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia. 
(3) Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus 

dipenuhi dengan uang jika  dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, 
kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia. 

(4) Setiap orang atau badan yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dilarang menolak untuk menerima 
uang rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus 
dipenuhi dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk keperluan pembyaran di tempat atau di 
daerah tertentu, untuk maksud pembayaran, atau untuk memenuhi kewajiban dalam valuta asing yang telah 
diperjanjikan secara tertulis, yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. 

 
Pasal 3 

(1) Uang rupiah dalam jumlah tertentu dilarang dibawa keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia kecuali 
dengan izin Bank Indonesia. 

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. 
 

BAB II 
STATUS, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN MODAL 

 
Pasal 4 

(1) Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. 
(2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-

pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini. 
(3) Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan Undang-undang ini. 
 

Pasal 5 
(1) Bank Indonesia berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia. 
(2) Bank Indonesia mempunyai kantor-kantor di dalam dan di luar negeri wilayah negara Republik Indonesia. 
 

Pasal 6 
(1) Modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah). 
(2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditambah sehingga menjadi 10% (sepuluh perseratus) dari 

seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari Cadangan Umum atau sumber lain. 
(3) Tata cara penambahan modal Cadangan Umum atau sumber lainnya ditetapkan dengan Peraturan Dewan 

Gubernur. 
 

BAB III 
TUJUAN DAN TUGAS 

 
Pasal 7 

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 
 

Pasal 8 
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter; 
b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; 
c. mengatur dan mengawasi Bank. 
 

Pasal 9 
(1) Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 
(2) Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam 

rangka pelaksanaan tugasnya. 
 

BAB IV 



TUGAS MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN MONETER 
 

Pasal 10 
(1) Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a 

Bank Indonesia berwenang: 
a. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya; 
b. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada : 

1) operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing; 
2) penetapan tingkat diskonto; 
3) penetapan cadangan wajib minimum;  
4) pengaturan kredit atau pembiayaan. 

(2) Cara-cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan juga 
berdasarkan Prinsip Syariah. 

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan 
Bank Indonesia. 

 
Pasal 11 

(1) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu 
paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank 
yang bersangkutan. 

(2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya 
minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. 

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank 
Indonesia. 

 
Pasal 12 

Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. 
 

Pasal 13 
(1) Bank Indonesia mengelola cadangan devisa. 
(2) Dalam pengelolaan cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan 

berbagai jenis transaksi devisa. 
(3) Dalam rangka pengelolaan cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat 

menerima pinjaman luar negeri. 
 

Pasal 14 
(1) Bank Indonesia dapat menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat 

bersifat makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8. 

(2) Pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pihak lain berdasarkan penugasan 
dari Bank Indonesia. 

(3) Dalam penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap badan wajib memberikan keterangan 
dan data yang diperlukan oleh Bank Indonesia. 

(4) Bank Indonesia atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan sumber dan data 
individual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali yang secara tegas dinyatakan lain dalam Undang-
undang. 

(5) Pelakasanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank 
Indonesia. 

 
BAB V 

TUGAS MENGATUR DAN MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN 
 

Pasal 15 
(1) Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf 

b, Bank Indonesia berwenang : 
a. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran; 
b. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya; 
c. menetapkan penggunaan alat pembayaran. 

(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. 
 

Pasal 16 
Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antara bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing. 
 

Pasal 17 



(1) Penyelenggaraan kegiatan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing dilakukan oleh Bank 
Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. 

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. 
 

Pasal 18 
(1) Bank Indonesia menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah 

dan atau valuta asing. 
(2) Penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. 
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank 

Indonesia. 
 

Pasal 19 
Bank Indonesia berwenang menetapkan macam, harga ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan 
tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. 
 

Pasal 20 
Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang 
rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran. 
 

Pasal 21 
Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dibebaskan dari bea meterai. 
 

Pasal 22 
Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas uang yang hilang atau musnah karena sebab apapun. 
 

Pasal 23 
(1) Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian 

dengan nilai yang sama. 
(2) Apabila 5 (lima) tahun sesudah tanggal pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat uang 

yang belum ditukarkan, nilai uang tersebut diperhitungkan sebagai penerimaan tahun anggaran berjalan. 
(3) Uang yang dikeluarkan sesudah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan 

sebagai pengeluaran tahun anggaran berjalan. 
(4) Hak untuk menuntut penukaran uang yang sudah dicabut, tidak berlaku lagi setelah 10 (sepuluh) tahun sejak 

tanggal pencabutan. 
(5) Pelaksanaan pencabutan dan penarikan uang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Peraturan Bank Indonesia. 
 

BAB VI 
TUGAS MENGATUR DAN MENGAWASI BANK 

 
Pasal 24 

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan 
peraturan memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan 
pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap  Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 25 
(1) Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan 

perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. 
(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia. 
 

Pasal 26 
Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bank Indonesia : 
a. memberikan dan mencabut izin usaha Bank; 
b. memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank; 
c. memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank; 
d. memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. 
 

Pasal 27 
Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 24 adalah pengawasan langsung dan 
tidak langsung. 
 

Pasal 28 
(1) Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata 

cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 



(2) Apabila diperlukan, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pula terhadap perusahaan induk, 
perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafilisi dari Bank. 

 
Pasal 29 

(1) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila 
diperlukan. 

(2) Apabila diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap perusahaan 
induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur Bank. 

(3) Bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan kepada pemeriksa : 
a. keterangan dan data yang diminta; 
b. kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan 

usahanya,  
c. hal-hal lain yang diperlukan. 

 
Pasal 30 

(1) Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2). 

(2). Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan keterangan 
dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan. 

(3) Syarat-syarat bagi pihak lain yang ditugasi oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Bank Indonesia. 

 
Pasal 31 

(1) Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan 
transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan 
tindak pidana di bidang perbankan. 

(2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia wajib mengirim tim pemeriksa untuk 
meneliti kebenaran atas dugaan tersebut. 

(3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh bukti yang cukup, Bank 
Indonesia pada hari itu juga mencabut perintah penghentian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
Pasal 32 

(1) Bank Indonesia mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar Bank. 
(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di 

bidang keuangan. 
(3) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan sendiri oleh 

Bank Indonesia dan atau oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. 
 

Pasal 33 
Dalam hal keadaan suatu menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha Bank yang 
bersangkutan dan atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan 
perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagimana diatur dalam undang-undang tentang 
perbankan yang berlaku. 
 

Pasal 34 
(1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan 

dibentuk dengan Undang-undang. 
(2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 

31 Desember 2002. 
 

Pasal 35 
Sepanjang lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) belum dibentuk, tugas pengaturan 
dan pengawasan Bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia. 
 

BAB VII 
DEWAN GUBERNUR 

 
Pasal 36. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. 
 

Pasal 37 
(1) Dewan Gubernur terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 

(empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputi Gubernur. 
(2) Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur dengan Deputi Gubernur Senior sebagai wakil. 
(3) Dalam hal Gubernur dan Deputi Gubernur Senior berhalangan, Gubernur atau Deputi Gubernur Senior menunjuk 

seorang Deputi Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur. 



(4) Dalam hal penunjukan sebagaimana ditetapkan pada ayat (3) karena sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan, salah 
seorang Deputi Gubernur yang paling lama masa jabatannya bertindak sebagai pemimpin Dewan Gubernur. 

 
Pasal 38 

(1) Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-
undang ini. 

(2) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. 
 

Pasal 39 
(1) Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan. 
(2) Kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubenrur. 
(3) Gubernur dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Deputi 

Gubernur Senior, dan atau seorang atau beberapa orang Deputi Gubernur, atau seorang atau beberapa orang 
pegawai Bank Indonesia, dan atau pihak lain yang khusus ditunjuk untuk itu. 

(4) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan hak substitusi. 
 

Pasal 40 
Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gubernur, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat antara lain 
: 
a. warga negara Indonesia; 
b. memiliki akhlak dan moral yang tinggi; 
c. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum. 
 

Pasal 41 
(1) Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat. 
(2) Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat. 
(3) Dalam hal calon Gubernur atau Deputi Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan calon Deputi 

Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau 
Gubernur wajib mengajukan calon baru. 

(4) Dalam hal calon yang diajukan oleh Presiden atau Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kedua 
kalinya tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden wajib mengangkat kembali Gubernur atau Deputi 
Gubernur Senior atau Deputi Gubernur untuk jabatan yang sama, atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat mengangkat Deputi  Gubernur Senior atau Deputi Gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi di dalam 
struktur jabatan Dewan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan 
ayat (6). 

(5) Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan 
yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 

(6) Penggantian anggota Dewan Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya dilakukan secara berkala setiap 
tahun paling banyak 2 (dua) orang. 

 
Pasal 42 

(1) Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan 
sumpah atau janji menurut ajaran agamanya di hadapan Ketua Mahkamah Agung. 

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut ;  
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk menjadi Gubernur/Deputi Gubernur Senior/Deputi Gubernur Bank 
Indonesia langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan 
untuk memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, dalam melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga 
sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan 
tugas dan kewajiban Gubernur/Deputi Gubernur Senior/Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya 
dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara, 
konstitusi, dan haluan negara". 

 
Pasal 43 

(1) Rapat Dewan Gubernur diselengarakan : 
a. sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang 

dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili Pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara; 
b. sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan 

moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau menetapkan kebijakan lain yang prinsipil dan strategis. 
(2) Rapat Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota 

Dewan Gubernur. 
(3) Pengambilan keputusan rapat Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar 

musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir. 



(4) Dalam keadaan darurat dan rapat Dewan Gubernur tidak dapat diselenggarakan karena jumlah Anggota Dewan 
gubernur yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur atau sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Gubernur dapat menetapkan kebijakan dan atau mengambil keputusan. 

(5) Kebijakan dan atau keputusan Gubernur atau Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib 
dilaporkan selambat-lambatnya dalam rapat Dewan Gubernur berikutnya. 

(6) Tata tertib dan tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. 
 

Pasal 44 
(1) Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia. 
(2) Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan 

hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia. 
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Dewan 

Gubernur. 
 

Pasal 45 
Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, dan atau Pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena 
telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan itikad baik. 
 

Pasal 46 
(1) Antara semua anggota Dewan Gubernur dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ke tiga 

dan besan. 
(2) Jika setelah pengangkatan, antara sesama anggota Dewan Gubernur terbukti mempunyai hubungan 

atau terjadi hubungan keluarga yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 
(tujuh) hari kerja sejak terbukti mempunyai atau terjadi hubungan keluarga tersebut, salah seorang di 
antara mereka wajib mengundurkan diri dari jabatannya. 

(3) Dalam hal salah satu anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersedia 
mundur, Presiden menetapkan kedua anggota Dewan Gubernur tersebut untuk berhenti dari jabatannya. 

 
Pasal 47 

(1) Anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang : 
a. mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan mana pun juga; 
b. merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut; 
c. menjadi pengurus dan atau anggota partai polit ik. 

(2) Dalam hal anggota Dewan Gubernur malakukan salah satu atau lebih larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a, huruf b dan huruf c, anggota Dewan Gubernur tersebut wajib mengundurkan diri dari jabatannya. 

 
Pasal 48 

Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya kecuali karena yang bersangkutan 
mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak kejahatan, atau berhalangan tetap. 
 

Pasal 49 
Dalam hal anggota Dewan Gubernur patut diduga telah melakukan tindak pindana, pemanggilan, permintaan 
keterangan dan penyidikan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. 
 

Pasal 50 
(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan atau Deputi Gubernur karena hal-

hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 48, Presiden 
mengangkat Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan atau Deputi Gubernur yang baru sesuai dengan ketentuan 
dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), untuk sisa masa jabatan yang digantikannya. 

(2) Dalam hal kekosongan jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diangkat penggantinya, 
Deputi Gubernur Senior menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara. 

(3) Dalam hal Deputi Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berhalangan, Deputi Gubernur yang 
paling lama masa jabatannya menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara. 

 
Pasal 51 

(1) Gaji, penghasilan lainnya dan fasilitas bagi Gubenur, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur ditetapkan 
oleh Dewan Gubernur. 

(2) Besarnya gaji dan penghasilan lainnya bagi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling 
banyak 2 (dua) kali dari gaji dan penghasilan lainnya bagi pegawai dengan jabatan tertinggi di Bank Indonesia. 

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Dewan 
Gubernur. 

 
BAB VIII 

HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH 
 



Pasal 52 
Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah. 
 

Pasal 53 
Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta 
menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri. 
 

Pasal 54 
(1) Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet 

yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia, atau 
masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia. 

(2) Bank Indonesia memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. 

 
Pasal 55 

(1) Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi 
dengan Bank Indonesia. 

(2) Sebelum menerbitkan surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah wajib berkonsultasi 
dengan Dewan Perwakilan Rakyat. 

(3) Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan Pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(4) Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), kecuali di pasar sekunder. 

(5) Pebuatan hukum Bank Indonesia membeli surat utang negara untuk diri sendiri tidak di pasar sekunder 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan batal demi hukum. 

 
Pasal 56 

(1) Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada Pemerintah. 
(2) Dalam hal Bank Indonesia melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian pemberian kredit 

kepada Pemerintah tersebut batal demi hukum. 
 

BAB IX 
HUBUNGAN INTERNASIONAL 

 
Pasal 57 

(1) Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Bank Sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional. 
(2) Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota lemb aga internasional dan atau lembaga multilateral sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah negara, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik 
Indonesia sebagai anggota. 

 
BAB X 

AKUNTABILITAS DAN ANGGARAN 
 

Pasal 58 
(1) Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa pada 

setiap awal tahun anggaran yang memuat : 
a. evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya; 
b. rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran-sasaran moneter untuk tahun yang akan datang dengan 

mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan. 
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan juga secara tertulis kepada Presiden dan Dewan 

Perwakilan Rakyat. 
(3) Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat setiap 3 (tiga) bulan. 
(4) Dengan tidak mengurangi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia wajib menyampaikan 

penjelasan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 
 

Pasal 59 
Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia atas permintaan Dewan 
Perwakilan Rakyat apabila diperlukan. 
 

Pasal 60 
(1) Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender. 
(2) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan Gubernur menetapkan anggaran 

tahunan Bank Indonesia yang harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah bersamaan 
dengan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan. 



(3) Setiap penambahan jumlah anggaran pengeluaran yang diperlukan dalam tahun anggaran berjalan harus 
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Gubernur. 

 
Pasal 61 

(1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran, Bank Indonesia telah 
menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia. 

(2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai disusun, Bank 
Indonesia wajib menyampaikan laporan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dimulai pemeriksaan. 

(3) Selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan 
Pemeriksa Keuangan  menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

(4) Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada publik melalui media 
massa. 

 
Pasal 62 

(1) Surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut : 
a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk Cadangan Tujuan; 
b. sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum mencapai 10% 

(sepuluh per seratus) dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). 
(2) Sisa surplus setelah dikurangi pembagian sebagaimana diatur pada ayat (1), diserahkan kepada Pemerintah. 
(3) Apabila modal menjadi kurang dari Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (1), Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut, yang pelaksanaannya dilakukan setelah 
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

(4) Terhadap surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pajak penghasilan. 
 

Pasal 63 
Bank Indonesia menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 

Pasal 64 
(1) Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat 

diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 
(2) Dana untuk penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diambil dari dana Cadangan Tujuan. 
 

BAB XI 
KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF 

 
Pasal 65 

Barang siapa sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), diancam 
dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan, serta denda sekurang-
kurangnya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). 
 

Pasal 66 
Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), 
diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda 
sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00- (tiga miliar rupiah). 
 

Pasal 67 
Barang siapa yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) 
tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,- 
(lima miliar rupiah). 
 

Pasal 68 
Anggota Dewan Gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2), diancam 
dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta denda sekurang-
kurangnya Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah). 
 

Pasal 69 
Badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diancam dengan pidana denda 
paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
 

Pasal 70 
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), diancam dengan pidana penjara 

sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda sekurang-kurangnya 
Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00- (lima belas miliar rupiah). 



(2) Penuntutan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap mereka yang 
memberi perintah, yang melakukan perbuatan, yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan dimaksud, atau 
terhadap ketiga-tiganya. 

 
Pasal 71 

(1) Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, pegawai Bank Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk atau 
disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan tugas tertentu yang memberikan keterangan dan data lainnya 
yang bersifat rahasia yang diperoleh karena jabatannya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara 
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda sekurang-kurangnya 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00- (tiga belas miliar rupiah). 

(2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan, badan tersebut diancam 
dengan pidana denda sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp6.000.000.000,00- (enam miliar rupiah). 

(3) Keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Peraturan Dewan Gubernur. 

 
Pasal 72 

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, 
Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71, Dewan Gubernur dapat menetapkan sanksi administratif terhadap pegawai Bank 
Indonesia serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-
undang ini. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : 
a. denda; atau 
b. teguran tertulis; atau 
c. pencabutan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh 

badan usaha; atau 
d. pengenaan sanksi disiplin kepegawaian. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia atau Peraturan 
Dewan Gubernur. 

 
BAB XVII 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 73 
Segala aktiva dan pasiva Bank Indonesia menurut Undang-undang Nomnor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral 
beralih menjadi aktiva dan pasiva Bank Indonesia menurut Undang-undang ini. 
 

Pasal 74 
(1) Kredit Likuiditas Bank Indonesia  dalam rangka kredit program yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta 

yang telah disetujui tetapi belum ditarik, dialihkan berdasarkan suatu perjanjian kepada Badan Usaha Milik 
Negara yang ditunjuk Pemerintah, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang-
undang ini. 

(2) Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengelola hasil angsuran dan atau 
pelunasan pokok dan bunga kredit likuiditas dimaksud sampai dengan jangka waktu kredit likuiditas tersebut 
berakhir. 

(3) Subsidi bunga atas kredit likuiditas yang berada dalam pengelolaan Badan usaha Milik Negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), tetap menjadi beban Pemerintah. 

 
Pasal 75 

(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, Direksi yang diangkat berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 
1968 tentang Bank Sentral dinyatakan diberhentikan dan diangkat kembali sebagai anggota Dewan Gubernur 
dengan pengaturan sebagai berikut: 
a. Gubernur dan seorang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 4 (empat) tahun; 
b. 2 (dua) orang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 1 (satu) tahun; 
c. 2 (dua) orang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 2 (dua) tahun; 
d. 2 (dua) orang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 3 (tiga) tahun. 

(2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sejak Undang-undang ini berlaku, Presiden mengusulkan calon Deputi 
Gubernur Senior menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 40 dan pasal 41 untuk masa jabatan pertama 
selama 5 (lima) tahun. 

(3) Anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d disetujui oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usul Gubernur. 

 
Pasal 76 

(1) Ketentuan tentang Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dinyatakan mulai berlaku selambat-lambatnya 1 Januari 2000 kecuali untuk 
keperluan pembiayaan restrukturisasi perbankan. 



(2) Terhadap tagihan atas surat-surat utang negara yang telah dibeli secara langsung oleh Bank Indonesia dan 
belum jatuh tempo, Bank Indonesia  dapat memperpanjang jangka waktu tagihan tersebut selama-lamanya 10 
(sepuluh) tahun sejak jatuh tempo apabila diperlukan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

(3) Dalam hal diperlukan perpanjangan jangka waktu tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah harus 
mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu tagihan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
sebelum tagihan jatuh tempo. 

 
Pasal 77 

Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Undang-undang ini, Bank Indonesia  wajib 
sudah melepaskan seluruh penyertaannya pada badan hukum atau badan lainnya yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1). 
 

Pasal 78 
(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan 

peraturan-perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak 
berlaku. 

(2) Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan peraturan 
perundang-undangan lainnya sepanjang belum diperbaharui dan tidak bertentangan dalam Undang-undang ini 
dinyatakan tetap berlaku. 

 
BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 79 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 17 Mei 1999 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
ttd 
 
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 

 
Diundangkan di jakarta 
pada tanggal 17 Mei 1999 
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
ttd 
 
PROF. DR. H. MULADI, SH 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 66 
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UMUM 
Pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 telah mencapai berbagai kemajuan termasuk di bidang ekonomi dan moneter, 
sebagaimana tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali. Sementara 
itu, dalam pembangunan tersebut terdapat kelemahan struktur dan sistem perekonomian Indonesia yang 
menimbulkan penyimpangan-penyimpangan antara lain ketidakhati-hatian dan kecurangan dunia perbankan dalam 
mengelola dana, diperparah oleh kurang memadainya perangkat hukum, lemahnya penegakan hukum disertai dengan 
sistem politik yang kurang demokratis sehingga di antaranya mengakibatkan banyaknya distorsi sehingga terjadi 
penyimpangan dari praktek ekonomi pasar yang mengakibatkan semakin lemahnya fondasi perekonomian nasional. 
Disisi lain, perkembangan ekonomi internasional mengalami perubahan yang cepat dan sangat mendasar menuju 
kepada sistem ekonomi global yang ditandai dengan semakin terintegrasinya pasar keuangan dunia yang 
memudahkan pergerakan arus lalu lintas modal disertai dengan semakin ketatnya persaingan di dunia internasional. 
Selain menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pergerakan arus modal juga meningkatkan 
kerentanan perekonomian nasional. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diupayakan pemecahannya yang 
sekaligus dapat meletakkan landasan perekonomian yang kukuh melalui strategi pembangunan yang tepat dalam 
rangka mewujudkan perekonomian nasional yang diwarnai dengan ekonomi kerakyatan yang merata mandiri, andal, 
berkeadilan dan terbuka sehingga mampu bersaing di kancah perekonomian internasional. 
Guna mewujudkan perekonomian yang kukuh tersebut perlu diadakan penyesuaian berbagai kebijakan ekonomi dan 
moneter yang selama ini telah ditempuh oleh Indonesia. Kebijakan moneter yang merupakan salah satu kebijakan 
penting dari kebijakan pembangunan ekonomi nasional harus lebih diarahkan kepada upaya untuk menciptakan dan 
menjaga stabilitas moneter. Selama ini perencanaan dan penetapan kebijakan mo neter dilakukan oleh Dewan Moneter 
sementara status dan peranan Bank Indonesia adalah membantu Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter 
yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan Moneter berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. 
Status dan peranan Bank Indonesia berdasarkan Undang-undang tersebut di atas dipandang sudah tidak sesuai lagi 
untuk menghadapi tuntutan perkembangan dan dinamika perekonomian nasional dan internasional dewasa ini dan di 
masa yang akan datang. Oleh karena itu diperlukan penggantian Undang-undang tersebut dengan yang baru yang 
memberikan status, tujuan dan tugas lebih tepat kepada Bank Indonesia selaku otoritas moneter. 
Dalam Undang-undang ini, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai 
rupiah. Kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan sebagian dari prasyarat bagi tercapainya 
pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
Reorientasi sasaran Bank Indonesia tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian 
untuk keluar dari krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia. Hal itu sekaligus meletakkan landasan yang kukuh 
bagi pelaksanaan dan pengembangan perekonomian Indonesia di tengah-tengah perekonomian dunia yang semakin 
kompetitif dan terintegrasi. Sebaliknya, kegagalan untuk memelihara kestabilan nilai rupiah seperti tercermin pada 
kenaikan harga-harga dapat merugikan karena berakibat menurunkan pendapatan riil masyarakat dan melemahkan 
daya saing perekonomian nasional dalam kancah perekonomian dunia. 
Tujuan Bank Indonesia  untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut perlu ditopang dengan tiga 
pilar utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat dan tepat, serta 
sistem perbankan dan keuangan yang sehat. 
Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran-sasaran 
moneter dan melakukan pengendalian moneter dengan cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. 
Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nlai tukar yang 
ditetapkan, mengelola cadangan devisa untuk memenuhi kewajiban luar negeri, memelihara keseimbangan neraca 
pembayaran dan dapat juga menerima pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri Pemerintah dengan tujuan untuk 
memperkuat perekonomian nasional, harus dilaksanakan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat. Sedangkan pinjaman luar negeri swasta merupakan tanggung jawab yang bersangkutan dan monitoringnya 
dilakukan oleh Bank Indonesia secara fungsional dan transparan. 
Untuk mencapai sasaran-sasaran moneter, Bank Indonesia juga mempunyai fungsi lender the of last resort dan 
melaksanakan pemberian kredit program yang telah disetujui tetapi belum ditarik. Dalam melaksanakan fungsi lender 
of the last resort, Bank Indonesia hanya membantu untuk mengatasi mismatch yang disebabkan oleh risiko kredit 
atau risiko pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, risiko manajemen, dan risiko pasar. Sesuai dengan status Bank 
Indonesia sebagai otoritas moneter yang independen, pemberian kredit program tidak lagi menjadi tugas Bank 
Indonesia. 
Mengantisipasi perkembangan perbankan berdasarkan Prinsip Syariah, tugas dan fungsi Bank Indonesia perlu 
mengakomodasikan Prinsip-prinsip Syariah. 
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Bank Indonesia  ditunjuk sebagai lembaga yang berwenang 
untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Berhubung kelancaran 
sistem pembayaran sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan moneter, kepada Bank Indonesia  diberikan tugas 
mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, kepada 



Bank Indonesia  perlu diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang luas dalam mengatur dan melaksanakan 
kegiatan kliring dan jasa transfer dana, serta penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. Disamping itu, 
Bank Indonesia juga diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengawasan jasa sistem 
pembayaran agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat dan aman. 
Dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan Bank, kepada Bank Indonesia diberikan wewenang 
untuk menetapkan peraturan dan perizinan bagi kelembagaan dan kegiatan usaha Bank serta mengenakan sanksi 
terhadap Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pengaturan Bank Indonesia antara lain 
juga menetapkan prioritas penyaluran dana kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi. 
Kewenangan Bank Indonesia dimaksudkan pula untuk menanggulangi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-
singkatnya dengan sasaran terkendalinya nilai kurs rupiah pada tingkat yang wajar. Hal ini sesuai dengan amanat Bab 
IV huruf A butir 1a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat  Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998. Bank 
Indonesia  sebagai otoritas moneter, sebagaimana amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia tersebut diharuskan membangun sistem kelembagaan yang kuat dan independen dalam mengelola dan 
mendayagunakan devisa. Dalam rangka pengelolaan keuangan nasional yang sehat, Bank Indonesia sebagai Bank 
Sentral harus mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lainnya, serta kinerjanya dapat diawasi dan 
dipertanggungjawabkan. 
Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen berada di luar pemerintahan sebagaimana 
ditetapkan dalam Undang-undang ini. Independensi ini membawa konsekuensi yuridis logis bahwa Bank Indonesia 
juga mempunyai kewenangan mengatur atau membuat/menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksanaan Undang-
undang dan menjangkau seluruh bangsa dan  negara Indonesia. Dengan demikian, Bank Indonesia sebagai suatu 
lembaga negara yang independen dapat menerbitkan peraturan dengan disertai kemungkinan pemberian sanksi 
administratif. 
Dewan Gubernur dalam melaksnakan tugas dan fungsinya harus menghindarkan praktek-praktek korupsi, kolusi dan 
nepotisme sebagaimana diamanatkan pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998. 
Dalam rangka koordinasi kebijakan antara otoritas moneter dengan otoritas fiskal dan sektor riil, Rapat Dewan 
Gubernur dapat dihadiri oleh Menteri atau pejabat pemerintah. Demikian pula sebaliknya Gubernur dapat menghadiri 
sidang kabinet. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Moneter tidak diperlukan lagi. 
Agar independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kepada 
Bank Indonesia dituntut untuk transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik dalam menetapkan kebijakannya 
serta terbuka bagi pengawasan oleh masyarakat. Transparansi dan prinsip akuntabilitas publik tersebut dilakukan 
dengan cara menyampaikan rencana kebijakan untuk tahun yang akan datang dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
kebijakan moneter untuk tahun sebelumnya serta perkembangan kondisi ekonomi, keuangan dan perbankan kepada 
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Secara berkala dan terbuka kepada masyarakat disampaikan informasi yang 
berkaitan dengan perkembangan ekonomi, moneter dan perbankan. 
 
PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 
Cukup jelas 
Pasal 2 
Ayat (1) 
Satu rupiah terdiri atas 100 (seratus) sen. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan wilayah negara Republik Indonesia adalah seluruh wilayah teritorial Indonesia termasuk kapal 
yang berbendera Republik Indonesia. 
Ayat (3) 
Pokok-pokok ketentuan mengenai pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat ini akan ditetapkan dalam 
Peraturan Bank Indonesia yang memuat antara lain: 
a. pencantuman harga barang dan jasa dalam valuta asing di tempat dan kegiatan usaha tertentu; 
b. penggunaan mata uang ASEAN dalam rangka ekspor dan atau impor di kawasan ASEAN; 
c. antisipasi terhadap kemungkinan integrasi ekonomi. 
Ayat (4) 
Dalam hal terdapat keraguan atas keaslian uang rupiah, pihak yang meragukan tersebut dapat meminta klarifikasi 
kepada Bank Indonesia. Ketidak sepakatan para pihak yang melakukan transaksi tidak dianggap sebagai penolakan 
menerima rupiah. 
Ayat (5) 
Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia  memuat antara lain: 
a. penetapan wilayah dan atau daerah tertentu; 
b. tempat usaha atau kegiatan usaha tertentu; 
c. perjanjian perdagangan barang dan jasa. 
Pasal 3 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain : 
a. penetapan jumlah uang rupiah yang dapat dibawa keluar atau masuk wilayah Indonesia; 
b. prosedur perizinan membawa uang rupiah keluar atau masuk wilayah Indonesia; 



c. sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan pemindahan uang rupiah dari atau ke luar negeri tanpa izin. 
Pasal 4 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat 
pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga 
kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the 
last resort. 
Bank Sentral dimaksud mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan tidak melakukan 
kegiatan intermediasi seperti yang dilakukan oleh Bank pada umumnya. Walaupun demikian, dalam rangka 
mendukung tugas-tugasnya Bank Sentral dapat melakukan aktivitas perbankan yang dianggap perlu. 
Di Indonesia hanya ada satu Bank Sentral dan sesuai dengan Penjelasan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Dasar 
1945 disebut Bank Indonesia. 
Ayat (2) 
Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen di bidang tugasnya berada di luar pemerintahan dan 
lembaga lain sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang ini. Dalam pelaksanaan tugasnya Bank Indonesia 
menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, laporan keuangan Bank Indonesia diperiksa oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat. 
Ayat (3) 
Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum dengan Undang-undang ini dan dimaksudkan agar terdapat 
kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan 
belanja Negara. Selain itu, Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang untuk menetapkan peraturan dan 
mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya. 
Pasal 5 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan kantor-kantor di dalam dan di luar wilayah negara Republik Indonesia adalah kantor-kantor 
cabang Bank Indonesia di daerah atau kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia  di luar negeri. 
Pada kantor-kantor tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan Bank Indonesia sesuai dengan tugas dan wewenangnya. 
Pasal 6 
Ayat (1) 
Modal Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat ini berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang 
merupakan penjumlahan dari modal, Cadangan Umum, Cadangan Tujuan dan bagian dari laba yang belum dibagi 
menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral sebelum Undang-undang ini diberlalukan. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan sumber lain untuk tambahan modal dapat berupa hasil revolusi aset dan atau setoran modal 
dari kekayaan negara yang dipisahkan. 
Selain itu, sumber lain tersebut dimaksudkan pula untuk menampung kemungkinan perubahan standar akuntansi 
keuangan tentang modal. 
Yang dimaksud dengan kewajiban moneter adalah kewajiban Bank Indonesia kepada masyarakat, Bank, dan 
Pemerintah yang terdiri atas uang kartal yang diedarkan, saldo kredit rekening milik Bank, milik Pemerintah, dan milik 
pihak lain seperti simpanan pegawai yang tercatat di Bank Indonesia serta surat utang yang diterbitkan oleh Bank 
Indonesia. 
Ayat (3) 
Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Dewan Gubernur meliputi antara lain : 
a. perlakuan akuntasi untuk modal Bank Indonesia; 
b. pemasyarakatan dan tata cara revaluasi aset; 
c. persyaratan penambahan modal yang berasal dari sumber-sumber lain. 
Pasal 7 
Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud dalam pasal ini adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta 
terhadap mata uang negara lain. 
Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. 
Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar 
rupiah terhadap mata uang negara lain. 
Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
Pasal 8 
Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal ini mempunyai keterkaitan dalam mencapai kestabilan nilai 
rupiah. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia antara lain melalui 
pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem 
pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal, yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan 
menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal tersebut 
memerlukan sistem perbankan yang sehat, yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi Bank. 
Selanjutnya, sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan 
moneter terutama dilakukan memalui sistem perbankan. 



Pasal 9 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan pihak lain adalah semua pihak di luar Bank Indonesia, termasuk Pemerintah dan atau lembaga-
lembaga lainnya. Yang dimaksud dengan segala bentuk campur tangan adalah segala peruatan pihak lain yang secara 
langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. 
Ketentuan ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-
undang ini secara efektif. 
Tidak termasuk dalam pengertian campur tangan adalah kerja sama yang dilakukan oleh pihak lain atau bantuan 
teknis yang diberikan pihak lain atas permintaan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank 
Indonesia  sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang ini. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Pasal 10 
Ayat (1) 
Huruf a 
Sasaran laju inflasi ditetapkan oleh Bank Indonesia atas dasar tahun kalender dengan memperhatikan perkembangan 
dan prospek ekonomi makro. Penetapan sasaran laju inflasi tersebut terutama dilakukan dengan mempertimbangkan 
pekembangan harga yang secara langsung dipengaruhi oleh kebijakan moneter. 
Sasaran  laju inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tersebut dapat berbeda dengan asumsi laju inflasi yang 
dibuat oleh Pemerintah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang didasarkan pada 
tahun fiskal. 
Dalam hal terjadi perbedaan, Bank Indonesia dapat memberikan penjelasan secara terbuka apabila diminta oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat. 
Huruf b 
Angka 1 
Termasuk dalam pengertian operasi pasar terbuka pada ayat ini adalah intervensi di pasar valuta asing yang 
dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka stabilisasi rupiah. 
Angka 2 
Yang dimaksud dengan penetapan tingkat diskonto adalah penetapan tingkat bunga tertentu yang diberlakukan oleh 
Bank Indonesia antar lain dalam operasi pasar terbuka dalam rangka kredit dari Bank Indonesia maupun dalam 
pelaksanaan fungsi lender of the last resort. 
Angka 3 
Cukup jelas 
Angka 4 
Yang dimaksud dengan pengaturan kredit atau pembiayaan adalah penetapan pertumbuhan penyaluran kredit atau 
pembiayaan oleh lembaga perbankan secara keseluruhan berkaitan dengan pengendalian moneter. 
Ayat (2) 
Operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter melalui Bank berdasarkan Prinsip Syariah dilakukan 
dengan cara penetapan nisbah bagi hasil atau imbalan sebagai pengganti tingkat diskonto yang diberlakukan pada 
Bank konvensional. 
Ayat (3) 
Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia meliputi antara lain : 
a. tata cara pelaksanaan operasi pasar terbuka di pasar uang rupiah; 
b. tata cara pelaksanaan intervensi  valuta asing dalam rangka stabilisasi rupiah; 
c. instrumen yang digunakan dalam operasi pasar terbuka; 
d. tata cara penetapan tingkat diskonto; 
e. penetapan jenis dan besaran cadangan wajib minimum bagi Bank, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta 

asing; 
f. penetapan sanksi administratif terhadap pelanggaran cadangan wajib minimum;  
g. pembatasan kredit atau pembiayaan termasuk juga segala bentuk fasilitas pinjaman dana melalui pasar rupiah dan 

valuta asing; 
h. pengaturan huruf c, huruf d, dan huruf g yang didasarkan pada Prinsip Syariah, terutama mengenai penetapan 

nisbah bagi hasil atau imbalan. 
Pasal 11 
Ayat (1) 
Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada Bank yang dimaksudkan dalam pasal ini hanya 
dilakukan untuk mengatasi kesulitan Bank karena adanya ketidaksesuaian antara arus dana masuk yang lebih kecil 
dibandingkan dengan arus dana keluar. 
Yang dimaksud dengan hari pada ayat ini adalah hari kalender. 
Jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari yang dimaksud pada ayat ini merupakan jangka waktu maksimum 
yang dimungkinkan termasuk perpanjangannya. 
Apabila kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, Bank 
Indonesia sepenuhnya berhak mencair-kan agunan yang dikuasainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Bank yang dapat memperoleh bantuan likuiditas adalah Bank yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank 
Indonesia, misalnya secara nyata berdasarkan informasi yang diperoleh Bank Indonesia bahwa Bank yang 



bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek, memiliki agunan yang cukup dan apabila diperlukan, 
akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi Bank tersebut. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan meliputi surat berharga dan atau tagihan 
yang diterbitkan oleh Pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil 
penilaian lembaga pemeringkat yang kompeten dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk 
dijadikan uang tunai. 
Yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, misalnya bagi hasil atau resiko yang ditanggung 
bersama secara proporsional. 
Ayat (3) 
Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain: 
a. persyaratan dan tata cara pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk di dalamnya 

persyaratan tingkat kesehatan Bank penerima. Dalam rangka meneliti pemenuhan persyaratan kesehatan Bank 
tersebut, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank calon penerima kredit atau pembiayaan; 

b. jangka waktu, tingkat suku bunga atau nisbah bagi hasil dan biaya lainnya; 
c. jenis agunan berupa surat berharga dan atau tagihan yang mempunyai peringkat tinggi;  
d. tata cara pengikatan agunan. 
Pasal 12 
Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan kebijakan nilai tukar yang ditetapkan sesuai dengan 
sistem nilai tukar yang dianut, antara lain berupa: 
a. dalam sistem nilai tukar tetap berupa devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang asing; 
b. dalam sistem nilai tukar mengambang berupa intervensi pasar; 
c. dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali berupa penetapan nilai tukar harian serta lebar pita intervensi. 
Penetapan kebijakan-kebijakan tersebut di atas dimaksudkan untuk mencapai tujuan Bank Indonesia sebagaimana 
ditetapkan dalam Undang-undang ini. 
Pasal 13 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan cadangan devisa adalah cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia, yang 
tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing dan tagihan lainnya 
dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri. Cadangan 
devisa mencakup pula hak atas devisa yang setiap waktu dapat ditarik dari suatu badan keuangan internasional. 
Bank Indonesia mengupayakan agar cadangan devisa yang dipelihara mencapai jumlah yang oleh Bank Indonesia 
dianggap cukup untuk melaksanakan kebijakan moneter. 
Ayat (2) 
Pengelolaan cadangan devisa Bank Indonesia dilakukan dengan melalui berbagai jenis transaksi devisa yaitu menjual, 
membeli, dan atau menetapkan devisa, emas dan surat-surat berharga secara tunai atau berjangka termasuk pemberian 
pinjaman. Pengelolaan dan pemeliharaan cadangan devisa didasarkan pada prinsip keamanan dan kesiagaan 
memenuhi kewajiban segera tanpa mengabaikan prinsip untuk memperoleh pendapatan yang optimal. Tujuan 
pengelolaan dan pemeliharaan cadangan devisa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga nilai 
tukar 
Ayat (3) 
Pinjaman luar negeri yang diterima Bank Indonesia pada ayat ini adalah pinjaman luar negeri atas nama dan menjadi 
tanggung jawab Bank Indonesia sebagai badan hukum. 
Pinjaman ini semata-mata digunakan dalam rangka pengelolaan cadangan devisa untuk memperkuat posisi neraca 
pembayaran sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan moneter. Dengan demikian, pinjaman ini tidak mengganggu 
dan tidak termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jumlah pinjaman tersebut disesuaikan dengan 
kemampuan Bank Indonesia untuk membayar kembali. Pelaksanaan pinjaman dimaksud dapat dipantau Dewan 
Perwakilan Rakyat melalui hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 
Pasal 14 
Ayat (1) 
Survei yang dimaksud dalam pasal ini dapat berupa pengumpulan informasi yang bersifat makro atau mikro seperti 
survei mengenai kegiatan usaha, survei konsumen, survei perkembangan harga aset dan survei-survei lainnya, yang 
diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk survei dalam rangka 
penyusunan dan penyempurnaan statistik neraca pembayaran. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan pihak lain pada ayat ini adalah lembaga survei yang independen, kompeten dan profesional. 
Ayat (3) 
Keterangan data yang diminta oleh Bank Indonesia bukan untuk maksud pemeriksaan, melainkan untuk kepentingan 
statistik. 
Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan Undang-undang pada ayat ini adalah Undang-undang lain yang mewajibkan pihak yang 
mempunyai keterangan dan data yang bersifat rahasia untuk mengungkapkannnya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan. 
Ayat (5) 
Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain: 
a. tata cara pengumpulan dan penyampaian data; 



b. koordinasi dan kerja sama pengumpulan data dengan pihak-pihak lain apabila diperlukan; 
c. persyaratan bagi pihak ketiga sebagai pelaksana survei. 
Pasal 15 
Ayat (1) 
Huruf a 
Jasa sistem pembayaran yang dapat dilaksanakan oleh Bank Indonesia antara lain adalah jasa transfer dana nilai 
besar. Adapun persetujuan terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dimaksudkan agar penyelenggaraan 
jasa sistem pembayaran oleh pihak lain memenuhi persyaratan, khususnya persyaratan keamanan dan efisiensi. 
Huruf b 
Kewajiban penyampaian laporan berlaku bagi setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran. Hal ini dimaksudkan 
agar Bank Indonesia  dapat memantau penyelenggaraan sistem pembayaran. Informasi yang diperoleh dari 
penyelenggaraan sistem pembayaran itu juga diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  8. 
Huruf c 
Penetapan penggunaan alat pembayaran dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat 
memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna. Dalam wewenang ini termasuk membatasi penggunaan alat 
pembayaran tertentu dalam rangka prinsip kehati-hatian. 
Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pada ayat (1) ini, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap 
penyelenggara jasa sistem pembayaran. 
Ayat (2) 
Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain : 
a. jenis penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang memerlukan persetujuan Bank Indonesia dan prosedur 

pemberian persetujuan oleh Bank Indonesia; 
b. cakupan wewenang dan tanggung jawab penyelenggara jasa sistem pembayaran, termasuk tanggung jawab 

yang berkaitan dengan manajeman risiko; 
c. persyaratan keamanan dan efisiensi dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran; 
d. penyelenggara jasa sistem pembayaran yang wajib menyampaikan laporan kegiatan; 
e. jenis laporan kegiatan yang perlu disampaikan kepada Bank Indonesia dan tata cara pelaporannya; 
f. jenis alat pembayaran yang dapat digunakan oleh masyarakat termasuk alat pembayaran yang bersifat elektronis 

seperti kartu ATM, kartu debet, kartu kredit, kartu pra bayar dan uang elektronic; 
g. persyaratan keamanan alat pembayaran; 
h. sanksi administratif berupa denda bagi pelanggaran ketentuan pada huruf a, huruf d dan huruf f tersebut di atas. 
Pasal 16 
Yang dimaksud dengan kliring antar bank adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik 
atas nama Bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Warkat atau data 
keuangan elektronik dimaksud merupakan alat pembayaran bukan tunai yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan atau ketentuan lain yang berlaku, yang lazim digunakan dalam transaksi pembayaran. 
Adapun sistem kliring antar Bank meliputi sistem kliring domestik dan lintas negara. Pengaturan sistem kliring lintas 
negara mencakup antara lain : 
a. penetapan persyaratan bagi Bank Indonesia atau Bank dalam keangotaan pada sistem kliring yang bersifat 

regional atau internasional;  
b. pengaturan mengenai kesepakatan antara Bank Indonesia  atau lembaga lain sebagai penyelenggara sistem 

pembayaran dengan Bank Sentral dan atau lembaga penyelenggara sistem pembayaran negara lain yang 
berkaitan dengan pelaksanaan kliring dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. 

Pasal 17 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia  memuat antara lain: 
a. jenis penyelenggaraan kliring yang dapat dilaksanakan oleh pihak lain; 
b. persyaratan dan bentuk hukum pihak lain  yang dapat menyelenggarakan kliring; 
c. tata cara pemberian persetujuan terhadap pihak lain yang akan menyelenggarakan kliring. 
Pasal 18 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Persetujuan Bank Indonesia  kepada pihak lain dapat diberikan atas dasar permintaan atau permohonan pihak lain, 
atau dapat berupa penunjukan oleh Bank Indonesia. Persetujuan tersebut hanya diberikan apabila untuk daerah 
tertentu Bank Indonesia belum dapat menyelenggarakan kegiatan tersebut. 
Ayat (3) 
Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia  memuat antara lain: 
a. persyaratan bagi pihak lain yang dapat menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank; 
b. tata cara pemberian persetujuan terhadap pihak lain yang akan menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi 

pembayaran antar bank; 
c. mekanisme untuk meminimalkan risiko kegagalan pemenuhan kewajiban Bank dalam penyelesaian akhir transaksi 

pembayaran antar bank. 



Pasal 19 
Yang dimaksud dengan macam uang adalah jenis uang yang dikeluarkan Bank Indonesia, yaitu uang kertas dan uang 
logam. Uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya. Uang 
logam adalah uang dalam bentuk koin yang terbuat dari alumunium, alumunium bronze, kupronikel dan bahan lainnya. 
Harga uang adalah nilai nominal atau pecahan uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. 
Ciri uang adalah tanda-tanda tertentu pada setiap uang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan tujuan untuk 
mengamankan uang tersebut dari upaya pemalsuan. Tanda-tanda tersebut dapat berupa warna, gambar, ukuran, berat 
dan tanda-tanda lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
Pasal 20 
Sebagai konsekuensi dari ketentuan pasal ini, Bank Indonesia memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ; 
a. melakukan penukaran uang dalam pecahan yang sama dan pecahan lainnya; 
b. melakukan penukaran uang yang cacat atau dianggap tidak layak untuk diedarkan; 
c. menukarkan uang yang rusak sebagaian karena terbakar atau sebab lain dengan nilai nominalnya yang 

bergantung pada tingkat kerusakannya. 
Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan pemusnahan uang yang dianggap tidak layak untuk diedarkan kembali. 
Pasal 21 
Cukup jelas 
Pasal 22 
Pengertian uang yang hilang atau musnah adalah uang yang karena suatu sebab, fisik dan atau tanda keasliannya 
telah hilang atau musnah. Namun, Bank Indonesia dapat memberikan penggantian atas uang yang karena suatu 
sebab telah rusak sebagaian tetapi tanda keaslian uang tersebut masih dapat diketahui atau dikenali. Adapun 
besarnya penggantian atas uang yang rusak tersebut ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
Pasal 23 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
Ayat (5) 
Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia  memuat antara lain : 
a. pengumuman mengenai uang yang akan ditarik dari peredaran; 
b. prosedur penukaran uang; 
c. tempat dan waktu penukaran uang yang ditarik dari peredaran. 
Pasal 24 
Dalam hal ini, pengaturan dan pengawasan Bank mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998. 
Pasal 25 
Ayat (1) 
Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi 
penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. 
Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sisten perbankan yang sehat, maka peraturan-peraturan di bidang 
perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia  harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil. 
Pengaturan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut disesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara 
internasional. 
Ayat (2) 
Pokok-pokok berbagai ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia  antara lain memuat : 
a. perizinan Bank; 
b. kelembagaan Bank, termasuk kepengurusan dan kepemilikan; 
c. kegiatan usaha Bank pada umumnya; 
d. kegiatan usaha Bank berdasarkan Prinsip Syariah; 
e. merger, konsolidasi, dan akuisisi Bank; 
f. sistem informasi antarbank; 
g. tata cara pengawasan Bank; 
h. sistem pelaporan Bank kepada Bank Indonesia; 
i. penyehatan perbankan; 
j. pencabutan izin usaha, likuidasi, dan pembubaran bentuk hukum Bank; 
k. lembaga-lembaga pendukung sistem perbankan. 
Pasal 26 
Huruf a 
Pemberian dan pencabutan izin usaha Bank dilakukan dengan keputusan Gubernur Bank Indonesia. 
Huruf b 
Pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor Bank dilakukan dengan keputusan Gubernur Bank 
Indonesia. 



Dalam pengertian izin pembukaan kantor Bank termasuk pula persetujuan mengenai peningkatan status kantor Bank. 
Huruf c 
Pemberian persetujuan kepemilikan dan kepengurusan Bank dilakukan dengan keputusan Gubernur Bank Indonesia. 
Huruf d 
Dalam pengertian izin untuk melakukan kegiatan usaha tertentu termasuk izin untuk melakukan kegiatan usaha 
sebagai bank devisa, penitipan, melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, dan kegiatan-kegiatan usaha 
lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pasal 27 
Yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-
tindakan perbaikan. 
Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, 
analisis dan evaluasi laporan Bank. 
Pasal 28 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Ketentuan ini diterapkan apabila perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak terafiliasi tersebut dari 
Bank atau dapat diduga mempunyai peran dalam kegiatan operasional bank. 
Pasal 29 
Ayat (1) 
Tujuan pemeriksaan terhadap Bank adalah untuk memperoleh kebenaran atas informasi kegiatan usaha Bank yang 
disampaikan kepada Bank Indonesia dan untuk mengetahui kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku. 
Pelaksanaan pemeriksaan Bank oleh Bank Indonesia meliputi antara lain buku-buku, berkas-berkas, warkat, catatan, 
dokumen dan data elektronis, termasuk salinan-salinannya. 
Ayat (2) 
Pemeriksaan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitur Bank dilakukan 
secara selektif dan dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. 
Ayat (3) 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan keterangan dan data termasuk data elektronis dan penjelasan yang berkaitan dengan tujuan 
pemeriksaan. 
Huruf b 
Cukup jelas 
Huruf c 
Hal-hal lain yang diperlukan antara lain adalah penyediaan ruang kerja dan saliinan dokumen yang diperlukan dalam 
pemeriksaan. 
Pasal 30 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan pihak lain pada ayat ini adalah pihak-pihak yang oleh Bank Indonesia  dinilai memiliki 
kemampuan untuk melaksanakan pemeriksaan, misalnya Akuntan Publik. Pemeriksaan oleh pihak lain dapat dilakukan 
sendiri atau bersama-sama dengan pemeriksa dari Bank Indonesia. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia meluputi antara lain: 
a. kriteria tentang pihak yang ditugasi sebagai pemeriksa; 
b. kode etik pemeriksa Bank; 
c. sanksi yang dikenakan bagi pihak lain yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan pemeriksaan. 
Pasal 31 
Ayat (1) 
Yang termasuk dalam transaksi tertentu antara lain adalah transaksi dalam jumlah besar yang diduga berasal dari 
kegiatan yang melanggar hukum. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Pasal 32 
Ayat (1) 
Sistem informasi antarbank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank. Informasi 
antar bank tersebut antara lain berupa: 
a. informasi Bank, untuk mengetahui keadaan dan status Bank; 
b. informasi kredit, untuk mengentahui status dan keadaan debitur Bank guna mencegah penyimpangan 

pengelolaan perkreditan; 
c. informasi pasar uang, untuk mengetahui tingkat suku bunga dan kondisi likuiditas pasar. 
Ayat (2) 



Perluasan sistem informasi kepada lembaga lain di bidang keuangan diperlukan karena adanya keterkaitan antara 
kegiatan usaha Bank dan lembaga tersebut. 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Pasal 33 
Cukup jelas 
Pasal 34 
Ayat (1) 
Lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan dibentuk melakukan pengawasan terhadap Bank dan perusahaan-
perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan 
perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. 
Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah dan 
berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. 
Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga ini (supervisory board) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank 
Indonesia sebagai Bank Sentral yang akan diatur dalam Undang-undang pembentukan lembaga pengawasan 
dimaksud. 
Lembaga pengawasan ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan 
Bank dengan koordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia  keterangan dan data 
makro yang diperlukan. 
Adapun tugas mengatur akan tetap dilakukan oleh Bank Indonesia. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Pasal 35 
Cukup jelas 
Pasal 36 
Cukup jelas 
Pasal 37 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Dalam hal Gubernur berhalangan, tugas Gubernur diserahkan kepada Deputi Gubernur Senior dengan berita acara 
serah terima. 
Ayat (3) 
Yang dimaksud berhalangan adalah apabila Gubernur : 
a. menjalani masa cuti; 
b. menderita sakit dan harus beristirahat minimal 6 (enam) hari kerja berturut-turut; 
c. melakukan perjalanan dinas ke daerah atau ke luar negeri untuk jangka waktu minimal 6 (enam) hari kerja; 
d. diberhentikan sementara karena menjalani pemeriksaan dalam perkara tindak pidana. 
Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan Deputi Gubernur yang paling lama masa jabatannya adalah Deputi Gubernur yang menduduki 
urutan pertama dari seluruh Deputi Gubernur yang ada berdasarkan surat pengangkatan yang bersangkutan sebagai 
Deputi Gubernur. 
Pasal 38 
Ayat (1) 
Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Dewan Gubernur dapat menetapkan organisasi berikut perangkatnya. 
Ayat (2) 
Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Dewan Gubernur memuat antara lain: 
a. pembagian tugas anggota Dewan Gubernur;  
b. pendelegasian wewenang; 
c. kode etik Dewan Gubernur. 
Pasal 39 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan atau orang di luar Bank Indonesia yang memiliki kapasitas tertentu 
yang menyediakan jasanya untuk mewakili Gubernur antara lain dalam berperkara di muka pengadilan. 
Hal-hal yang dapat didelegasikan adalah tugas Bank Indonesia yang pelaksanaanya menjadi tanggung jawab Dewan 
Gubernur, tetapi sifat dari tugas tersebut dapat dilaksanakan oleh pejabat Bank Indonesia atau badan lain, misalnya 
saksi ahli, penyediaan atau pengedaran uang kecil di daerah yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia. 
Pemberian kuasa kepada pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dikuasakan 
tersebut pada umumnya dilakukan secara langsung. 
Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan hak substitusi adalah hak dari penerima kuasa untuk menunjuk seorang atau lebih untuk 
menggantikannya dalam melaksanakan tugas pemberi kuasa tanpa menghilangkan haknya sebagai penerima kuasa. 



Pasal 40 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dinyatakan sebagai warga negara Indonesia. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan memiliki akhlak dan moral yang tinggi adalah seseorang yang dapat dipercaya baik dalam 
ucapan maupun tindakannya. Yang bersangkutan senantiasa melaksanakan ketentuan hukum dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku secara adil serta tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji baik dalam 
pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupannya sehari-hari. 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan memiliki keahlian adalah seseorang yang menguasai suatu bidang keahlian berdasarkan latar 
belakang pendidikan, keilmuan, dan pengalaman yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas yang 
bersangkutan. 
Yang dimaksud dengan memiliki pengalaman adalah latar belakang perjalanan karir yang bersangkutan dalam salah 
satu bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum khususnya yang berkaitan dengan tugas Bank Sentral. 
Pasal 41 
Ayat (1) 
Untuk setiap jabatan Gubernur dan atau Deputi Gubernur Senior, Presiden menyampaikan paling kurang 3 (tiga) atau 
paling banyak 5 (lima) nama calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum 
berakhirnya masa jabatan Gubernur dan atau Deputi Gubernur Senior. Usul Presiden tersebut dilakukan dengan 
memperhatikan pula aspirasi masyarakat. 
Dewan Perwakilan Rakyat  menyetujui salah satu atau menolak seluruh calon Gubernur atau Deputi Gubernur Senior 
selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sejak usul diterima. 
Dalam rangka pemberian persetujuan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta calon Gubernur atau calon 
Deputi Gubernur Senior untuk melakukan presentasi dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat  menyangkut visi, 
pengalaman, keahlian atau kemampuan, serta hal-hal yang berkaitan dengan moral dan akhlak calon Gubernur atau 
calon Deputi Gubernur Senior. 
Calon yang telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dan diangkat menjadi Gubernur dan 
atau Deputi Gubernur Senior oleh Presiden sebagai kepala negara dengan Keputusan Presiden. 
Ayat (2) 
Gubernur menyampaikan paling banyak 3 (tiga) nama calon untuk setiap jabatan Deputi Gubernur kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Deputi Gubernur berakhir. 
Calon Deputi Gubernur yang diusulkan oleh Gubernur berasal dari pejabat Bank Indonesia yang memenuhi syarat 
menurut Undang-undang ini. 
Tata cara persetujuan dan pengangkatan untuk calon Gubernur dan atau Deputi Gubernur Senior sebagaimana 
terdapat dalam Penjelasan ayat (1) alinea 2,3 dan 4 berlaku juga untuk Deputi Gubernur. 
Ayat (3) 
Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat menolak calon Gubernur atau Deputi Gubernur Senior yang diusulkan, Presiden 
mengajukan paling kurang 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon baru Gubernur atau Deputi Gubernur Senior 
selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak tanggal tanda terima surat penolakan Dewan Perwakilan Rakyat. 
Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat  menolak calon Deputi Gubernur yang diusulkan, Gubernur mengajukan paling 
banyak 3 (tiga) calon baru Deputi Gubernur selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak tanggal tanda terima surat 
penolakan Dewan Perwakilan Rakyat. 
Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan salah satu calon yang diusulkan atau menolak seluruh calon selambat-
lambatnya 3 (tiga) minggu sejak usul kedua diterima Dewan Perwakilan Rakyat. 
Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan mengangkat untuk jabatan yang lebih tinggi adalah apabila Deputi Gubernur Senior atau 
Deputi Gubernur diangkat menjadi Gubernur, atau Deputi Gubernur diangkat menjadi Deputi Gubernur Senior. Periode 
masa jabatan Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur sebelum diangkat ke jabatan yang lebih tinggi tersebut 
tidak diperhitungkan dalam periode masa jabatan baru. 
Pengangkatan calon yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat menjadi anggota Dewan Gubernur dilakukan oleh 
Presiden 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Gubernur yang akan digantikan. 
Ayat (5) 
Cukup jelas 
Ayat (6) 
Penggantian anggota Dewan Gubernur yang dilakukan secara berkala dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan 
kepemimpinan dan pelaksanaan tugas pengelolaan Bank Indonesia. 
Pasal 42 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Pasal 43 
Ayat (1) huruf a dan huruf b 
Rapat Dewan Gubernur adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan kebijakan-kebijakan Bank 
Indonesia  yang bersifat prinsipil dan strategis, misalnya kebijakan umum di bidang moneter. 



Pengertian prinsipil dan strategis adalah kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang mempunyai dampak luas baik ke 
dalam maupun ke luar Bank Indonesia. Adapun kebijakan lain yang bersifat strategis dan prinsipil termasuk antara 
lain kebijakan di bidang pengaturan dan pemeliharaan kelancaran sistem pembayaran serta pengaturan dan 
pengawasan Bank. 
Untuk hal-hal lain tidak perlu dibahas dalam rapat Dewan Gubernur, tetapi cukup ditetapkan dalam rapat bidang yang 
dipimpin oleh tiap-tiap Deputi Gubernur sesuai dengan kewenangannya atau rapat antar bidang terbatas yang dapat 
dihadiri anggota Dewan Gubernur yang terkait, dengan catatan keputusan tersebut dilaporkan kepada rapat Dewan 
Gubernur mingguan untuk diketahui. 
Ayat (2) 
Penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi misalnya 
melalui konferensi jarak jauh (teleconference). Hal ini memungkinkan anggota Dewan Gubernur dapat mengikuti rapat 
Dewan Gubernur tanpa selalu harus hadir secara fisik dalam ruang rapat yang sama. 
Ayat (3) 
Pengertian Gubernur pada ayat ini termasuk Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur yang bertindak sebagai 
pemimpin rapat menggantikan Gubernur yang karena sesuatu hal berhalangan hadir. 
Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah situasi dan kondisi kritis yang apabila tidak diambil tindakan tertentu 
dapat berdampak negatif baik bagi Bank Indonesia  maupun terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan kepada Bank 
Indonesia berdasarkan Undang-undang ini. 
Ayat (5) 
Cukup jelas 
Ayat (6) 
Cukup jelas 
Pasal 44 
Ayat (1) 
Termasuk dalam pengertian pengangkatan adalah melakukan penempatan dan mutasi baik diikuti dengan maupun 
tanpa promosi. 
Ayat (2) 
Dalam menetapkan peraturan kepegawaian Bank Indonesia, Dewan Gubernur memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang berkaitan dengan hal tersebut sepanjang tidak mengurangi independensi Bank 
Indonesia. 
Ayat (3) 
Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur memuat antara lain : 
a. pengengkatan dan pemberhentian pegawai;  
b. peraturan kepegawaian; 
c. sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya. 
Pasal 45 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum atas tanggung jawab pribadi bagi anggota 
Dewan Gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia yang dengan itikad baik berdasarkan kewenangannya telah 
mengambil keputusan yang sulit tetapi sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 
Pengambilan keputusan dapat dianggap telah memenuhi itikad apabila: 
a. dilakukan dengan maksud tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompoknya sendiri, dan atau 

tindakan-tindakan lain yang berindikasikan korupsi, kolusi dan nepotisme; 
b. dilakukan berdasarkan analisis yang mendalam dan berdampak positif;  
c. diikuti dengan rencana tindakan preventif apabila keputusan yang diambil ternyata tidak tepat; 
d. dilengkapi dengan sistem pemantauan. 
Yang dimaksud dengan pejabat Bank Indonesia adalah pegawai Bank Indonesia yang berdasarkan keputusan Dewan 
Gubernur diangkat untuk jabatan tertentu dan diberi hak mengambil keputusan sesuai dengan batas wewenangnya. 
Pasal 46 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Pasal 47 
Ayat (1) 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan mempunyai kepentingan langsung pada suatu perusahaan adalah apabila yang bersangkutan 
duduk sebagai pengurus dalam suatu perusahaan atau menjalankan sendiri usaha perdagangan barang atau jasa. 
Yang dimaksud dengan mempunyai kepentingan tidak langsung adalah apabila yang bersangkutan memiliki 
kepentingan melalui kepemilikan saham suatu perusahaan di atas 25% (dua puluh lima per seratus). 
Huruf b 
Mengingat anggota Dewan Gubernur memiliki tugas yang sangat strategis di bidang moneter, sistem pembayaran, 
dan pengaturan dan pengawasan bank sudah sewajarnya apabila anggota Dewan Gubernur lebih profesional dan 
loyal terhadap pelaksanaan tugasnya. 



Namun, berdasarkan keterkaitan tugas dan jabatannya anggota Dewan Gubernur secara ex-officio dapat merangkap 
jabatan pada lembaga-lembaga tertentu, antara lain pada Internasional Monetory Fund (IMF), World Bank dan 
Institut Bankir Indonesia. 
Huruf c 
Larangan dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak politik yang bersangkutan dalam memilih 
atau dipilih dalam pemilihan umum. 
Ayat (2) 
Dalam hal Deputi Gubernur Senior dan atau Deputi Gubernur yang diketahui telah melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan pada ayat (1) tidak bersedia mengundurkan diri, Gubernur mengajukan usul kepada Presiden untuk 
meminta yang bersangkutan mengundurkan diri. Apabila yang melakukan pelanggaran adalah Gubernur, Presiden 
meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri. 
Pasal 48 
Pengunduran diri sebagaimana disebut dalam pasal ini adalah diajukan secara sukarela oleh yang bersangkutan atau 
disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) atau Pasal 47 ayat (2). 
Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dibuktikan 
dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah meninggal dunia, mengalami cacat fisik dan atau cacat mental yang 
tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik atau kehilangan 
kewarganegaraan Indonesia. 
Pasal 49 
Cukup jelas 
Pasal 50 
Ayat (1) 
Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan atau Deputi Gubernur yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan 
dimaksud dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan berhalangan adalah apabila Gubernur dan atau Deputi Gubernur Senior: 
a. menjalani masa cuti tahunan; 
b. menderita sakit dan harus beristirahat minimal 6 (enam) hari kerja berturut-turut; 
c. melakukan perjalanan dinas ke daerah atau keluar negeri untuk jangka waktu minimal 6 (enam) hari kerja; 
d. diberhentikan sementara karena menjalani pemeriksaan dalam perkara tindak pidana kejahatan sebagai 

tersangka/terdakwa. 
Yang dimaksud dengan Deputi Gubernur yang paling lama masa jabatannya adalah Deputi Gubernur yang menduduki 
urutan pertama dari seluruh Deputi Gubernur yang ada berdasarkan surat pengangkatan yang bersangkutan sebagai 
Deputi Gubernur. 
Pasal 51 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Pasal 52 
Sebagai pemegang kas Pemerintah, Bank Indonesia  menatausahakan rekening Pemerintah. 
Pasal 53 
Penerimaan pinjaman luar negeri untuk kepentingan Pemerintah hanya dilakukan oleh Bank Indonesia atas 
permintaan Pemerintah. Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah berdasarkan Undang-
undang ini. 
Yang dimaksud dengan menyelesaikan kewajiban Pemerintah terhadap luar negeri adalah Bank Indonesia melakukan 
pembayaran kewajiban Pemerintah atas beban rekening Pemerintah pada Bank Indonesia berdasarkan ketentuan yang 
telah disepakati antara Pemerintah dan pemberi pinjaman. 
Pasal 54 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Pasal 55 
Ayat (1) 
Konsultasi ini diperlukan agar penerbitan surat utang negara tepat waktu dan tidak berakibat negatif terhadap 
kebijakan moneter sehingga pelaksanaan penjualan surat utang tersebut dapat dilakukan dengan persyaratan yang 
dapat diterima pasar serta menguntungkan Pemerintah. 
Ayat (2) 
Pelaksanaan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan dengan komisi yang membidangi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. 



Ayat (3) 
Apabila Penerimaan negara dari pajak, laba perusahaan negara, dan sebagainya tidak cukup untuk membiayai 
pengeluaran negara seluruhnya, kekurangan tersebut di atas ditutup dengan dana yang berasal dari masyarakat, hak 
berupa pinjaman dalam negeri maupun masyarakat luar negeri dengan menerbitkan surat-surat utang negara. 
Pembelian surat-surat utang negara oleh Bank Indonesia  hanya dapat dilakukan secara tidak langsung atau di pasar 
sekunder. 
Ayat (4) 
Dalam hal Bank Indonesia  membeli surat-surat utang negara di pasar sekunder semata-mata untuk tujuan 
pelaksanaan kebijakan moneter. 
Ayat (5) 
Pembatalan demi hukum dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan atau masyarakat kepada Mahkamah 
Agung. 
Pasal 56 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Pembatalan demi hukum dalam ayat ini dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan atau masyarakat kepada 
Mahkamah Agung. 
Pasal 57 
Ayat (1) 
Kerja sama Bank Indonesia dengan lembaga-lembaga internasional termasuk multilateral dilakukan dalam rangka 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 
Kerja sama tersebut misalnya di bidang: 
a. intervensi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing; 
b. penyelesaian transaksi lintas negara; 
c. hubungan koresponden; 
d. tukar menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas Bank Sentral, termasuk dalam 

melakukan pengawasan Bank; 
e. pelatihan/penelitian seperti masalah moneter dan sistem pembayaran. 
Ayat (2) 
Keanggotaan Bank Indonesia pada lembaga multilateral dimaksud dilakukan berdasarkan kuasa Presiden sebagai 
kepala negara. 
Pasal 58 
Ayat (1) 
Penyampaian informasi kepada masyarakat dimaksudkan agar mesyarakat ikut serta memantau/mengawasi Bank 
Indonesia dalam penetapan dan melaksanakan kebijakannya karena masyarakat mempunyai hak untuk melakukan 
kontrol agar Bank Indonesia dapat menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan berwibawa. 
Huruf a 
Cukup jelas 
Huruf b 
Cukup  jelas 
Ayat (2) 
Penyampaian informasi kepada Presiden bersifat informatif, sedangkan penyampaian informasi kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat dimaksudkan agar lembaga tinggi negara tersebut dapat mengawasi Bank Indonesia dalam 
menetapkan dan melaksanakan kebijakannya. 
Ayat (3) 
Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Bank Indonesia  menyampaikan 
laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara tertulis. 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
Pasal 59 
Pemeriksaan khusus atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Bank Indonesia dimaksudkan untuk 
mengetahui lebih dalam mengenai suatu permasalahan atau suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan 
pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran oleh Bank Indonesia. 
Pasal 60 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Penyampaian anggaran tahunan Bank Indonesia yang telah ditetapkan Dewan Gubernur dan evaluasi pelaksanaan 
anggaran tahun yang lalu kepada Dewan Perwakilan Rakyat dimaksudkan untuk dapat memantau pengelolaan 
kewenangan Bank Indonesia dalam anggaran, sedangkan untuk Pemerintah dimaksudkan sebagai bahan informasi 
berkaitan dengan surplus atau defisit anggaran Bank Indonesia. 
Ayat (3) 
Pasal 61 
Ayat (1) 



Yang dimaksud dengan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia adalah neraca dan laporan penerimaan dan 
pengeluaran beserta lampiran-lampirannya. 
Selisih lebih dari perhitungan antara penerimaan dan pengeluaran selama satu tahun anggaran merupakan surplus 
yang dapat digunakan untuk Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan. 
Dalam hal penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran, Bank Indonesia mengalami defisit yang dapat ditutup dari 
Cadangan Umum dan Modal. 
Ayat (2) 
Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan tugasnya memeriksa laporan keuangan Bank Indonesia dapat 
menggunakan jasa kantor akuntan publik yang memiliki reputasi internasional. 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Ayat (4) 
Laporan keuangan tahunan Bank Indonesia yang di umumkan kepada publik adalah laporan keuangan singkat yang 
terdiri atas neraca singkat dan laporan pokok-pokok penerimaan dan pengeluaran yang telah diaudit oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan. 
Pasal 62 
Ayat (1) 
Cadangan Umum dipergunakan untuk menambah modal atau menutup defisit Bank Indonesia, sedangkan Cadangan 
Tujuan dipergunakan antara lain untuk biaya penggantian dan atau pembaruan harta tetap, pengadaan perlengkapan 
yang diperlukan, dan pengembangan organisasi dan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan wewenang 
Bank Indonesia, serta penyertaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia  sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 64. 
Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, pembagian surplus Bank Indonesia untuk 
Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh per seratus) yang digunakan untuk biaya 
penggantian/pembubaran aktiva tetap dan perlengkapan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan usaha Bank 
Indonesia. 
Dalam Undang-undang ini, Cadangan Tujuan digunakan untuk biaya penggantian dan atau pembaruan harta tetap, 
pengadaan perlengkapan yang diperlukan, pengembangan sumber daya manusia dan organisasi dalam melaksnakan 
tugas dan wewenang Bank Indonesia  serta penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64. 
Pembagian surplus untuk Cadangan Tujuan dalam Undang-undang ini ditingkatkan menjadi 30% (tiga puluh per 
seratus), mengingat tantangan yang dihadapi Bank Indonesia antara lain perlunya peningkatan kualitas sumber daya 
manusia yang berkesinambungan serta perlunya peningkatan kualitas teknologi informasi. 
Ayat (2) 
Dalam hal modal termasuk Cadangan Umum telah mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari kewajiban mo neter, sisa 
surplus yang merupakan bagian Pemerintah terlebih dahulu harus digunakan untuk membayar kewajiban Pemerintah 
kepada Bank Indonesia. 
Ayat (3) 
Kewajiban Pemerintah menutup kekurangan modal minimum Bank Indonesia dapat dilakukan dengan cara penerbitan 
surat utang negara yang dapat diperjualbelikan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak laporan 
keuangan Bank Indonesia dipublikasikan. 
Besar maksimum yang harus disetor oleh Pemerintah adalah selisih kurang dari Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun 
rupiah) dengan jumlah modal yang tersedia dalam laporan keuangan tersebut di atas. 
Ayat (4) 
Ketentuan ayat ini dimaksudkan agar pemenuhan kecukupan modal Bank Indonesia sebesar 10% (sepuluh per 
seratus) dari kewajiban moneter dapat segera tercapai. Dalam hal modal Bank Indonesia sudah mencapai 10% 
(sepuluh per seratus) dari kewajiban moneter, sebagian besar dari surplus yang diperoleh Bank Indonesia  diserahkan 
kepada negara melalui Pemerintah. 
Pasal 63 
Pengumuman neraca singkat mingguan dalam Berita Negara Republik Indonesia dimaksudkan sebagai publikasi resmi 
dalam rangka penyebarluasan neraca singkat tersebut kepada masyarakat. 
Pasal 64 
Ayat (1) 
Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk memberikan pembatasan terhadap penyertaan modal oleh Bank Indonesia 
dalam badan hukum atau badan lain tertentu. 
Yang dimaksud dengan badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas Bank 
Indonesia  adalah antara lain lembaga kliring, badan pemeringkat, dan lembaga penjamin simpanan. 
Penyertaan di luar badan hukum atau badan lain yang sangat diperlukan tersebut hanya dapat dilakukan apabila telah 
diperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Pasal 65 
Cukup jelas 
Pasal 66 
Cukup jelas 
Pasal 67 
Cukup jelas 



Pasal 68 
Cukup jelas 
Pasal 69 
Yang dimaksud dengan badan dalam ketentuan ini adalah semua badan, misalnya badan hukum, persekutuan perdata, 
yayasan, asosiasi atau badan-badan lain yang ditetapkan sebagai responden dalam suatu survei. 
Pasal 70 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Pasal 71 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan rahasia pada ayat ini adalah rahasia jabatan. 
Yang dimaksud dengan pihak lain yang melakukan tugas tertentu adalah pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh 
Bank Indonesia  untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud antara lain dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 
ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (3). 
Yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah apabila seorang atau badan yang dengan sengaja melakukan 
suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Dewan Gubernur memuat antara lain : 
a. jenis keterangan dan data lainnya yang dikategorikan rahasia, antara lain keterangan dan data individual yang 

diperoleh melalui survei dan data individual Bank peseta kliring; 
b. perlakuan terhadap keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia; 
c. prosedur pengungkapan keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia; 
d. pejabat yang berwenang mengungkapkan keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia. 
Pasal 72 
Ayat (1) 
Kewenangan Dewan Gubernur untuk menetapkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal ini berlaku 
terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaan 
dari Undang-undang ini, yaitu Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Dewan Gubernur. 
Yang dimaksud dengan pihak lain adalah orang atau badan yang diatur dalam Undang-undang ini antara lain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Pasal 9 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), 
Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 29 ayat (3), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), Pasal 39 ayat (3) dan pihak-
pihak yang ditunjuk dalam ketentuan pelaksanaan Undang-undang ini. 
Ayat (2) 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan denda adalah kewajiban untuk membayar uang dalam jumlah tertentu sebagai akibat 
dipenuhinya ketentuan dalam Undang-undang ini. 
Huruf b 
Cukup jelas 
Huruf c 
Pencabutan atau pembatalan izin usaha terhadap badan usaha dilakukan oleh instansi yang berwenang berdasarkan 
permintaan Bank Indonesia. 
Yang dimaksud dengan badan usaha adalah badan usaha yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia untuk 
melaksanakan tugas-tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 
ayat (2). Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), Pasal 39 ayat (3) dan badan usaha lain yang ditunjuk dalam ketentuan 
pelaksanaan Undang-undang ini. 
Huruf d 
Sanksi disiplin hanya dikenakan terhadap pegawai Bank Indonesia  berdasarkan peraturan disiplin kepegawaian yang 
ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. 
Ayat (3) 
Pengaturan lebih lanjut sanksi administratif yang dikenakan terhadap pihak lain di luar pegawai Bank Indonesia 
ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia, sedangkan sanksi administratif yang dikenakan terhadap pegawai Bank 
Indonesia ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. 
Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia  memuat antara lain : 
a. jenis -jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif;  
b. besarnya sanksi administratif yang berupa denda; 
c. tata cara pengenaan sanksi administratif. 
Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Dewan Gubernur memuat antara lain: 
a. jenis -jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif;  
b. jenis -jenis sanksi disiplin pegawai; 
c. tata cara pengenaan sanksi disiplin pegawai. 



Pasal 73 
Pengalihan aktiva dan pasiva Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilaksanakan terhitung sejak 
berlakunya Undang-undang ini. 
Pasal 74 
Ayat (1) 
Dengan berlakunya Undang-undang ini, Bank Indonesia  tidak dapat lagi memberikan kredit likuiditas dalam rangka 
kredit program. 
Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah adalah Badan Usaha Milik Negara yang kondisi 
keuangannya sehat. 
Pengalihan kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini termasuk pula pengalihan pinjaman penerusan yang dadanya 
berasal dari luar negeri dan bantuan teknis dalam rangka penyaluran kredit program. 
Mengingat pinjaman penerusan dan bantuan teknis tersebut melibatkan lembaga/pihak lain di luar Bank Indonesia, 
batas waktu pengalihannya kepada Badan Usaha Milik Negara ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang 
terkait. 
Tugas dan wewenang Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah antara lain adalah; 
a. melakukan pembayaran kewajiban kepada Bank Indonesia; 
b. melakukan penyaluran dan administrasi kredit program;  
c. mencari sumber-sumber pendanaan untuk kelanjutan pelaksanaan kredit program. 
Ayat (2) 
Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dalam rangka kredit program meliputi berbagai jenis (skim) yang masing-
masing memiliki persyaratan tersendiri baik jangka waktu maupun suku bunganya. Dengan demikian, yang dimaksud 
dengan jangka waktu KLBI tersebut adalah jangka waktu KLBI untuk masing-masing skim yang bersangkutan. 
Selama KLBI tersebut belum dibayar kembali kepada Bank Indonesia, yang bersangkutan membayar pokok dan 
bunga sesuai dengan perjanjian kepada Badan Usaha Milik Negara. 
Badan Usaha Milik Negara membayar pokok dan bunga KLBI yang terutang kepada Bank Indonesia  pada waktu 
berakhirnya jangka waktu KLBI untuk tiap-tiap skim. 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan subsidi bunga dalam ayat ini adalah selisih antara suku bunga pasar dan suku bunga KLBI. 
Pasal 75 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Pasal 76 
Ayat (1) 
Adanya pengecualian untuk keperluan pembiayaan restrukturisasi perbankan pada ayat ini dimaksudkan untuk 
meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang pada dasarnya adalah untuk meringankan beban 
rakyat. 
Ayat (2) 
Perpanjangan jangka waktu surat-surat utang negara diperlukan oleh Pemerintah apabila kondisi keuangan negara 
tidak memungkinkan untuk menyelesaikan kewajiban kepada Bank Indonesia tersebut. 
Tagihan atas surat-surat utang negara yang telah dibeli secara langsung oleh Bank Indonesia adalah dalam rangka: 
a. pelaksanaan kredit program;  
b. pembayaran berbagai kewajiban dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
c. program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat; 
d. rekapitalisasi perbankan. 
Berkaitan dengan keempat butir di atas, huruf c dan huruf d adalah program restrukturisasi perbankan dengan bagian 
yang terbesar merupakan kewajiban pembayaran Bank Pemerintah. 
Penyelesaian tagihan atas surat-surat utang negara yang dibeli oleh Bank Indonesia tersebut seharusnya 
diselesaikan sebelum jatuh tempo surat utang dimaksud. penyelesaian ini hanya dapat dicapai apabila: 
a. instansi terkait seperti Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Departemen Keuangan, dan sebagainya dapat 

melakukan pengamanan uang masyarakat (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) secara optimal atau 
meminimumkan beban rakyat; 

b. keberhasilan dalam memulihkan kondisi perekonomian nasional. 
Dalam huruf a dan huruf b terpenuhi, tidak diperlukan pengaturan mengenai perpanjangan jatuh tempo. Namun untuk 
berjaga-jaga, dalam hal terjadi kondisi yang tidak diharapkan, diperlukan landasan hukum untuk mencari jalan keluar 
yang memungkinkan melakukan perpanjangan jatuh tempo. 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan hari pada ayat ini adalah hari kalender. 
Pasal 77 
Cukup jelas 
Pasal 78 
Ayat (1) 
Cukup jelas 



Ayat (2) 
Cukup jelas 
Pasal 79 
Cukup jelas 
 
 
 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 3843 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 24 TAHUN 2004 

TENTANG 
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
 
Menimbang:  
a. bahwa untuk menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh, diperlukan 

suatu sistem perbankan yang sehat dan stabil;  
b. bahwa untuk mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil diperlukan penyempurnaan terhadap 

program penjaminan simpanan nasabah bank;  
c. bahwa dalam rangka melaksanakan program penjaminan terhadap simpanan nasabah bank tersebut 

perlu dibentuk suatu lembaga yang independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan 
program dimaksud;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan;  

 
Mengingat:  
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);  

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);  

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);  

 
Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 

Menetapkan: 
UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:  
1. Simpanan adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.  
2. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang tentang Perbankan.  
3. Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga 

pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank 
Indonesia.  

4. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang tentang Bank Indonesia.  

5. Nasabah Penyimpan adalah nasabah penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
tentang Perbankan.  

6. Nasabah Debitur adalah nasabah debitur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang 
Perbankan.  

7. Bank Gagal (failing bank} adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan 
kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan 
kewenangan yang dimilikinya.  

8. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank, yang selanjutnya disebut Penjaminan, adalah penjaminan yang 
dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas simpanan nasabah bank.  
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9. Komite Koordinasi adalah komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia, dan 
Lembaga Penjamin Simpanan yang memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu Bank 
Gagal yang ditengarai berdampak sistemik.  

10. Cadangan Penjaminan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Lembaga Penjamin Simpanan 
yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam rangka pelaksanaan 
tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan.  

11. Cadangan Tujuan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Lembaga Penjamin Simpanan yang 
digunakan antara lain untuk penggantian atau pembaruan aktiva tetap dan perlengkapan yang 
digunakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan.  

12. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin 
Simpanan dalam rangka penjaminan serta penyelesaian dan penanganan Bank Gagal sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang ini.  

13. Dewan Komisioner adalah organ tertinggi Lembaga Penjamin Simpanan.  
14. Keputusan Dewan Komisioner adalah keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner Lembaga 

Penjamin Simpanan yang memuat aturan intern.  
15. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan.  
 

BAB II  
PEMBENTUKAN, STATUS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN 

 
Pasal 2 

(1) Berdasarkan Undang-Undang ini, dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut 
LPS.  

(2) LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum.  
(3) LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya.  
(4) LPS bertanggungjawab kepada Presiden.  
 

Pasal 3 
(1) LPS berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.  
(2) LPS dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah Negara Republik Indonesia.  
(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan kantor perwakilan diatur dengan 

Keputusan Dewan Komisioner.  
 

BAB III  
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG 

 
Pasal 4  

Fungsi LPS adalah: 
a. menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan  
b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.  
 

Pasal 5 
(1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, LPS mempunyai tugas:  

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan  
b. melaksanakan penjaminan simpanan.  

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, LPS mempunyai tugas 
sebagai berikut:  
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem 

perbankan;  
b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (bank 

resolution) yang tidak berdampak sistemik; dan  
c. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.  

 
Pasal 6 

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang 
sebagai berikut:  
a. menetapkan dan memungut premi penjaminan;  
b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;  
c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;  
d. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank,dan laporan 

hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank  
e. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada 

huruf d;  
f. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;  
g. menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan 

dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;  
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h. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan  
i. menjatuhkan sanksi administratif.  

(2) LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan:  
a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan 

wewenang RUPS; 
b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan; 
c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat 

Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan 
d. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa 

persetujuan kreditur.  
 

Pasal 7 
(1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, LPS dapat meminta data, informasi, dan/atau dokumen 

kepada pihak lain.  
(2) Setiap pihak yang dimintai data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

wajib memberikannya kepada LPS.  
 

BAB IV  
PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK 

 
Bagian Pertama  

Kepesertaan 
 

Pasal 8 
(1) Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi 

peserta Penjaminan.  
(2) Kewajiban bank menjadi peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk 

Badan Kredit Desa.  
 

Pasal 9 
Sebagai peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, setiap Bank wajib:  
a. menyerahkan dokumen sebagai berikut:  

1) salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;  
2) salinan dokumen perizinan bank;  
3) surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh LPP yang dilengkapi dengan data 

pendukung;  
4) surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham bank, yang memuat:  

i. komitmen dan kesediaan direksi, komisaris, dan pemegang saham bank untuk mematuhi 
seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan LPS;  

ii. kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang 
melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha 
bank;  

iii. kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, 
kepengurusan, dan atau kepentingan apabila bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk 
diselamatkan atau dilikuidasi;  

b. membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu perseribu) dari modal sendiri (ekuitas) bank pada 
akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru;  

c. membayar premi Penjaminan;  
d. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan;  
e. memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan 

Penjaminan; dan  
f. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga 

dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.  
 

Bagian Kedua  
Simpanan Yang Dijamin 

 
Pasal 10 

LPS menjamin Simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan 
atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.  
 

Pasal 11 
(1) Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp100.000.000,00 

(seratus juta rupiah).  
(2) Nilai Simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai 

berikut:  
a. terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;  
b. terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun; atau  
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c. jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% (sembilan puluh per 
seratus) dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank.  

(3) Perubahan besaran nilai Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan 
dengan Dewan Perwakilan Rakyat.  

(4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah 
penyimpan pada satu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan LPS.  

 
Bagian Ketiga  

Premi 
 

Pasal 12 
(1) Premi Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) 

tahun untuk:  
a. pembayaran periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan  
b. pembayaran periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.  

(2) Premi untuk masing-masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan selambat-
lambatnya tanggal:  
a. 31 Januari untuk periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;dan  
b. 31 Juli untuk periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;  
berdasarkan rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada periode sebelumnya.  

(3) Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah atau dikurangi sesuai dengan realisasi rata-rata 
saldo bulanan total Simpanan pada periode yang bersangkutan.  

(4) Penambahan atau pengurangan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat 
pembayaran premi untuk periode berikutnya.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran premi ditetapkan dengan Peraturan LPS.  
 

Pasal 13 
(1) Premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan sama untuk setiap bank 

sebesar 0,1% (satu perseribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan dalam setiap periode.  
(2) Tingkat premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah apabila dipenuhi sekurang-

kurangnya satu kriteria berikut:  
a. terjadi perubahan nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);  
b. akumulasi cadangan penjaminan telah melampaui tingkat sasaran sebesar 2,5% (dua puluh lima 

perseribu) dari total Simpanan di setiap bank; atau  
c. terjadi perubahan tingkat risiko kegagalan (exposure) pada industri perbankan.  

(3) Perubahan tingkat premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat.  

(4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah.  

 
Pasal 14 

(1) Penghitungan premi dilakukan sendiri oleh bank.   
(2) LPS dapat melakukan verifikasi atas perhitungan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, 

pemanggilan pejabat bank yang bersangkutan, dan/atau pemeriksaan langsung pada bank.  
(4) Pemeriksaan langsung pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh LPP atas 

permintaan LPS.  
(5) LPP harus menyelesaikan pemeriksaan langsung pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permintaan LPS diterima oleh LPP.  
(6) Dalam hal terdapat perbedaan hasil perhitungan premi yang dilakukan sendiri oleh bank dengan hasil 

verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bank wajib melakukan penyesuaian jumlah premi yang 
dibayar pada saat pembayaran premi periode berikutnya berdasarkan hasil verifikasi LPS.  

 
Pasal 15 

(1) Cara penetapan premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat diubah sehingga tingkat 
premi menjadi berbeda antara satu bank dan bank yang lain berdasarkan skala risiko kegagalan bank.  

(2) Dalam hal tingkat premi ditetapkan berbeda antara satu bank dan bank yang lain, perbedaan tingkat 
premi yang terendah dan yang tertinggi tidak melebihi 0,5% (lima perseribu).  

(3) Perubahan cara penetapan premi dan tingkat premi berdasarkan skala risiko kegagalan bank 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.  

(4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah.  
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Bagian Keempat  
Pembayaran Klaim Penjaminan 

 
Pasal 16 

(1) LPS wajib membayar klaim Penjaminan kepada Nasabah renyimpan dari bank yang dicabut izin 
usahanya.  

(2) LPS berhak memperoleh data Nasabah Penyimpan dan informasi lain yang diperlukan per tanggal 
pencabutan izin usaha dari LPP dan/atau bank dalam rangka penghitungan dan pembayaran klaim 
Penjaminan.  

(3) LPS wajib menentukan Simpanan yang layak dibayar, setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi 
atas data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja 
terhitung sejak izin usaha bank dicabut.  

(4) LPS mulai membayar Simpanan yang layak dibayar selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari 
kerja terhitung sejak verifikasi dimulai.  

(5) Dalam rangka rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang saham, 
dewan komisaris, direksi, dan pegawai bank yang dicabut izin usahanya, serta pihak lain yang terkait 
dengan bank dimaksud, wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh 
LPS.  

(6) LPS mengumumkan tanggal dimulainya pengajuan klaim Penjaminan pada sekurang-kurangnya 2 
(dua) surat kabar harian yang berperedaran luas.  

(7) Jangka waktu pengajuan klaim Penjaminan oleh Nasabah Penyimpan kepada LPS adalah 5 (lima) 
tahun sejak izin usaha bank dicabut.  

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonsiliasi, verifikasi, penetapan kelayakan simpanan, serta tata cara 
pengajuan dan pembayaran klaim Penjaminan ditetapkan dengan Peraturan LPS.  

 
Pasal 17 

(1) Pembayaran klaim Penjaminan dapat dilakukan secara tunai dan/atau dengan alat pembayaran lain 
yang setara dengan itu.  

(2) Setiap pembayaran klaim Penjaminan dilakukan dalam mata uang rupiah.  
(3) Klaim Penjaminan dari Simpanan dalam mata uang asing dibayarkan dalam bentuk ekuivalen rupiah 

berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.  
(4) Alat pembayaran klaim Penjaminan dan kurs tengah yang digunakan ditetapkan lebih lanjut dengan 

Peraturan LPS.  
 

Pasal 18 
Dalam hal Nasabah Penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban kepada bank, maka 
pembayaran klaim Penjaminan dilakukan setelah kewajiban Nasabah Penyimpan kepada bank terlebih 
dahulu diperhitungkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.  
 

Pasal 19 
(1) Klaim Penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau 

verifikasi:  
a. data Simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank; 
b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau  
c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar dan pihak yang 
menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat diatur dengan Peraturan LPS.  

 
Pasal 20 

(1) Dalam hal Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) merasa dirugikan, 
maka nasabah dimaksud dapat:  
a. mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas; atau  
b. melakukan upaya hukum melalui pengadilan.  

(2) Dalam hal LPS menerima keberatan Nasabah Penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum 
Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS hanya membayar Simpanan nasabah 
tersebut sesuai dengan Penjaminan berikut bunga yang wajar.  

 
BAB V  

PENYELESAIAN DAN PENANGANAN BANK GAGAL 
 

Bagian Pertama  
Pengambilan Keputusan 

 
Pasal 21 

(1) LPS menerima pemberitahuan dari LPP mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya 
penyehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.  

(2) LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik setelah LPP atau Komite 
Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS.  
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(3) LPS melakukan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik setelah Komite Koordinasi 
menyerahkan penanganannya kepada LPS.  

 
Pasal 22 

(1) Penyelesaian atau penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) 
dilakukan oleh LPS dengan cara sebagai berikut:  
a. penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan 

penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank Gagal dimaksud;  
b. penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan 

yang mengikutsertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham 
lama.  

(2) Keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan suatu Bank Gagal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh LPS, dengan sekurang-kurangnya 
didasarkan pada perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan 
Bank Gagal dimaksud.  

(3) LPS melakukan perhitungan atas perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan 
penyelamatan Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  

 
Pasal 23 

(1) Perkiraan biaya penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi penambahan 
modal sampai bank tersebut memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan tingkat likuiditas.  

(2) Perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) 
memperhitungkan biaya pembayaran Simpanan nasabah yang dijamin, biaya talangan gaji terutang, 
talangan pesangon pegawai, dan perkiraan penerimaan LPS dari penjualan aset bank yang dicabut izin 
usahanya.  

 
Bagian Kedua  

Penyelamatan Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik 
 

Pasal 24 
(1) LPS menetapkan untuk menyelamatkan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik jika dipenuhi 

persyaratan sebagai berikut:  
a. perkiraan biaya penyelamatan secara signifikan lebih rendah dari perkiraan biaya tidak melakukan 

penyelamatan bank dimaksud;  
b. setelah diselamatkan, bank masih menunjukkan prospek usaha yang baik;  
c. ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:  

1) menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS;  
2) menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS; dan  
3) tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penyelamatan tidak berhasil, 

sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; dan  

d. bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai:  
1) penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia;  
2) data keuangan Nasabah Debitur;  
3) struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan  
4) informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban termasuk permodalan bank, yang 

dibutuhkan oleh LPS.  
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penyelamatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dengan Peraturan LPS.  
 

Pasal 25 
Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipenuhi, RUPS menyerahkan segala hak dan 
wewenangnya kepada LPS.  
 

Pasal 26 
Setelah RUPS menyerahkan hak dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, LPS dapat 
melakukan tindakan sebagai berikut:  
a. menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-

hak bank dan/atau kewajiban bank;  
b. melakukan penyertaan modal sementara;  
c. menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan Nasabah Debitur dan/atau kewajiban bank 

tanpa persetujuan Nasabah Kreditur;  
d. mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain;  
e. melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;  
f. melakukan pengalihan kepemilikan bank; dan  
g. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank 

dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan bank.  
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Pasal 27 
Seluruh biaya penyelamatan bank yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS 
pada bank.  
 

Pasal 28 
(1) Dalam hal ekuitas bank bernilai positif pada saat penyerahan kepada LrS sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25, LPS dan pemegang saham lama membuat perjanjian yang mengatur penggunaan hasil 
penjualan saham bank setelah penyelamatan.  

(2) Dalam hal ekuitas bank bernilai no1 atau negatif pada saat penyerahan kepada LPS sepagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25, pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank 
setelah pcnyelamatan.  

 
Pasal 29 

(1) Dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diatur mengenai penggunaan hasil 
penjualan saham bank yang telah diselamatkan dengan urutan sebagai berikut:  
a. pengembalian seluruh biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan oleh LPS;  
b. pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada saat penyerahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25.  
(2) Apabila setelah penggunaan hasil penjualan saham bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih 

ada sisa, maka dibagi secara proporsional kepada LPS dan pemegang saham lama sesuai dengan 
perbandingan huruf a dan huruf b pada ayat (1).  

 
Pasal 30 

(1) LPS wajib menjual seluruh saham bank yang diselamatkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) 
tahun sejak penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.  

(2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan, 
dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.  

(3) Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar 
seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS.  

(4) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak 
dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing 
perpanjangan selama 1 (satu) tahun.  

(5) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak 
dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka LPS 
menjual saham bank tanpa memperhatikan ketentuan ayat (3) dalam waktu 1 (satu) tahun berikutnya.  

 
Bagian Ketiga  

Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik  
yang Tidak Diselamatkan 

  
Pasal 31 

(1) Dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau LPS 
memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penyelamatan, maka LPS meminta pencabutan izin usaha 
bank dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

(2) LPS melaksanakan pembayaran klaim Penjaminan kepada Nasabah Penyimpan bank yang dicabut izin 
usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Bab IV Bagian 
Keempat.  

 
Bagian Keempat 

Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik  
dengan Penyetoran Modal oleh Pemegang Saham 

 
Pasal 32 

Penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan oleh LPS dengan mengikutsertakan 
pemegang saham (open bank assistance).  
 

Pasal 33 
(1) Penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 hanya dapat dilakukan apabila:  

a. pemegang saham Bank Gagal telah menyetor modal sekurang-kurangnya 20% (dua puluh 
perseratus) dari perkiraan biaya penanganan;  

b. ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:  
1) menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS;  
2) menyerahkan kepada LPS kepengurusan bank; dan  
3) tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak 

berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan;  

c. bank menyerahkan kepada LPS, dokumen mengenai:  
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1) penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia;  
2) data keuangan Nasabah Debitur;  
3) struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan  
4) informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan bank, yang 

dibutuhkan LPS.  
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penanganan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diatur dengan Peraturan LPS.  
 

Pasal 34 
Terhitung sejak LPS menetapkan untuk melakukan penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33, maka berdasarkan Undang-Undang ini:  
a. pemegang saham dan pengurus bank melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hal, 

kepemilikan, kepengurusan dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud; dan  
b. pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam 

hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan 
tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

 
Pasal 35 

(1) Dalam hal ekuitas bank bernilai positif setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal 
sementara, LPS dan pemegang saham lama membuat perjanjian yang mengatur penggunaan hasil 
penjualan saham bank.  

(2) Dalam hal ekuitas bank bernilai nol atau negatif setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran 
modal, pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank.  

 
Pasal 36 

(1) Dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diatur mengenai penggunaan hasil 
penjualan saham bank dengan urutan sebagai berikut:  
a. pengembalian seluruh biaya penanganan yang telah dikeluarkan oleh LPS;  
b. pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada posisi sesaat setelah pemegang 

saham lama melakukan penyetoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a.  
(2) Apabila setelah penggunaan hasil penjualan saham bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih 

ada sisa, maka dibagi secara proporsional kepada LPS dan pemegang saham lama sesuai dengan 
perbandingan huruf a dan huruf b pada ayat (1).  

 
Pasal 37 

(1) LPS bertanggung jawab atas kekurangan biaya penanganan Bank Gagal setelah pemegang saham lama 
melakukan penyetoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a.  

(2) Biaya penanganan Bank Gagal yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS 
pada bank.  

 
Pasal 38  

(1) LPS wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lama 3 (tiga) tahun sejak penyerahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a.  

(2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan, 
dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.  

(3) Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar 
seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS.  

(4) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak 
dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing 
perpanjangan selama 1 (satu) tahun.  

(5) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak 
dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka LPS 
menjual saham bank tanpa memperhatikan ketentuan ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 
berikutnya.  

 
Bagian Kelima  

Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik  
Tanpa Penyetoran Modal oleh Pemegang Saham  

 
Pasal 39 

Dalam hal penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak dapat dilakukan, LPS 
melakukan penanganan Bank Gagal dimaksud tanpa mengikutsertakan pemegang saham.  
 

Pasal 40 
Terhitung sejak LPS menetapkan untuk melakukan penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 39, maka berdasarkan Undang-Undang ini:  
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a. LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau 
kepentingan lain pada bank dimaksud;  

b. Pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk oleh LPS 
dalam hal penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan 
tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

 
Pasal 41 

(1) Setelah LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau 
kepentingan lain pada bank tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, LPS dapat 
melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.  

(2) Seluruh biaya penanganan Bank Gagal yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal 
sementara LPS pada bank.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , diatur 
dalam Peraturan LPS.  

 
Pasal 42 

(1) LPS wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lama 3 (tiga) tahun sejak dimulainya 
penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.  

(2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan, 
dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.  

(3) Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar 
seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS.  

(4) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak 
dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing 
perpanjangan selama 1 (satu) tahun.  

(5) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak 
dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka LPS 
menjual saham bank tanpa memperhatikan ketentuan ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 
berikutnya.  

(6) Dalam hal ekuitas bank bernilai positif pada saat penyerahan kepada LPS sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 40 huruf a, maka dalam rangka penggunaan hasil penjualan saham bank dimaksud berlaku 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.  

(7) Dalam hal ekuitas bank bernilai nol atau negatif pada saat penyerahan kepada LPS sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan 
saham bank setelah penanganan.  

 
BAB VI  

LIKUIDASI 
 

Bagian Pertama  
Likuidasi Bank Gagal oleh LPS 

 
Pasal 43 

Dalam rangka melakukan likuidasi Bank Gagal yang dicabut izin usahanya, LPS melakukan tindakan 
sebagai berikut:  
a. melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);  
b. memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai 

sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;  
c. melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi 

dimulai; dan  
d. memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank 

sebagai bank dalam likuidasi, berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.  
 

Pasal 44 
(1) Anggota tim likuidasi sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.  
(2) Dalam hal diperlukan, salah satu anggota direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham lama dapat 

ditunjuk sebagai anggota tim likuidasi.  
 

Pasal 45 
(1) Keputusan pembubaran badan hukum bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d wajib:  

a. didaftarkan dalam daftar perusahaan dan di panitera pengadilan negeri yang meliputi tempat 
kedudukan bank yang bersangkutan;  

b. diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang 
mempunyai peredaran luas; dan  

c. diberitahukan kepada instansi yang berwenang.  
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat pula pernyataan bahwa seluruh 

aset bank dalam likuidasi berada dalam tanggung jawab dan pengurusan tim likuidasi.  
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Pasal 46  

(1) Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh tim likuidasi.  
(2) Dengan terbentuknya tim likuidasi, tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi 

dilaksanakan oleh tim likuidasi.  
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala 

hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut.  
 

Pasal 47 
(1) Sejak terbentuknya tim likuidasi, direksi dan dewan komisaris bank dalam likuidasi menjadi non aktif.  
(2) Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris serta pegawai dan mantan pegawai bank dalam 

likuidasi berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang 
diperlukan oleh tim likuidasi.  

(3) Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris serta pegawai bank dalam likuidasi dilarang secara 
langsung atau tidak langsung menghambat proses likuidasi.  

 
Pasal 48 

Pelaksanaan likuidasi bank oleh tim likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) 
tahun terhitung sejak tanggal pembentukan tim likuidasi dan dapat diperpanjang oleh LPS paling banyak 2 
(dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun.  
 

Pasal 49 
Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh LPS.  
 

Pasal 50 
Dalam hal terdapat sengketa dalam proses likuidasi, maka sengketa dimaksud diselesaikan melalui 
pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
 

Pasal 51 
(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota tim likuidasi secara sendiri-sendiri atau 

bersama-sama dilarang melakukan tindakan untuk keuntungan diri sendiri atau pihak lain yang tidak 
berhak.  

(2) Anggota tim likuidasi bertanggung jawab secara pribadi apabila dalam melaksanakan tugasnya 
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

 
Pasal 52 

(1) Untuk kepentingan aset atau kewajiban bank dalam likuidasi, tim likuidasi dapat meminta pembatalan 
kepada pengadilan niaga atas segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset 
atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum 
pencabutan izin usaha.  

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum bank yang 
bersangkutan yang wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang.  

  
Pasal 53 

Likuidasi bank dilakukan dengan cara:  
a. pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban 

bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut; atau  
b. pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan LPS.  
 

Pasal 54 
(1) Pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dengan urutan sebagai berikut:  
a. penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;  
b. penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;  
c. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;  
d. biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim Penjaminan yang 

harus dibayarkan oleh LPS.  
e. pajak yang terutang;  
f. bagian Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan Simpanan 

dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan  
g. hak dari kreditur lainnya.  

(2) Segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi dan tercantum dalam daftar biaya likuidasi menjadi 
beban aset bank dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya.  

(3) Honorarium tim likuidasi yang termasuk salah satu komponen dalam biaya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan LPS.  

(4) Apabila seluruh kewajiban bank dalam likuidasi telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
masih terdapat sisa hasil likuidasi, maka sisa tersebut diserahkan kepada pemegang saham lama.  
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(5) Apabila seluruh aset bank telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban bank 
terhadap pihak lain, maka kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang 
terbukti menyebabkan bank menjadi Bank Gagal.  

 
Pasal 55 

Setelah selesai menyelesaikan proses likuidasi sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 
atau paling lama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, tim likuidasi menyampaikan 
neraca akhir likuidasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada LPS.  
 

Pasal 56  
Setelah menerima pertanggungjawaban tim likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 LPS:  
a. meminta tim likuidasi:  

1) mengumumkan berakhirnya likuidasi dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik 
Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;  

2) memberitahukan kepada instansi yang berwenang agar nama badan hukum bank tersebut dicoret 
dari daftar perusahaan; dan  

b. membubarkan tim likuidasi.  
 

Pasal 57 
Tagihan yang timbul setelah proses likuidasi selesai dapat diajukan terhadap sisa hasil likuidasi yang 
menjadi hak pemegang saham.  
 

Pasal 58 
Status badan hukum bank yang dilikuidasi hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi dalam 
Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a angka 1.  
 

Pasal 59 
(1) Dalam hal kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dicabut izin usahanya oleh LPP, 

berlaku ketentuan sebagai berikut:  
a. seluruh aset kantor cabang yang bersangkutan terlebih dahulu digunakan untuk pembayaran 

seluruh kewajibannya di Indonesia;  
b. kantor pusat bank yang bersangkutan bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban kantor 

cabangnya di Indonesia.  
(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS membentuk tim penyelesai 

yang memiliki hak, kewajiban, dan kewenangan seperti halnya tim likuidasi.  
(3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LPS bekerja sama 

dengan LPP.  
(4) Batas waktu penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi kantor cabang dari 

bank yang berkedudukan di luar negeri paling lambat 2 (dua) tahun sejak terbentuknya tim penyelesai 
dan dapat diperpanjang oleh LPS paling lama 1 (satu) tahun.  

 
Pasal 60 

Dalam hal menurut LPS, anggota tim likuidasi tidak menjalankan tugas dengan baik dan/atau melakukan 
pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, LPS memberhentikan yang bersangkutan dan 
menunjuk penggantinya.  
 

Bagian Kedua  
Likuidasi Bank oleh Pemegang Saham 

 
Pasal 61 

(1) Likuidasi bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri dilakukan oleh 
pemegang saham yang bersangkutan.  

(2) LPS tidak membayar klaim Penjaminan Nasabah Penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya atas 
permintaan pemegang saham sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

 
BAB VII 

ORGANISASI 
 

Bagian Pertama  
Organ LPS  

 
Pasal 62 

Organ LPS terdiri atas Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif.  
 

Pasal 63 
(1) Dewan Komisioner adalah pimpinan LPS.  
(2) Dewan Komisioner merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam 

rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.  



www.bpkp.go.id 

(3) Dewan Komisioner dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Komisioner.  
(4) Tata tertib dan tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Komisioner ditetapkan dalam 

Keputusan Dewan Komisioner.  
 

Pasal 64 
(1) Salah satu anggota Dewan Komisioner yang ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif bertugas 

melaksanakan kegiatan operasional LPS.  
(2) Tugas dan wewenang Kepala Eksekutif ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisioner.  
 

Bagian Kedua  
Dewan Komisioner 

 
Pasal 65 

(1) Anggota Dewan Komisioner berjumlah 6 (enam) orang, yang terdiri atas:  
a. 1 (satu) orang pejabat setingkat eselon I Departemen Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri 

Keuangan;  
b. 1 (satu) orang unsur pimpinan LPP yang ditunjuk oleh pimpinan LPP;  
c. 1 (satu) orang dari unsur pimpinan Bank Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Bank Indonesia;  
d. 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari dalam dan/atau dari luar LPS.  

(2) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Presiden atas usul 
Menteri Keuangan.  

(3) Jumlah calon anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diusulkan oleh 
Menteri Keuangan sebanyak 2 (dua) orang untuk setiap anggota Dewan Komisioner yang akan 
diangkat.  

(4) Dalam hal calon yang diusulkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk 
setiap anggota Dewan Komisioner yang akan diangkat tidak disetujui oleh Presiden, Menteri 
Keuangan mengusulkan 2 (dua) calon lain dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak 
tanggal penolakan.  

 
Pasal 66 

(1) Salah seorang dari anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf 
d, ditetapkan oleh Presiden sebagai Ketua Dewan Komisioner.  

(2) Salah seorang dari anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d 
yang bukan Ketua Dewan Komisioner, ditetapkan oleh Presiden sebagai Kepala eksekutif.  

(3) Anggota Dewan Komisioner diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat 
kembali untuk 1 (satu) kali untuk masa jabatan berikutnya.  

(4) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d melakukan tugas 
secara penuh waktu dan tidak diperbolehkan menduduki jabatan eksekutif di tempat lain, kecuali 
merupakan penugasan sehubungan dengan jabatan yang dipegang atau merupakan bagian dari kegiatan 
sosial.  

 
Pasal 67 

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisioner harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  
a. warga negara Indonesia;  
b. mampu melakukan perbuatan hukum;  
c. sehat jasmani dan rohani;  
d. berusia setinggi-tingginnya 63 tahun;  
e. bukan sebagai konsultan, pegawai, pengurus, dan/atau pemilik bank baik langsung maupun tidak 

langsung;  
f. bukan pengurus partai politik;  
g. memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, dan/atau hukum;  
h. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;  
i. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus bank/perusahaan yang 

menyebabkan bank/perusahaan tersebut pailit atau dilikuidasi; dan  
j. tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang perbankan dan jasa keuangan 

lainnya berdasarkan pera turan perundang-undangan.  
 

Pasal 68 
Sesama anggota Dewan Komisioner dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua atau 
besan.  
 

Pasal 69 
(1) Anggota Dewan Komisioner hanya dapat diberhentikan oleh Presiden apabila:  

a. berhalangan tetap;  
b. masa jabatannya berakhir;  
c. mengundurkan diri;  
d. tidak hadir dalam rapat Dewan Komisioner sebanyak 4 kali berturut-turut tanpa alasan;  
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e. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisioner lebih dari 6 (enam) bulan 
meskipun dengan alasan yang dapat dipertimbangkan;  

f. memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan anggota Dewan 
Komisioner yang lain, dan tidak ada satupun yang mengundurkan diri; atau  

g. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.  
(2) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, huruf b, dan 

huruf c diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak 
lagi menjadi pejabat setingkat eselon I di Departemen Keuangan, anggota unsur pimpinan LPP atau 
anggota unsur pimpinan Bank Indonesia.  

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan 
Presiden, berdasarkan usulan dari Menteri Keuangan.  

(4) Pemberhentian anggota Dewan Komisioner dan pengusulan anggota yang baru harus dilakukan 
sedemikian rupa hingga jumlah anggota Dewan Komisioner sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.  

(5) Dalam hal anggota Dewan Komisioner diberhentikan, anggota Dewan Komisioner penggantinya harus 
ditetapkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberhentian.  

(6) Masa jabatan anggota Dewan Komisioner yang diangkat untuk menggantikan anggota yang 
diberhentikan bukan karena berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisioner yang digantikannya.  

 
Pasal 70 

(1) Dewan Komisioner berwenang mewakili LPS di dalam dan di luar pengadilan.  
(2) Dewan Komisioner dapat mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 

Kepala Eksekutif atau anggota Dewan Komisioner lain, dengan atau tanpa hak substitusi.  
(3) Ketentuan mengenai pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 

Keputusan Dewan Komisioner.  
 

Pasal 71 
(1) Dewan Komisioner wajib mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali 

dengan agenda yang memuat:  
a. menetapkan kebijakan Penjaminan Simpanan Nasabah berdasarkan Undang-Undang ini;  
b. menetapkan kebijakan LPS dalam mendukung stabilitas sistem perbankan;  
c. mengevaluasi pelaksanaan Penjaminan Simpanan Nasabah dan pelaksanaan peran LPS dalam 

mendukung stabilitas sistem perbankan;  
d. menerima dan mengevaluasi hal-hal lain yang dilaporkan Kepala Eksekutif; dan/atau  
e. hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas LPS.  

(2) Ketua Dewan Komisioner memimpin rapat-rapat Dewan Komisioner.  
(3) Dalam hal Ketua Dewan Komisioner berhalangan sehingga yang bersangkutan tidak dapat memimpin 

rapat, Ketua Dewan Komisioner dapat menunjuk anggota Dewan Komisioner lainnya untuk memimpin 
rapat.  

(4) Dalam hal Ketua Dewan Komisioner berhalangan sehingga yang bersangkutan tidak dapat memimpin 
rapat dan tidak dapat menunjuk anggota Dewan Komisioner untuk memimpin rapat, maka anggota 
Dewan Komisioner lainnya secara musyawarah untuk mufakat memilih salah satu diantara mereka 
untuk memimpin rapat.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Komisioner diatur dengan 
Keputusan Dewan Komisioner.  

 
Pasal 72 

(1) Pengambilan keputusan Dewan Komisioner dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai 
mufakat.  

(2) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, 
keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.  

(3) Dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Kepala Eksekutif 
tidak memiliki hak suara.  

(4) Keputusan Dewan Komisioner sah apabila berdasarkan rapat Dewan Komisioner.  
(5) Rapat Dewan Komisioner dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh 

anggota Dewan Komisioner yang memiliki hak suara.  
(6) Keputusan Dewan Komisioner mengikat seluruh anggota Dewan Komisioner.  
(7) Semua catatan dan data termasuk argumentasi yang dikemukakan oleh anggota Dewan Komisioner 

dalam pengambilan keputusan Dewan Komisioner wajib dimuat dalam risalah rapat dan wajib 
ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisioner yang hadir.  

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisioner diatur dalam 
Keputusan Dewan Komisioner.  

 
Pasal 73 

Dalam hal anggota Dewan Komisioner mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak 
langsung, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan objek yang akan diputuskan, yang 
bersangkutan tidak boleh memberikan suara dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2).  
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Pasal 74 

(1) Dewan Komisioner menetapkan struktur organisasi, uraian tugas dan jabatan, serta prosedur 
operasional LPS.  

(2) Dewan Komisioner membentuk komite audit, komite informasi, dan komite lainnya sesuai dengan 
kebutuhan.  

(3) Struktur organisasi, uraian tugas dan jabatan, prosedur operasional LPS sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner.  

 
Pasal 75 

(1) Dewan Komisioner dapat mendelegasikan tugas dan/atau wewenang pelaksanaan operasional LPS 
kepada pegawai LPS dan/atau pihilk lain yang khusus ditunjuk untuk itu, kecuali wewenang 
pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.  

(2) Dalam melaksanakan tugas dan/atau wewenang yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), pegawai yang menerima pendelegasian harus melaksanakan sesuai dengan delegasi yang 
diberikan.  

(3) Ketentuan mengenai pendelegasian tugas dan/atau wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner.  

 
Pasal 76 

(1) Gaji, tunjangan lainnya, dan fasilitas bagi Ketua dan anggota Dewan Komisioner ditetapkan dengan 
Keputusan Dewan Komisioner.  

(2) Besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Ketua Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dari gaji dan tunjangan lainnya dari pegawai dengan jabatan 
tertinggi.  

 
Bagian Ketiga 

Kepala Eksekutif dan Direktur 
 

Pasal 77 
(1) Kepala Eksekutif dibantu oleh sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang direktur.  
(2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisioner.  
(3) Kepala Eksekutif dan direktur sekurang-kurangnya menjalankan fungsi penjaminan, manajemen risiko, 

hukum, keuangan, penyelamatan, likuidasi, dan administrasi.  
(4) Kepala Eksekutif dapat mendelegasikan tugas dan/atau wewenangnya kepada pejabat dan/atau 

pegawai LPS, kecuali wewenang pendelegasian.  
(5) Ketentuan mengenai jumlah direktur, persyaratan dan tata cara pengangkatan direktur, serta pembagian 

tugas direktur ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner.  
 

Bagian Keempat 
Kepegawaian 

 
Pasal 78 

(1) Dewan Komisioner menetapkan sistem kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, program 
pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai LPS.  

(2) Kepala Eksekutif mengangkat dan memberhentikan pegawai LPS selain direktur.  
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan 

Komisioner.  
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Eksekutif.  
 

Pasal 79 
(1) Dalam hal berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap anggota 

Dewan Komisioner atau mantan anggota Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif atau mantan Kepala 
Eksekutif, dan/atau pegawai LPS atau mantan pegawai LPS, diwajibkan untuk membayar ganti rugi 
kepada pihak lain, maka sepanjang yang bersangkutan melaksanakan tugas, wewenang, dan/atau 
fungsi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, LPS membayar ganti rugi dimaksud.  

(2) Biaya penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh LPS.  
 

Pasal 80  
Pegawai LPS yang memiliki kepentingan pribadi terhadap suatu bank, baik langsung maupun tidak 
langsung, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, dilarang terlibat 
dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bank dimaksud.  
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BAB VIII 
KEKAYAAN, PEMBIAYAAN, DAN PENGELOLAAN 

 
Pasal 81 

(1) Modal awal LPS ditetapkan sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) dan 
sebesar-besarnya Rp8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah).  

(2) Kekayaan LPS merupakan aset negara yang dipisahkan.  
(3) LPS bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan semua asetnya.  
 

Pasa1 82 
(1) Kekayaan LPS berbentuk investasi dan bukan investasi.  
(2) Kekayaan yang berbentuk investasi hanya dapat ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh 

Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Indonesia.  
(3) LPS tidak dapat menempatkan investasi pada bank atau perusahaan lainnya, kecuali dalam bentuk 

penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan atau penanganan Bank Gagal.  
(4) LPS dapat menempatkan kekayaan bukan investasi dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.  
 

Pasal 83 
(1) Surplus yang diperoleh LPS dari kegiatan operasional selama 1 (satu) tahun dialokasikan sebagai 

berikut:  
a. 20% (dua puluh perseratus) untuk cadangan tujuan;  
b. 80% (delapan puluh perseratus) diakumulasikan sebagai cadangan penjaminan.  

(2) Dalam hal akumulasi cadangan penjaminan mencapai tingkat sasaran sebesar 2,5% (dua puluh lima 
perseribu) dari total Simpanan pada seluruh bank, bagian surplus sebagaimana diatur pada ayat (1) 
huruf b merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surplus dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.  

 
Pasal 84 

(1) Defisit yang terjadi karena pembayaran klaim penjaminan dalam 1 (satu) tahun diperhitungkan sebagai 
pengurang cadangan penjaminan.  

(2) Dalam hal cadangan penjaminan tidak mencukupi, maka defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diperhitungkan sebagai pengurang modal LPS.  

 
Pasal 85 

(1) Dalam hal modal LPS kurang dari modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), 
Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menutup kekurangan tersebut.  

(2) Dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas, LPS dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah.  
(3) Ketentuan mengenai tingkat likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah.  
 

 
BAB IX 

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN 
 

Pasal 86 
(1) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Kepala Eksekutif 

menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk mendapat persetujuan Dewan 
Komisioner.  

(2) Bersamaan dengan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Eksekutif menyampaikan pula evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan kepada 
Dewan Komisioner.  

(3) Bentuk dan susunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner.  

 
 

BAB X 
PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS 

 
Pasal 87 

Dewan Komisioner menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah disetujui, serta 
evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) 
kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.  
 

Pasal 88 
(1) LPS wajib menyusun laporan tahunan untuk setiap tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember.  
(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan kerja dan laporan 

keuangan.  
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(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia.  

(4) Hasil audit laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 
tanggal 31 Maret tahun berikutnya.  

(5) Bentuk dan susunan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Dewan Komisioner.  

 
Pasal 89 

(1) LPS wajib menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 kepada Presiden dan 
Dewan Perwakilan Rakyat, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.  
(2) LPS wajib mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat 
kabar harian yang memiliki peredaran luas, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.  
(3) Bentuk dan susunan laporan keuangan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner.  
 

BAB XI 
HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA LAIN 

 
Pasal 90 

(1) Dalam menjalankan tugasnya, LPS dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga dalam negeri 
dan luar negeri.  

(2) LPS dapat bertindak sebagai anggota dari organisasi atau lembaga internasional mewakili Negara 
Republik Indonesia apabila terdapat ketentuan bahwa anggota dari organisasi atau lembaga 
internasional tersebut mengharuskan atas nama Negara.  

 
BAB XII  

KERAHASIAAN DATA 
 

Pasal 91 
(1) Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif, pegawai LPS, atau setiap pihak yang bertugas untuk dan atas 

nama LPS wajib merahasiakan semua dokumen, informasi, dan catatan yang diperoleh atau dihasilkan 
dalam pelaksanaan tugasnya yang harus dirahasiakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Dewan 
Komisioner, Kepala Eksekutif, pegawai LPS, atau setiap pihak yang bertugas untuk dan atas nama 
LPS yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

 
BAB XIII  

SANKSI ADMINISTRATIF DAN PIDANA 
 

Pasal 92 
(1) LPS menjatuhkan sanksi administratif pada bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 huruf c dan huruf d.  
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda administratif dan/atau bunga.   
(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan 

sebagai berikut:  
a. terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, ditetapkan paling 

tinggi 150% (seratus lima puluh perseratus) dari jumlah premi yang seharusnya dibayar untuk 
setiap periode termasuk bunga;  

b. terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dikenakan denda 
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan penyampaian laporan.  

(4) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 
paling lama 12 (dua belas) bulan.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif ditetapkan  dengan Peraturan 
LPS.  

 
Pasal 93 

LPS menyampaikan informasi kepada LPP mengenai bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 92.  
 

Pasal 94 
(1) Direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f dan/atau menyebabkan bank tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f serta 
Pasal 92, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 
tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).  

(2) Direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham bank yang menyebabkan bank tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak 
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batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit 
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).  

 
Pasal 95 

(1) Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, pegawai, dan/atau pihak lain yang terkait dengan bank 
yang dicabut izin usahanya atau bank dalam likuidasi yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dan/atau Pasal 47 ayat (2) atau ayat (3) dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit 
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).  

(2) Anggota pewan Komisioner, Kepala Eksekutif dan pegawai LPS, atau pihak lain yang ditunjuk atau 
disetujui oleh LPS untuk melakukan tugas tertentu, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam rasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 
(tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).  

(3) Setiap orang atau badan yang memberikan data, informasi, dan/atau laporan, yang berkaitan dengan 
penjaminan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 7 yang tidak benar, palsu, 
dan/atau menyesatkan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 
(tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).  

(4) Setiap orang atau badan yang menolak memberikan kepada LPS data, informasi, dan/atau dokumen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) 
tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).  

 
BAB XIV  

KETENTUAN LAIN-LAIN 
 

Pasal 96 
(1) LPS melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi bank berdasarkan prinsip 

syariah.  
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.  
 

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 97 

(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Bank yang telah memiliki izin usaha dinyatakan 
menjadi peserta Penjaminan.  

(2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 huruf a, huruf b, dan huruf c dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak LPS 
beroperasi secara efektif.  

 
Pasal 98 

Proses likuidasi yang dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan mengenai likuidasi bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 
tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.  
 

Pasal 99 
(1) Selama pengawasan perbankan masih diselenggarakan oleh Bank Indonesia, anggota Dewan 

Komisioner yang berasal dari LPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dirangkap 
oleh anggota Dewan Komisioner dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) 
hurufc.  

(2) Selama anggota Dewan Komisioner, dari LPP dirangkap oleh anggota Dewan Komisioner dari Bank 
Indonesia, anggota Dewan Komisioner yang berasal dari dalam atau luar LPS berjumlah 4 (empat) 
orang.  

 
BAB XVI  

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal l00 
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlaku sejak 18 (delapan belas) bulan 

setelah Undang-Undang ini berlaku efektif.  
(2) Dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku penahapan 

nilai Simpanan yang dijamin sebagai berikut:  
a. selama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini berlaku efektif, seluruh nilai Simpanan dijamin;  
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b. 6 (enam) bulan berikutnya sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir, nilai 
Simpanan yang dijamin paling tinggi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);  

c. 6 (enam) bulan berikutnya sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir, nilai 
Simpanan yang dijamin paling tinggi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), penahapan nilai Simpanan 
yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah.  

 
Pasal 101 

Untuk pertama kali, anggota Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif diangkat untuk masa jabatan 
sebagai berikut:  
a. anggota Dewan Komisioner yang merupakan ketua diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;  
b. Kepala Eksekutif diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun;  
c. anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d yang bukan 

merupakan ketua diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.  
 

Pasal 102 
Ketentuan mengenai likuidasi bank dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan 
Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank tidak berlaku untuk likuidasi bank yang terjadi setelah 
Undang-Undang ini berlaku.  
 

Pasal 103 
Undang-Undang ini mulai berlaku efektif 12 (dua belas) bulan setelah diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.  
 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 22 September 2004 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd 

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 
Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 September 2004  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  

ttd  
BAMBANG KESOWO  

 
 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 96. 
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PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 24 TAHUN 2004 

TENTANG 
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN 

 
 
UMUM  
Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi 
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan eknonomi nasional. Stabilitas industri perbankan dimaksud 
sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan, sebagaimana pengalaman yang pernah 
terjadi pada saat krisis moneter dan perbankan di Indonesia pada tahun 1998.  
Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk 
memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis tersebut tidak terulang. Kepercayaan ini dapat 
diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan 
simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha 
bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank 
sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayan jasa perbankan.  
Apabila bank kehilangan kepercayaan dari masyarakat sehingga kelangsungan usaha bank dimaksud tidak 
dapat dilanjutkan, bank dimaksud menjadi Bank Gagal yang berakibat dicabut izin usahanya. Oleh sebab 
itu, baik pemilik dan pengelola bank maupun berbagai otoritas yang terlibat dalam pengaturan dan/atau 
pengawasan bank, hurus bekerja sama mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.  
Penjaminan seluruh kewajiban bank (blanket guarantee) berdasarkan Keputusan Presiden di masa lalu, 
berhasil mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan pada masa krisis moneter dan 
perbankan. Namun, penjaminan yang sangat luas ini juga membebani anggaran negara dan menimbulkan 
moral hazard pada pihak pengelola bank dan nasabah bank. Pengelola bank tidak terdorong untuk 
melakukan usaha bank secara prudent, sementara nasabah tidak memperhatikan atau mementingkan 
kondisi kesehatan bank dalam bertransaksi dengan bank. Selain itu, penerapan penjaminan secara luas ini 
yang berdasarkan kepada Keputusan Presiden kurang dapat memberikan kekuatan hukum sehingga 
menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan. Oleh karena itu diperlukan dasar hukum yang 
lebih kuat dalam bentuk Undang-Undang.  
Di dalam Undang-Undang ini ditetapkan penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat 
memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang 
membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan moral hazard. Penjaminan simpanan nasabah 
bank tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS sendiri memiliki dua fungsi 
yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan Bank-Gagal.  
Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-
banyaknya nasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi 
peserta dan membayar premi penjaminan. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus 
dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu. 
Adapun simpanan yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Likuidasi ini 
merupakan tindak Ianjut dalam penyelesaian bank yang mengalami kesulitan keuangan.  
LPS melakukan tindakan penyelesaian atau penanganan bank yang mengalami kesulitan keuangan dalam 
kerangka mekanisme kerja yang terpadu, efisien dan efektif untuk menciptakan ketahanan sektor keuangan 
Indonesia atau disebut Indonesia Financial Safety Net (IFSN). LPS bersama dengan Menteri Keuangan, 
Bank Indonesia, dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) menjadi anggota Komite Koordinasi.  
Tindakan penyelesaian atau penanganan Bank-Gagal oleh LPS didahului berbagai tindakan lain oleh Bank 
Indonesia dan LPP sesuai peraturan perundang-undangan. Bank Indonesia, melalui mekanisme sistem 
pembayaran, akan mendeteksi bank yang mengalami kesulitan keuangan dan dapat menjalankan fungsinya 
sebagai lender of last resort. LPP juga dapat mendeteksi kesulitan tersebut dan berupaya mengatasi dengan 
menjalankan fungsi pengawasannya, antara lain berupa tindakan agar pemilik bank menambah modal atau 
menjual bank, atau agar bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain.  
Apabila kondisi bank yang mengalami kesulitan keuangan tersebut semakin memburuk, antara lain ditandai 
dengan menurunnya tingkat solvabilitas bank, tindakan penyelesaian dan penanganan lain harus segera 
dilakukan. Dalam keadaan ini, penyelesaian dan penanganan Bank Gagal diserahkan kepada LPS yang 
akan bekerja setelah terlebih dahulu dipertimbangkan perkiraan dampak pencabutan izin usaha bank 
terhadap perekonomian nasional. Dalam hal pencabutan izin usaha bank diperkirakan memiliki dampak 
terhadap perekonomian nasional, tindakan penanganan yang dilakukan LPS yang didasarkan pada 
Keputusan Komite Koordinasi.  
Mengingat fungsinya yang sangat penting, LPS harus independen, transparan, dan akuntabel dalam 
menjalankan tugas dan wewenangnya. Karena itu, status hukum, governance pengelolaan kekayaan dan 
kewajiban, pelaporan dan akuntabilitas LPS serta hubungannya dengan organisasi lain, diatur secara jelas 
dalam Undang-Undang ini.  
 
PASAL DEMI PASAL  
Pasal 1  
Cukup jelas  
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Pasal 2  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan independensi bagi LPS mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya, LPS tidak bisa dicampurtangani oleh pihak manapun termasuk oleh pemerintah kecuali atas 
hal-hal yang dinyatakan secara jelas di dalam Undang-Undang ini.  
Mengingat bahwa kebijakan penjaminan dapat berdampak pada sektor perbankan dan fiskal, maka di dalam 
LPS terdapat wakil dari masing-masing otoritas yang berwenang. Keberadaan para wakil otoritas tersebut 
dimaksudkan untuk bersama-sama merumuskan kebijakan penjaminan yang dapat mendukung kebijakan 
pada sektor-sektor tersebut. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut merupakan sepenuhnya tanggung 
jawab dan kewenangan LPS tanpa dapat dicampurtangani oleh pihak manapun. Sebagai contoh dalam 
melaksanakan tugas penyelesaian bank yang dicabut ijin usahanya, khususnya dalam rangka 
penjualan/pengalihan aset bank tersebut, LPS tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan pihak luar termasuk 
Pemerintah.  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 3  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Kantor perwakilan dibentuk di luar Ibukota Negara untuk melaksanakan tugas tertentu. Kantor perwakilan 
dimaksudkan untuk memudahkan komunikasi dengan bank yang berkantor di luar Ibukota Negara misalnya 
dalam rangka penghitungan dan pembayaran premi. Selain itu, kantor perwakilan dapat pula dibentuk 
dalam rangka penyelesaian Bank Gagal. Setelah penyelesaian Bank Gagal tersebut selesai, kantor 
perwakilan akan ditutup.  
Pembukaan kantor perwakilan harus mempertimbangkan manfaat dan biaya pembentukannya.  
Ayat (3)  
Persyaratan yang akan diatur dalam Keputusan Dewan Komisioner antara lain jangka waktu untuk 
menangani permasalahan, kebutuhan untuk melayani nasabah kecil yang berjumlah banyak, dan kebutuhan 
tertentu di suatu daerah.  
Pasal 4   
Huruf a  
Penjaminan simpanan nasabah penyimpan meliputi pula penjaminan bentuk yang setara dengan simpanan 
bagi bank yang menggunakan prinsip syariah.  
Huruf b  
LPS berfungsi menciptakan dan memelihara stabi1itas sistem keuangan bersama dengan Menteri 
Keuangan, Bank Indonesia, dan LPP, sesuai dengan peran dan tugas masing-masing.  
Pasal 5  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Huruf a  
LPS bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan LPP merumuskan kebijakan penyelesaian 
Bank Gagal.  
Huruf b  
LPS merumuskan dan menetapkan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pcnyelesaian 
Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik setelah dinyatakan oleh LPP sebagai tidak dapat disehatkan 
lagi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.  
Yang dimaksud dengan penyelesaian Bank Gagal atau dalam istilah perbankan disebut resolusi bank (bank 
resolution) adalah:  
1. menyelamatkan Bank Gagal; atau  
2. tidak menyelamatkan Bank Gagal.  
Huruf c  
LPS melaksanakan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan penanganan Bank Gagal yang berdampak 
sistemik setelah diputuskan oleh Komite Koordinasi.  
Pasal 6  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
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Data dan laporan dapat diperoleh langsung dari bank atau dari LPP yang isi dan mekanismenya diatur 
dalam nota kesepakatan antara LPS dan LPP.  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas  
Huruf g  
Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ketentuan ini antara lain adalah akuntan publik, konsultan hukum, 
penasehat investasi, lembaga penelitian, perusahaan penilai, dan/atau pejabat lelang.  
Yang dimaksud dengan tugas tertentu antara lain adalah melakukan verifikasi, membuat opini hukum, 
melakukan penelitian mengenai risiko penjamlnan, atau melakukan likuidasi.  
Huruf h  
Cukup jelas  
Huruf i  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Huruf a  
Dengan dilakukannya pengambilalihan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan 
wewenang RUPS, LPS dapat melakukan pemberesan aset dan kewajiban dari bank yang dicabut izinnya 
oleh LPP. Kewenangan melakukan pemberesan aset dan kewajiban dimaksudkan untuk memaksimalkan 
pengembalian (recovery) dana penjaminan.  
Di samping itu, dengan kewenangan yang sama LPS dapat melakukan pengelolaan dan pengurusan bank 
yang diputuskan untuk diselamatkan.  
Huruf b  
Dengan ketentuan ini, LPS dapat menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan seperti 
halnya sebagai pemilik.  
Huruf c  
Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan/atau perubahan kontrak oleh LPS tersebut 
menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersebut hanya dapat menuntut penggantian yang tidak 
melebihi nilai manfaat yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan 
secara nyata dan jelas kerugian yang dialaminya.  
Huruf d  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ketentuan ini adalah pihak selain bank, dengan tetap 
memperhatikan peraturan perundang-undangan.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Ayat (1)  
Kewajiban untuk mengikuti Penjaminan berlaku pula bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di 
luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia. Sedangkan kantor 
cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan di luar wilayah 
Republik Indonesia tidak termasuk dalam Penjaminan.  
Ayat (2)  
Pengecualian Badan Kredit Desa menjadi peserta penjaminan mengingat operasional Badan Kredit Desa 
tidak seperti Bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.  
Pasal 9  
Huruf a  
Angka 1)  
Cukup jelas  
Angka 2)  
Cukup jelas  
Angka 3)  
Cukup jelas 
Angka 4)  
Pemegang saham adalah pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud peraturan perundang-
undangan di bidang perbankan.  
Huruf b  
Kontribusi kepersertaan hanya dibayarkan satu kali pada saat bank akan menjadi peserta penjaminan.  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Format laporan secara berkala ditetapkan dalam Peraturan LPS.  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
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Penempatan bukti kepesertaan atau salinannya dimaksudkan agar masyarakat dapat membedakan penyedia 
jasa keuangan yang produknya dijamin oleh LPS dengan yang tidak dijamin.  
Pasal 10  
Transfer masuk dan transfer keluar serta inkaso tidak termasuk dalam lingkup yang dijamin karena bukan 
termasuk simpanan.  
Namun demikian, transfer keluar yang berasal dari simpanan nasabah dan belum keluar dari bank masih 
diperlakukan sebagai simpanan. Demikian pula dengan transfer masuk yang sudah diterima bank untuk 
kepentingan seorang nasabah diperlakukan sebagai simpanan nasabah dimaksud walaupun bank belum 
membukukan ke dalam rekening yang bersangkutan.  
Yang dimaksud dengan bentuk lainnya dalam pasal ini adalah bentuk-bentuk simpanan di dalam bank 
syariah atau apabila ada bentuk simpanan baru yang dipersamakan dengan simpanan berdasarkan ketentuan 
LPP.  
Pasal 11  
Ayat (1)  
Nilai yang dijamin diharapkan dapat melindungi seluruh simpanan yang dimiliki oleh nasabah kecil yang 
merupakan sebagian besar nasabah bank di Indonesia.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Peraturan LPS antara lain adalah nilai simpanan dan perhitungan 
bunganya, serta hak dan kapasitas nasabah.  
Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Yang diatur dalam Peraturan LPS rneliputi pernbayaran prerni yang dibayar dimuka dan penyesuaiannya 
dilakukan pada pembayaran premi berikutnya.  
Pembayaran premi dimuka berdasarkan jumlah rata-rata simpanan bulanan dalam 6 (enam) bulan terakhir.  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pagal 14  
Cukup jelas  
Pagal 15  
Ayat (1)  
Bank dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok dengan masing-masing kelompok memiliki skala 
risiko kegagalan yang relatif sama. Pembedaan tingkat premi dilakukan berdasarkan skala risiko kegagalan 
untuk getiap kelompok tersebut.  
Ayat (2)  
Misalnya tingkat premi untuk kelompok bank dengan skala risiko kegagalan terendah adalah 0,1% (satu 
perseribu), maka tingkat premi untuk kelompok bank dengan skala risiko kegagalan tertinggi tidak dapat 
ditetapkan melebihi 0,6% (enam perseribu).  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3) 
Data dan informasi yang diterima LPS untuk menentukan simpanan yang layak dibayar dapat berasal dari 
berbagai sumber. Untuk itu perlu dilakukan proses untuk membandingkan, mencocokkan, menentukan, 
serta memastikan data dan informasi yang akan digunakan untuk menentukan simpanan yang layak 
dibayar. Proses tersebut memerlukan waktu sebelum pembayaran klaim penjaminan dapat mulai dilakukan.  
Yang dimaksud dengan simpanan yang layak dibayar adalah Simpanan yang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.  
Ayat (4)  
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Cukup jelas  
Ayat (5)  
Yang dimaksud pihak lain dalam ketentuan ini adalah mantan komisaris, mantan direksi, dan mantan 
pegawai bank yang bersangkutan.  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Apabila Nasabah Penyimpan mengajukan klaim setelah 5 (lima) tahun sejak ijin usaha bank dicabut, maka 
hak Nasabah Penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari LPS menjadi hilang. Simpanan 
Nasabah Penyimpan dimaksud selanjutnya diperlakukan sama dengan Simpanan yang tidak dijamin dan 
diselesaikan dalam mekanisme likuidasi.  
Ayat (8)  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Yang akan diatur dalam Peraturan LPS antara lain kurs tengah yang digunakan adalah kurs tengah Bank 
Indonesia pada tanggal pencabutan izin usaha bank.  
Pasal 18  
Perjumpaan utang (set off/kompensasi) hanya dapat dilakukan kepada kewajiban nasabah debitur yang 
telahjatuh tempo dan atau gagal bayar (default/macet).  
Misal A memiliki simpanan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kewajiban sebesar 
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Simpanan A yang dijamin sebesar Rp100.000.000,00 
(seratus juta rupiah), tetapi yang dapat dibayarkan kepadanya adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah) - Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)= Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).  
Pasal 19  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Nasabah Penyimpan yang merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar misalnya nasabah yang 
memperoleh hasil bunga jauh di atas tingkat pasar.  
Huruf c  
Nasabah Penyimpan yang merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat misalnya 
penerima kredit yang kreditnya macet.  
Ayat (2)  
Hal-hal yang akan diatur antara lain kriteria mengenai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar dan 
pihak-pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat.  
Pasal 20  
Ayat (1)  
Apabila nasabah penyimpan telah meninggal dunia, pengajuan keberatan atau upaya hukum dapat 
dilakukan oleh ahli warisnya.  
Ayat (2) 
Pembayaran bunga yang wajar dimaksudkan untuk mengganti kerugian akibat hilangnya kesempatan 
berinvestasi dan LPS tidak membayar ganti rugi yang lain.  
Tingkat bunga yang wajar adalah tingkat bunga yang pada umumnya berlaku atas simpanan.  
Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Komite Koordinasi adalah komite yang akan dibentuk berdasarkan Undang-Undang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
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Dalam hal LPS diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas atau modal dan cadangan penjaminan 
tidak cukup untuk membiayai penanganan Bank Gagal, Komite Koordinasi memutuskan bentuk bantuan 
dana bagi LPS termasuk tambahan modal.  
Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Talangan pesangon pegawai besarnya adalah sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan.  
Pasal 24  
Ayat (1)  
Ketentuan pada ayat ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bank Gagal dan pengurus serta 
pemegang saham agar LPS dapat melakukan penyelamatan.  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Yang dimaksud dengan RUPS adalah RUPS tahunan dan RUPS lainnya, termasuk RUPS Luar Biasa 
(RUPSLB).  
Huruf d  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Hal-hal yang diatur dalam Peraturan LPS antara lain meliputi:  
a. batasan tingkat kesehatan dan kinerja bank;  
b. perbandingan antara perkiraan biaya penyelamatan bank dengan perkiraan biaya tidak menyelamatkan;  
c. kriteria mengenai prospek usaha bank;  
d. rincian dokumen misalnya jenis dan jumlah penggunaan fasilitas Bank Indonesia, agunan yang 

diserahkan ke Bank Indonesia dan lain-lain.  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Ayat (1)  
Ekuitas adalah nilai aset setelah dikurangi kewajiban.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Ayat (1)  
LPS tidalk melanjutkan penyelamatan apabila dalam proses penyelamatan LPS menemukan biaya 
penyelamatan jauh lebih besar dari perkiraan biaya penyelamatan pada saat keputusan penyelamatan 
ditetapkan.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Ayat (1)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan perkiraan biaya penanganan pada ayat ini adalah jumlah perkiraan biaya untuk 
menambah modal setor bank yang bersangkutan sampai bank tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku 
mengenai tingkat kesehatan bank.  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Huruf a  
Cukup jelas  
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Huruf b  
Pelaksanaan ketentuan ini dituangkan dalam akta notaris.  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37 
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42   
Cukup jelas   
Pasal 43  
Huruf a  
LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan 
wewenang RUPS dalam rangka proses likuidasi. Namun, tanggung jawab pemegang saham dalam 
pemenuhan kewajiban bank sesudah likuidasi tidak beralih kepada LPS.  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham dapat ditunjuk sebagai anggota tim likuidasi 
apabila memiliki informasi yang diperlukan untuk penyelesaian proses likuidasi, yang bersangkutan 
kooperatif dan tidak mempunyai benturan kepentingan.  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46 
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49 
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Yang dimaksud dengan pengalihan aset dan kewajiban bank adalah pengalihan atau penjualan aset dan 
kewajiban bank yang secara paket.  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Tagihan seperti ini dapat timbul apabila di kemudian hari ada kreditur yang tidak tercatat nama dan 
alamatnya pada saat pemanggilan, tetapi dapat membuktikan haknya melalui proses pengadilan.  
Pasal 58  
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Cukup jelas  
Pasal 59  
Ayat (1)  
Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah kantor cabang bank yang didirikan 
berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri meliputi 
pula kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang ditutup karena kantor pusatnya 
dicabut izin usahanya oleh pengawas perbankan di negara yang bersangkutan dan karena permintaan 
pemegang saham sendiri kantor pusatnya.  
Ayat (2)  
Cukup jelas 
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Ayat (1)  
Huruf a  
Merupakan pejabat ex-officio.  
Huruf b  
Merupakan pejabat ex-officio.  
Huruf c  
Merupakan pejabat ex-officio.  
Huruf d  
Anggota yang berasal dari luar LPS sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Dalam rangka pengusulan calon anggota dimaksud, Menteri Keuangan mempertimbangkan masukan dari 
berbagai pihak.  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Yang termasuk hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adalah:  
1. hubungan keluarga karena perkawinan adalah hubungan seseorang dengan:  

a. suami atau isteri;  
b. orang tua dari suami atau isteri (derajat satu vertikal);  
c. suami atau isteri dari anak (derajat satu vertikal);  
d. kakek dan nenek dari suami atau isteri (derajat dua vertikal);  
e. suami atau isteri dari cucu (derajat dua vertikal);  
f. saudara dari suami atau isteri beserta suami atau isterinya dari saudara yang bersangkutan (derajat 

dua horizontal);  
g. suami atau isteri dari saudara kandung atau tiri orang yang bersangkutan (derajat dua horizontal).  

2. hubungan keluarga karena keturunan adalah hubungan seseorang dengan:  
a. orang tua dan anak (derajat satu vertikal);  
b. kakek dan nenek serta cucu (derajat dua vertikal) ;  
c. saudara kandung atau tiri dari orang yang bersangkutan (derajat dua horizontal).  

Pasal 69  
Ayat (1)  
Huruf a  
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Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah meninggal dunia, kehilangan kewarganegaraan Indonesia, 
atau mengalami cacat fisik dan/atau cacat mental yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk 
melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Alasan yang sah antara lain didasarkan pada surat keterangan dokter atau surat keterangan dari instansi 
yang berwenang.  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas  
Huruf g  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukupjelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Pasal 70  
Cukup jelas  
Pasal 71  
Ayat (1)  
Rapat Dewan Komisioner meliputi rapat berkala dan rapat sewaktu-waktu.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Pasal 72  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Yang dimaksud dengan benturan kepentingan yaitu benturan yang timbul ketika kepentingan seseorang 
memungkinkan orang lain melakukan tindakan yang bertentangan dengan pihak tertentu, yang 
kepentingannya seharusnya dipenuhi oleh orang lain tersebut. Benturan kepentingan mencakup benturan 
kepentingan yang sudah terjadi atau yang berpotensi akan terjadi.  
Jenis benturan kepentingan adalah sebagai berikut:  
a. benturan kepentingan yang bersifat personal yaitu benturan kepentingan yang timpul ketika pihak 

tertentu yang diwajibkan untuk bertindak atas kepentingan pihak lain berbenturan dengan kepentingan 
pihak lain tersebut;  

b. benturan kepentingan yang bersifat impersonal yaitu benturan kepentingan yang timbul ketika suatu 
pihak diwajibkan untuk bertindak atas kepentingan dua pihak yang berbeda yang kepentingannya 
berbenturan; dan  

c. benturan kepentingan individual (berdasarkan kepentingan organisatoris) adalah benturan kepentingan 
ketika pihak tertentu atas organisasi tertentu melakukan tindakan untuk memenuhi kepentingan 
organisasi lain yang keduanya mempunyai benturan kepentingan.  

Syarat ini dimaksudkan untuk mengurangi potensi benturan kepentingan dan untuk mewujudkan tata kelola 
(governance) yang baik dalam LPS.  
Benturan kepentingan pribadi tidak termasuk kepentingan yang diperoleh sebagai nasabah penyimpan bank 
dan investor pasar modal.  
Pasal 74  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Tugas komite audit adalah melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Kepala 
Eksekutif dan Direktur dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisioner.  
Tugas komite informasi adalah memberikan data, informasi, laporan, analisis terhadap data dan 
permasalahan sebagai masukan kepada Dewan Komisioner.  
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Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 75  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Hal-hal yang diatur dalam Keputusan Dewan Komisioner antara lain meliputi:  
a. jenis-jenis tugas dan wewenang yang didelegasikan;  
b. pelaksanaan pendelegasian, termasuk sanksi pelanggaran atas pelaksanaan pendelegasian.  
Pasal 76  
Ayat (1)  
Keputusan Dewan Komisioner mengatur pula program pensiun dan tunjangan hari tua.  
Ayat (2)  
Pegawai dengan jabatan tertinggi adalah Direktur.  
Pasal 77  
Cukup jelas  
Pasal 78  
Ayat (1)  
Sistem penggajian yang diberlakukan mempertimbangkan sistem yang berlaku pada industri atau pengawas 
perbankan.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 79  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan biaya penyelesaian perkara adalah biaya bantuan hukum kepada anggota Dewan 
Komisioner atau mantan anggota Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif atau mantan Kepala Eksekutif, dan 
atau pegawai LPS atau mantan pegawai LPS tersebut dalam perkara tuntutan ganti rugi dimaksud, termasuk 
biaya perkara yang diputuskan oleh pengadilan atas perkara tersebut.  
Pasal 80  
Yang dimaksud dengan benturan kepentingan dan kepentingan pribadi adalah sebagaimana dimaksud 
dalam penjelasan pasal 73.  
Pasal 81  
Ayat (1)  
Modal LPS berasal dari aset negara yang dipisahkan dan tidak terbagi dalam bentuk saham.  
Jumlah modal awal pada saat pendirian LPS ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi 
dengan Dewan Perwakilan Rakyat.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 82  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Penyertaan modal sementara pada perusahaan lainnya semata-mata apabila diperlukan hanya untuk 
menampung dan mengelola sementara aset yang bermasalah dari bank yang diselamatkan.  
Penyertaan modal sementara dimaksud paling lama 2 (dua) tahun.  
Ayat (4)  
Bentuk kekayaan bukan investasi antara lain giro, gedung kantor, dan perlengkapannya.  
Pasal 83  
Ayat (1)  
Surplus merupakan selisih lebih antara pendapatan dan beban yang diakui berdasarkan metode akrual 
sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.  
Ayat (2)  
Cukup jelas   
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 84  
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Ayat (1)  
Defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dan beban yang diakui berdasarkan metode akrual 
sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.  
Pendapatan LPS terutama berasal dari penerimaan premi dan hasil investasi. Beban LPS terutama 
digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 85  
Cukup jelas  
Pasal 86  
Cukup jelas  
Pasal 87  
Cukup jelas  
Pasal 88  
Cukup jelas  
Pasal 89  
Cukup jelas  
Pasal 90  
Ayat (1)  
Kerja sama dengan organisasi atau lembaga dalam negeri dilakukan LPS antara lain dengan instansi 
pemerintah yang berwenang atau pihak lain yang diperlukan guna memperoleh keterangan dari pihak yang 
terlibat atau patut diduga terlibat atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank.  
Ayat (2)  
Cukup jelas   
Pasal 91  
Cukup jelas   
Pasal 92  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Peraturan LPS antara lain mengatur mengenai:  
a. besar denda administratif yang dikenakan akibat premi kurang bayar;  
b. besar denda administratif yang dikenakan akibat premi terlambat dibayar;  
c. besar denda administratif akibat keterlambatan penyampaian atau ketidaklengkapan laporan; dan  
d. tata cara pembayaran denda.  
Pasal 93  
Cukup jelas  
Pasal 94  
Cukup jelas  
Pasal 95  
Cukup jelas  
Pasal 96  
Cukup jelas  
Pasal 97  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan peserta penjaminan tidak termasuk Badan Kredit Desa.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 98  
Cukup jelas  
Pasal 99  
Cukup jelas  
Pasal 100  
Cukup jelas   
Pasal 101  
Cukup jelas  
Pasal 102  
Cukup jelas  
Pasal 103  
Cukup jelas  
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